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Judul penelitian ini adalah Ratio Decidendi HakimMahkamah Konstitusi 
Tentang Pemilu Serentak Di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab 
dua permasalahan, yaitu: Bagaimana analisis ratio decidendi dalam putusan MK 
Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 dan putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013? 
Bagaimana metode penemuan hukum dan aplikasinya dalam ijtihad hakim pada 
putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 dan putusan MK Nomor 14/PUU-
XI/2013? 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
hukum normatif dengan pendekatan perbandingan (comparative approach), 
dimana untuk mendapatkan titik relevansi ratio decidendi hakim Mahkamah 
Konstitusi tentang pemilu serentak di Indonesia. Adapun sumber bahan yang 
dipakai dalam penelitian ini antara lain: UUD NRI 1945, dokumen putusan MK, 
dan literatur yang berhubungan dengan penelitian. 
Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa: Ratio Decidendi Hakim 
Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 yang 
diajukan oleh perorangan dan dari lembaga, MK mengadili menolak untuk 
dilakukan pemilu serentak di Indonesia. Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 
yang diajukan oleh Effendi Gazali, MK mengadili mengabulkan untuk 
dilakukannya pemilu serentak di Indonesia dalam pemilu tahun 2019. Kedua 
putusan tersebut telah menghasilkan dua produk hukum yang berbeda dari isu dan 
peraturan yang sama. Dimana ratio decidendi Mahkamah Konstitusi dalam 
memutus penyelenggaraan pemilu serentak di Indonesia menitikberatkan pada 
tiga aspek, diantaranya: Presiden dalam sistem presidensil mempunyai posisi yang 
kuat yang diamantkan oleh UUD 1945. Mengembalikan original intent maksud 
pembuat UU. Dan melakukan pemilihan secara serentak akan lebih efisien dalam 
menggunakan haknya untuk memilih secara cerdas dan effisien. Konsep hukum 
Islam tentang metode ijtihad hakim dalam memutus perkara ratio decidendi 
hakim Mahkamah Konstitusi, yaitu dengan ijtihad tatbiqi (dengan mengambil 
pendapat Ulama Fiqh) yang dianggap relevan untuk menyelesaikan perkara yang 
tidak memiliki sumber sama sekali dalam aturan perundang-undangan. Jadi, 
dalam hukum Islam diperbolehkan seorang hakim memutus perkara dari dua 
produk hukum (dua putusan) yang berbeda dari isu dan peraturan yang sama. 
Karena pada prinsipnya, hakim adalah seseorang yang dianggap sangat tahu dan 
sangat mengerti tentang hukum dan juga memiliki wewenang yang sangat luas 
terhadap putusan yang diadilinya. 
Sesuai dengan kesimpulan yang ada, maka saran penulis sampaikan: 
Pertama, kepada Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi supaya konsisten dalam 
memutuskan sebuah perkara yang akhirnya menjadi produk hukum yang akan 
dipilih dan dimuat dalam sebuah putusan. Kedua, kepada Para Hakim Anggota 
Mahkamah Konstitusi supaya memperkuat putusan Hakim Ketua MK agar 
konsisten dalam memutus sebuah perkara dalam melindungi hak politik terkait 
Penyelenggaraan Pemilu. Ketiga, kepada masyarakat supaya ikut serta 
menyuarakan untuk mendorong sosialisasi terselenggaranya Pemilu yang bebas 
dari praktik-praktik yang tidak diinginkan.  
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A. Latar Belakang 
Era Reformasi memberikan harapan besar bagi terjadinya perubahan menuju 
penyelenggaraan negara yang lebih demokratis, transparan, dan memiliki 
akuntabilitas tinggi serta terwujudnya good governance dan adanya kebebasan 
berpendapat. Semuanya itu diharapkan makin mendekatkan bangsa pada 
pencapaian tujuan nasional sebagaimana terdapat dalam pembukaan Undang-
undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu gerakan reformasi 
diharapkan mampu mendorong perubahan mental bangsa Indonesia, baik 
pemimpin maupun rakyat ehingga mampu menjadi bangsa yang menganut dan 
menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, tanggung jawab, 
persamaan, serta persaudaraan. 
Tuntutan perubahan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 
pada era reformasi tersebut merupakan suatu langkah terobosan yang mendasar 
karena pada era sebelumnya tidak dikehendaki adanya perubahan UUD 1945. 
Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945. Hal ini sebelumnya sudah 
terdapat penjelasan yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara yang 
berdasarkan atas hukum (rechtstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka 
(machtsstaat)”. Selain itu ada  prinsip lain yang erat kaitannya dengan prinsip 
 



































negara hukum yang juga termuat dalam penjelasan “Pemerintahan berdasarkan 
atas sistem konstitusi, tidak berdasarkan absolutisme”.
1
   
Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan dan ditegakkan dengan 
tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat). Prinsip negara hukum 
tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip demokrasi yang diatur dalam 
Undang-undang Dasar. Oleh karena itu perlu ditegaskan pula bahwa kedaulatan 
berada di tangan rakyat yang diberlakukan menurut undang-undang dasar 
(constitutional democracy) yang diimbangi dengan penegasan  bahwa negara 
indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau demokratis 
(democratische rechtsstaat), hal ini sesuai dengan amanat Pasal 1 ayat (2) UUD 
NRI Tahun 1945 yang menyatakan “ Kedaulatan berada di tangan rakyat dan 
dilaksanakan menurut UUD NRI Tahun 1945”.
2
 
Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana semua warga negara memiliki 
hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. 
Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau 
melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. 
Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang menginginkan 
adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga 
merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta makna 
penghargaaan terhadap harkat dan martabat manusia.
3
  
                                                          
1
 Lihat Penjelasan UUD RI Tahun 1945 
2
 Jimly Asshidiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme, (Jakarta: Kerjasama MK dengan Pusat studi 
HTN FH-UI, 2004),  56. 
3
 Gunawan Sumodiningrat, Ary Ginanjar Agustian, Mencintai Bangsa dan Negra Pegangan 
Dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara di Indonesia, (Bogor: PT. Sarana Komunikasi Utama, 
2008), 44. 
 



































Maka konsekuensi dari negara hukum yang demokratis adalah setiap 
pengisian  jabatan pemerintahan di setiap tingkatan harus dilaksanakan secara 
demokratis melalui  pemilihan umum. Pemilu sebagai sarana bagi rakyat untuk 
menyalurkan hak-hak politiknya untuk memilih dan dipilih harus dilaksanakan 
dengan baik dan harus sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum. Agar 
pelaksanaan pemilu berjalan demokratis dan sesuai prinsip pemilu yaitu “Luber 
Jurdil” (langsung umum bebas rahasia jujur dan adil). Hal tersebut sesuai dengan 
landasan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 
Tahun 1945 menyatakan “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih 
anggota  Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan 
Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Termasuk salah satunya 
adalah Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur 
dalam Pasal 6A ayat (1) dan (2) menyatakan “Presiden dan Wakil Presiden 
dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat” dan “Pasangan calon 
Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai 
politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. 
Hampir tidak ada sistem pemerintahan yang bersedia menerima cap tidak 
demokratis dan hampir tidak ada sistem pemerintahan yang tidak menjalakan 
pemilu. Hanya sejumlah kecil saja negara yang tidak menjalankan pemilu, seperti 
Brunai Darussalam dan sejumlah negara Monarki di Timur Tengah. Pemilu 
hakikatnya merupakan sitem penjaringan pejabat publik yang banyak digunakan 
oleh negara-negara di dunia dengan sistem pemerintah demokrasi. Bagi sejumlah 
negara yang menerapkan atau mengklaim diri sebagai negara demokrasi 
 



































(berkedaulatan rakyat), pemilu dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur 
utama dan pertama dari demokrasi.
4
 Artinya, pelaksanaan dan hasil pemilu 
merupakan refleksi dari suasana keterbukaan dan aplikasi dari nilai dasar 
demokrasi, disamping perlu adanya kebebasan berpendapat dan berserikat yang 
dianggap cerminan pendapat warga negara. Alasannya, pemilu memang dianggap 
akan melahirkan suatu representatif aspirasi rakyat yang tentu saja berhubungan 
erat dengan legitimasi bagi pemerintah. Melalui pemilu, demokrasi sebagai sitem 
yang menjamin kebebasan warga negara terwujud melalui penyerapan suara 
sebagai bentuk partisipasi publik secara luas. Dengan kata lain bahwa pemilu 
merupakan simbol daripada kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat berarti 
rakyatlah yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi, rakyatlah yang 
menentukan corak dan cara pemerintahan, dan rakyatlah yang menentukan tujuan 
apa yang hendak dicapai. 
Pemilu membawa pengaruh besar terhadap sistem politik suatu negara. 
Melalui pemilu masyarakat berkesempatan berpartisipasi dengan memunculkan 
para calon pemimpin dan penyaringan calon-calon tersebut. Pemilu di Indonesia 
pada awalnya ditujukn untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, 
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Setelah amandemen keempat 
UUD 1945 pada 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres), yang 
semula dilakukan langsung oleh MPR disepakati untuk dilakukan langsung oleh 
rakyat dan dari rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam rangkaian 
pemilu. Pilpres sebagai bagian dari pemilu diadakan pertama kali pada pemilu 
                                                          
4
 Dhurorudin Mashad,Korupsi Politik, Pemilu dan Legitimasi Pasca-Orde Baru, Jakarta : Pustaka 
Cidesindo, 1999, 1. 
 



































2004. Pada 2007 berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan 
kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) juga dimasukkan sebagai rezim 
pemilu. Pada umumnya, istilah “pemilu” lebih sering merujuk kepada pemilihan 
anggota legislatif dan presiden yang diadakan setiap lima tahun sekali. Pemilu 
harus dilakukan secara berkala, karena memiliki fungsi sebagai sarana  
pengawasan bagi rakyat terhadap wakilnya. 
Di Indonesia telah mengukir sejarah baru dengan melakukan pemilihan umum 
serentak yang pertama kalinya pada tanggal 17 April 2019. Warga negara 
Indonesia memilih calon presiden dan wakil presiden serta calon anggota 
legislatif secara bersamaan. Pada pemilu sebelumnya yang digelar pasca 
reformasi pada tahun 2004 Putusan MK No. 51-52-59/PUU-VI/2008 yang 
diajukan oleh PBB (Partai Bulan Bintang), tahun 2009 dan tahun 2014. Pemilu 
legislatif selalu digelar lebih dulu, menyusul pemilu presiden dan wakil presiden 
yang diadakan dua bulan kemudian. Serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 
108/PUU-XI/2013 tertanggal 20 Maret 2014 yang diajukan oleh Yusril Ihza 
Mahendra yang secara khusus menguji kembali ketentuan Presidential Threshold 
serta meminta agar pelaksanaan Pemilu serentak dilaksanakan dalam Pemilu 
2014.  
Sejarah digelarnya pemilu serentak berawal dari aksi Effendi Ghazali dan 
koalisi masyarakat untuk pemilu serentak. Dalam 2013 Effendi Ghazali 
menggugat Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pilpres ke Mahkamah 
Konstitusi (MK). Mahkamah Konstitusi mengabulkan dan mengeluarkan putusan 
uji materi (judicial review) untuk undang-undang yang digugat Effendi Ghazali 
 



































terebut pada Mei 2013 kendati  baru resmi disidangkan pada Januari 2014. yang 
mana di dalamnya juga secara implisit melakukan pengujian terhadap ketentuan 
Pasal 9 Undang-undang No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil  
Presiden.  
Setelah hampir satu dekade, terbitlah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
14/PUU-XI/2013 yang menetapkan kabijakan tentang pemilu serentak. Putusan 
ini pada pokoknya menyatakn bahwa pemisahan penyelanggaraan Pileg dan 
Pilpres adalah inkonstitusional. Pemilu serentak semula dianggap lebih efisien, 
baik dari sisi waktu juga anggaran dana. Menurut Mahkamah Konstitusi pemilu 
serentak dapat pula mengurangi pemborosan waktu dan menekan konflik atau 
gesekan horizontal di masyarakat pada masa-masa pemilu. Selain itu, hanya 
dengan melalui pemilihan umum serentak. Warga negara Indonesia dapat 
menggunakan haknya untuk memilih secara cerdas dan efisian. Mahkamah 
Konstitusi juga meyakini bahwa pemilu serentak akan membuat proses pesta 
demokrasi menjadi lebih bersih dari kepentingan-kepentingan tertentu terkait 
lobi-lobi atau negoisasi politik yang dilakukan oleh partai-partai politik sebelum 
menentukan pasangan capres-cawapres yang bakal diusung.   
Oleh karena itu perlu diketahui bagaimana pertimbangan hakim atau Ratio 
Decidendi Majelis Hakim Konstitusi dalam memutus perkara tersebut, adapun 
pengertian Ratio decidendi adalah alasan-alasan hukum yang digunakan oleh 
Hakim untuk sampai kepada putusan.
5
 Pengertian ratio decidendi juga diberikan 
oleh Kusumadi Pudjosewojo. Menurutnya ratio decidendi adalah faktor-faktor 
                                                          
5
 Peter Mahmud Marzuki,  Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Persada Media, 2005, 119. 
 



































yang sejati (material fact), faktor-faktor essensiil yang mengakibatkan terjadinya 
keputusan. Faktor-faktor essenssiil dapat disebut sebagai faktor yuridis relevant 
tetapi ada juga yang merupakan faktor yuridis irrelevant.
 6
 Faktor yuridis 
irrelevant ini tidak mempunyai essensiil yang dapat menyebabkan terjadinya 
keputusan.   
Dalam hal ini kewenangan Mahkamah Konstitusi dapat dilihat sebagai upaya 
penataan hubungan kelembagaan Negara dan institusi dengan kewenangan 
tersebut, hubungan kelembagaan negara dan institusi demokrasi lebih didasarkan 
pada hubungan yang bersifat politik. Akibatnya, sebuah lembaga dapat 
mendominasi lembaga lain, atau terjadi pertentangan antar lembaga atau institusi 
yang melahirkan krisis konstitusional. Hal ini semata-mata untuk mewujudkan 
supremasi hukum dan perkembangan demokrasi itu sendiri, berdasarkan konsep 
negara hukum yang demokratis (democratishe reshtsstat), berdasarkan 
kewenangan Mahkamah Konstitusi diberikan oleh UUD 1945, mahkamah 
konstitusi mengemban fungsi sebagai penjaga konstitusi (the interpreter of the 
constitution). Yakni bagaimana suatu ketentuan dalam UUD 1945 seharusnya 
ditafsirkan dan dilaksanakan terwujud dalam keputusan Mahkamah Konstitusi 
sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. 
Dalam rangka menjalankan kewenangan tersebut Mahkamah Konstitusi 
melalui putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 tanggal 20 Februari 2013 menyatakan, 
bahwa penyelenggaraan pemilihan presiden dan pemilihan umum anggota 
lembaga perwakilan dilakukan secara serentak. Mengingat sebelumnya 
                                                          
6
 Kusumadi Pudjosewojo, Pedoman pelajaran Tata Hukum Indonesia,  Aksara Baru, 1976, 30 
 



































Mahkamah Konstitusi pernah mengeluarkan suatu putusan, yaitu putusan MK 
Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 pada tanggal 18 Februari 2009. Mahkamah 
Konstitusi telah menyatakan “kedudukan Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 adalah 
konstitusional”.  Dimana konstitusional pasal 3 ayat (5) dan pasal 9 UU Nomor 
42 Tahun 2008, pada dasanya menyangkut pemilihan umum yang tidak 
dilaksanakan secara waktu bersamaan. Dengan ambang batas (thershold) berupa 
minimal 20% perolehan kursi di DPR atau perolehan minimal 25% dari suara sah 
secara nasional. Meskipun demikian, dua putusan tersebut adanya substansi yang 
sama yang sudah diputus bisa berkesinambungan dengan putusan selanjutnya 
termasuk objek kajian yaitu mengenai penyelenggaraan pemilu. Seyogyanya 
putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat.  
Dalam hal ini, dalam kaiatannya dengan profesi hukum. Bahwa proesi hukum 
adalah pekerjaan yang berkaitan dengan masalah hukum. Profesi hukum sngat 
berkaitan dengan usaha untuk mewujudkan dan memelihara ketertiban yang 
berkeadilan di dalam kehidupan masyarakat. Untuk mewujudkan ketertiban yang 
berkeadilan, hukum merupakan sarana yang mewujudkan dari berbagai kaidah 
perilaku masyarakat yang disebut sebagai kaidah hukum.  
Putusan pengadilan adalah suatu keputusan ketetapan hukum yang diucapkan 
oleh hakim dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum, yakni melalui 
proses dan prosedural hukum acara perdata serta memiliki kekuatan hukum yang 
sah. Putusan dijatuhkan secara obyektif tanpa dicemari oleh kepentingan pribadi 
atau pihak lain. Putusan juga harus memuat alasan-alasan hukum yang jelas dan 
dapat dimengerti serta bersifat konsisten dengan penalaran hukum yang sistemis, 
 



































di mana argumentasi tersebut harus diawasi dan diikuti serta dapat 




Pada prinsipya, hakim adalah orang yang dianggap faham dan sangat mengerti 
tentang hukum. Hakim juga memiliki wewenang yang sangat luas dari pengaruh 
siapapun terhadap putusan yang dijatuhkan, meskipun hakim mempunyai 
kebebasan yang sangat luas. Bukan berarti hakim dapat sewenang-wenang dalam 
menjatuhkan putusan, disisi lain hakim harus mempertimbangkan banyak hal 
terkait dengan fakta-fakta yang telah disaksikannya. Sewaktu hakim melakukan 
pemeriksaan terhadap terdakwa dipersidangan, karena hakim merupakan 
perwujudan yang nyata dan pencerminan nilai-nilai keadilan di dunia.
8
 
Kode etik Hakim merupakan penjabaran tingkah laku atau aturan hakim, baik 
dalam menjalankan tugas profesinya untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran 
maupun bersosialisasi dalam masyarakat. Yang harus dapat memberikan suri 
tauladan dalam kepatuhan dan ketaatan kepada hukum. Islam juga menjelaskan 
bahwa hakim adalah seseorang yang diberi amanah untuk menegakkan keadilan 
dengan nama Tuhan atas sumpah yang telah diucapkan, dalam pandangan Islam 
yaitu kalimat tauhid adalah amalan yang harus diwujudkan dalam bentuk satu 
kata dan satu perbuatan dengan niat lillahita’ala.9 
                                                          
7
 Undang-undang No. 4 & 5 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung, 
cet. ke-1 (Bandung: Fokus Media, 2004), 44. 
8
 Abdul Manan, Etika Hakim dalam Menyelenggarakan Peradilan, Suatu kajian dalam sistem 
Peradilan Islam, cet.ke-1 (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 124. 
9
 Bismar Siregar, Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 18. 
 



































Dalam melakukan tugasnya, berdasarkan wewenang dan tugasnya sebagai 
pelaku utama fungsi pengadilan, maka sikap hakim yang dilambangkan dalam 
kartika, cakra, candra, sari, dan tirta itu merupakan cerminan perilaku hakim 
yang harus senantiasa diimplementasikan dan direalisasikan oleh semua hakim 
dalam sikap dan perilaku hakim. Kewajiban hakim untuk memelihara 
kehormatan keluhuran martabat, serta perilaku hakim harus diimplementasikan 
secara konkrit dan konsisten baik menjalankan tugas yudisialnya maupun diluar 




Hakim dengan kedudukannya yang sangat mulia, sering juga disebut sebagai 
wakil Tuhan di muka bumi dalam hal menegakkan keadilan di masyarakat. 
Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar seorang hakim adalah 
memeberikan perlakuan dan memeberi kesempatan yang sama (equality and 
aimess) terhadap sertiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan 
tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab 
menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak 
membeda-bedakan orang.  
Hakim wajib melaksanakan tugas-tugas hukumnya dengan menghormati asas 
praduga tak bersalah, tanpa mengharapkan imbalan, tidak memihak, baik di 
dalam maupun diluar pengadilan, dan dan tetap menjaga serta menumbuhkan 
kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Oleh karena itu, didalam hukum Islam 
menggolongkan hakim kedalam tiga golongan. Dimana golongan hakim yang 
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 Suparman Marzuki, Pengawasan Dan Penegakan Kode Etik Proesi hakim, (Yogyakarta: FH UII 
Press, 2020), 62. 
 



































perama masuk surga, dan golongan hakim yang kedua masuk neraka. Sesuai 
dengan itu, ada sebuah hadits yang menjelaskan tentang golongan hakim 
tersebut. Hal ini sebagaimana sabda Rasul:  
 انقضاة:  قال ًسهم عهيو هللا صهى اننبي عن أبيو عن بريذة ابن عن
 بو فقضي انحق عرف قاض اننار في ًقاديان انجنت في قاض:  ثالثت
 ًقاض اننار في ىفيٌ بخالفو فحكم انحق عرف ًقاض انجنت في فيٌ
 (أبٌداًد رًاه. )اننار في فيٌ جيم عهى قضي
Dari Ibnu Buraidah dari bapaknya dari Nabi S.A.W. Beliau bersabda: 
Hakim ada tiga macam. Satu di surga dan dua di neraka. Hakim yang 
mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum berdasarkan kebenaran 
itu maka ia masuk surga. Hakim yang mengetahui kebenaran dan 
menetapkan hukum bertentangan dengan kebenaran ia masuk neraka, 
dan hakim yang menetapkan hukum dengan kebodohannya ia masuk 
neraka. (H.R. Abu Dawud)  
 
Hal demikian mendasari permasalahan yang timbul karena adanya pemilihan 
umum (pemilu) serentak atas kebijakan putusan Mahkamah Konstitusi dalam 
konsep Hukum Islam yang berkaitan dengan tugas dan wewenang hakim dalam 
memberikan putusan, sehingga perlu kajian lebih lanjut dan pertimbangan hukum 
atas kebijakan yang diambil hakim Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan latar 
belakang yang sudah dipaparkan diatas, oleh penulis ingin meneliti lebih jauh 
mengenai “Ratio Decidendi Hakim Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu 








































B. Identifikasi dan Batasan Masalah   
Identifikasi masalah ini dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan-
kemungkinan cakupan masalah yang dapat muncul dalam penelitian dengan  
melakukan identifikasi dan inventarisasi sebanyak-banyaknya yang kemudian  
dapat diduga sebagai masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka  
identifikasi masalah yang dapat dimunculkan dalam penelitian ini  adalah:  
1. Ratio Decidendi hakim Mahkamah Konstitusi tentang pemilu serentak di 
Indonesia. 
2. Posita, Petitum, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-
VI/2008 tertanggal 13 Februari 2009 Tentang Pengujian Undang-undang 
No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.  
3. Posita, Petitum, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-
XI/2013 tertanggal 23 Januari 2014 Tentang Pengujian Undang-undang No 
42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. 
4. Peran seorang hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara. 
5. Metode ijtihad hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara. 
6. Kaidah hukum Islam yang dapat diambil dari seorang hakim Mahkamah 
Konstitusi dalam memutuskan perkara.  
 
Agar lebih terarah dan pembahasan penelitian ini tidak melebar, maka  
diperlukan adanya pembatasan masalah, masalah ini dibatasi pada:  
1. Ratio Decidendi hakim Mahkamah Konstitusi tentang pemilu serentak di 
Indonesia. 
2. Posita, Petitum, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-
VI/2008 tertanggal 13 Februari 2009 Tentang Pengujian Undang-undang 
No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.  
 



































3. Posita, Petitum, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-
XI/2013 tertanggal 23 Januari 2014 Tentang Pengujian Undang-undang No 
42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. 
4. Konsep hukum Islam tentang metode ijtihad hakim dalam inkonsistensi 
ratio decidendi hakim Mahkamah Konstitusi. 
  
C. Rumusan Masalah 
Rumusan Masalah adalah pertanyaan yang ditimbulkan dan akan dijawab  
berdasarkan data-data dalam sebuah penelitian. Maka dari itu, rumusan masalah  
yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana analisis ratio decidendi dalam putusan MK Nomor 51-52-
59/PUU-VI/2008 dan putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013? 
2. Bagaimana metode penemuan hukum dan aplikasinya dalam ijtihad hakim 
pada putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 dan putusan MK Nomor 
14/PUU-XI/2013? 
 
D. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui pentingnya ratio decidendi Hakim MK dalam 
melakukan putusan yang memutuskan penyelenggaraan pemilu serentak 
padahal sebelumnya diputus pemilu tidak serentak. 
2. Untuk mengetahui pentingnya konsep Hukum Islam tentang metode ijtihad 
hakim dalam memutus perkara ratio decidendi hakim Mahkamah 
Konstitusi. 
 
E. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan penelitian ini adalah: 
1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih  
pemikiran yang berarti dalam menambah pengetahuan dan memperkaya 
 



































hazanah keilmuan hukum politik Islam yang berhubungan dengan Putusan 
Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak di Indonesia  menurut 
hukum Islam.   
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi positif 
yang dapat digunakan sebagai pertimbangan Hukum bagi peneliti 
berikutnya untuk membuat penelitian di bidang Hukum Publik dan dapat 
dijadikan dasar pedoman dalam rangka pembuatan kebijakan tentang 
inkonsistensi putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemilu serentak di 
Indonesia. 
 
F. Definisi Operasional 
Ratio Decidendi adalah alasan-alasan hukum yang digunakan oleh para Hakim 
untuk sampai pada sebuah putusan. Menurut Goodheart, ratio decidendi yang 
menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat peskriptif, bukan 
deskriptif. Sedangkan putusan sesuatu yang bersifat deskriptif, ratio decidendi 
adalah penafsiran hakim atau pertimbangan hakim yang dijadikan sebagai dasar 
pertimbangan oleh para pembentuk undang-undang. Dimana fakta materiil yang  
menjadi fokuspara hakim, karena hakim maupun para pihak akan mencari dasar 
hukum yang tepat untuk diterapkan pada fakta kasus dalam perkara tersebut.
11
  
Pengertian ratio decidendi juga disampaikan oleh Kusumadi Pudjosewojo. 
Menurutnya, ratio decidendi adalah faktor-faktor yang sejati (material fact) 
dalam hukum. Faktor-faktor  essensiil yang mengakibatkan terjadinya adanya 
sebuah keputusan.  Faktor-faktor essenssiil dapat disebut sebagai faktor yuridis 
relevant tetapi ada juga yang merupakan faktor yuridis irrelevant.12 Faktor 
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 Kusumadi Pudjosewojo, Pedoman pelajaran Tata Hukum Indonesia,  (Aksara Baru, 1976), . 30; 
dan lihat juga Yunita Nurwulantari, Keberadaan Partai Politik Pasca Putusan Mahkamah 
 



































yuridis irrelevant ini tidak mempunyai essensiil yang dapat menyebabkan 
terjadinya adanya sebuah keputusan.  
Kode etik Hakim merupakan penjabaran tingkah laku atau aturan hakim, baik 
di dalam menjalankan tugas profesinya untuk mewujudkan keadilan dan 
kebenaran maupun sosialisasinya dalam masyarakat. Dimana hakim harus dapat 
memberikan suri tauladan dalam kepatuhan dan ketaatan kepada hukum. Dalam 
hukum Islam, sudah menjelaskan bahwa hakim adalah seseorang yang diberi 
amanah untuk menegakkan keadilan di dunia dengan nama Tuhan atas sumpah 
yang telah diucapkan. Dalam pandangan Islam adalah kalimat tauhid yakni 
amalan yang harus diwujudkan dalam bentuk satu kata dan satu perbuatan 
dengan niat lillahita’ala.13  
Dalam hal menjalankan tugasnya, hakim memikul tanggung jawab yang 
sangat berat ketika  memutus perkara. Hakim harus berperilaku jujur dan berani 
menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran 
mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan 
hakikat yang hak dn yang bathil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi 
yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun di 
luar persidangan. 
Hakim harus berperilaku jujur (fair) dan menghindari perbuatan yang tercela 
atau yang dapat menimbulkan kesan tercela, memastikan bahwa sikap, tingkah 
laku dan tindakannya, baik di dalam maupun di luar pengadilan, selalu menjaga 
                                                                                                                                                               
Konstitusi Nomor 15/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 
tentang Perubahan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, (Skripsi, 
Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2012), 11. 
13
 Bismar Siregar, Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 18. 
 



































dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, sehingga tercermin sikap 
ketidakberpihakan hakim dan lembaga peradilan (impartaiality). 
Hakim dilarang mengadili perkara dimana anggota keluarga hakim yang 
bersangkutan bertindak mewakili suatu pihak yang berperkara atau sebagai pihak 
yang memiliki kepentingan dengan perkara tersebut. Dalam menjalankan tugas-
tugas yudisialnya hakim wajib terbebas dari pengaruh keluarga dan pihak ketiga 
lainnya, dilarang menggunakan wibawa pengadilan untuk kepentingan pribadi, 
keluarga atau pihak ketiga lainnya. Menggunakan keterangan yang diperolehnya 
dalam proses peradilan untuk tujuan lain yang tidak terkait dengan wewengang 
dan tugas yudisialnya.   
 
G. Penelitian Terdahulu 
Adapun mengenai penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini 
adalah: 
Muhammad Aziz Hakim (2012), Poitik Hukum Sistem Pemilihan Umum Di 
Indonesia Pada Era Reformasi. Tesis ini menggunakan metode hukum normatif 
dan empiris penelitian. Dalam tesis ini mempelajari tentang pembentukan 
peraturan perundang-undangan yang berkaitan untuk pemilihan dengan fokus 
pada penyelenggaraan pemilu, berpartisipasi dalam pemilu, dan sistem pemilu di 
era reformasi Indonesia. selain itu, tesis ini memaparkan serangkaian solusi yang 
berbeda pada perkembangan politik hukum yang berkaitan dengan 
penyelenggara, peserta, dan sistem pemilihan.
14
 Persamaan penelitian 
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 Muhammad Aziz Hakim, Politik Hukum Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Pada Era 
Reformasi, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012), Tesis. 
 



































Muhammad Aziz Hakim ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 
adalah sama-sama membahas tentang pemilihan umum di Indonesia. Adapun 
perbedaannya Muhammad Aziz Hakim mengkaji dan menganalisis tentang poitik 
hukum sistem pemilihan umum di indonesia pada era reformasi di Indonesia. 
Abd. Wachid Habibullah (2015), Pemberlakuan Presidential Threshold Dalam 
Pemilihan Umum Serentak. Metode penelitian ini yang digunakan adalah 
penelitian normatif. Adapun pendekatan masalah menggunakan pendekatan 
perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan komparasi dan pendekatan 
konseptual. Hasil penelitian adalah pasca putusan Mahkamah Konstitusi No 
14/PUU-XI/2013 bahwa penting diatur mengenai pengaturan presidential 
threshold dalam Pemilu serentak dan model pembatasan pengajuan calon 
Presiden dan Wakil Presiden dapat dilakukan dengan dua model, yang pertama 
adalah menggunakan perolehan hasil Pemilu tahun sebelumnya dengan syarat 
ambang batas tinggi. Yang kedua dengan mekanisme pembagian tahapan Pemilu 
Presiden dan Wakil Presiden menjadi dua tahap untuk menyaring kontestas 
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menjadi dua calon dalam Pemilu serentak 
tahun 2019.
15
 Persamaan penelitian Abd. Wachid Habibullah ini dengan 
penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang 
pemilihan umum serentak di Indonesia. Adapun perbedaannya Abd. Wachid 
Habibullah mengkaji dan menganalisis tentang Presidential Threshold dalam 
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 Abd. Wachid Habibullah, Pemberlakuan Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum 
Serentak, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2015) Tesis.  
 



































Pemilu serentak serta bagaimana pembatasan pengajuan calon Presiden dan  
Wakil Presiden dalam Pemilu serentak tahun 2019. 
Abdurrohman (2018), Presidential Thershold Dalam Pemilu Di Indonesia 
Perspektif Imam Al Mawardy. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah pendekatan komparatif untuk mendapatkan titik relevansi antara 
konsep pemberlakukan sistem Presidential Threshold dalam pemilihan Presiden 
dan wakil presiden di Indonesia menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 
Tentang Pemilihan Umum dianalisis bersama ketentuan pembatasan calon 
pemimpin menurut pemikiran Imam Al-Mawardy dalam proses pengangkatan 
kepala Negara konsep. Adapun sumber bahan yang dipakai dalam penelitian ini 
antara lain: UUD NRI 1945, undang-undang, dokumen putusan Mahkamah 
Konstitusi, Kitab Al-Ahkam Al-Sulthaniyah, dan literatur yang berhubungan 
dengan penelitian. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa; 1945 Pasca 
putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XV/2017, ketentuan Presidential 
Threshold atau ambang batas pencalonan Presiden dan wakil Presiden 
sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU No.7 Tahun 2008 tentang Pemilihan 
Umum tetap dinyatakan konstitusional atau  sejalan  dengan  UUD karena 
pengaturan mengenai kebijakan akan adanya ketentuan Presidential Threshold 
dalam undang-undang pemilu termasuk dalam katagori kebijakan hukum terbuka 
(open legal policy) bagi Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Adapun 
menurut perspektif Imam Al-Mawardy; syarat mutlak bagi seseorang agar dapat 
dicalonkan sebagai kepala negara adalah harus dari keturunan suku Quraisy, ini 
merupakan sebuah pembatasan bahwa selain keturunan Quraisy tidak sah 
 



































dicalonkan sebagai kepala negara.
16
 Persamaan penelitian Abdurrohman ini 
dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas 
tentang pemilihan umum di Indonesia. Adapun perbedaannya adalah 
Abdurrohman mengkaji dan menganalisis adanya Presidential Threshold pasca 
putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XV/2017 dan relevansi konsep 
Presidential Threshold dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia 
dengan pemikiran Imam Al-Mawardy tentang pengangkatan kepala negara. 
 
H. Kerangka Konseptual 
Kerangka konseptual disini adalah teori yang terkait dengan variabel yang  
terdapat dalam judul penelitian atau yang tercakup dalam paradigma penelitian  
sesuai dengan hasil perumusan masalah.
17
 Konsep pada dasarnya merupakan  
penjelasan sistematis terhadap sebuah fenomena atau gejala dan fenomena  
tersebut merupakan suatu masalah, sehingga konsep tersebut dapat digunakan 
sebagai pemecah masalah. 
Ratio Decidendi adalah alasan-alasan hukum yang digunakan oleh seorang 
Hakim untuk sampai pada suatu putusan. Menurut Goodheart, ratio decidendi ini 
yang menjelaskan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat peskriptif, 
bukan deskriptif. Sedangkan sebuah putusan, yakni sesuatu yang bersifat 
deskriptif. Ratio decidendi adalah penafsiran hakim atau pertimbangan hakim 
yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh para pembentuk undang-undang. 
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 Abdurrohman, Presidential Thershold Dalam Pemilu Di Indonesia Perspektif Imam Al 
Mawardy, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018), Tesis. 
17
 Bisri Mustofa, Pedoman Menulis Proposal Penelitian Skripsi Dan Tesis, (Yogyakarta: Panji 
Pustaka, 2009), 142. 
 



































Fakta materiil menjadi fokus karena hakim maupun para pihak yang bereperkara, 
akan mencari dasar hukum yang tepat untuk diterapkan dalam fakta kasus 
tersebut 
Indonesia adalah negara hukum, dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang  Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut dengan UUD NRI 
Tahun 1945. Sebelumnya termuat dalam penjelasan konstitusi yang  berbunyi, 
Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat), tidak 
berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat). Selain itu, prinsip lain yang 
erat kaitannya dengan prinsip negara hukum. Yakni yang termuat dalam 




Dalam amandemen UUD NRI Tahun 1945 bersepakat bahwa diperlukan suatu 
mekanisme  judicial review yang dilakukan oleh lembaga yudisial terpisah agar 
produk-produk hukum tidak ada yang bertentangan dengan konstitusi. Selain itu, 
mekanisme ini juga dimaksudkan agar terdapat upaya hukum untuk melindungi 
dan mengembalikan hak-hak konstitusional warga negara (constitutional 




Lebih tepatnya kewenangan tersebut diatur dalam pasal 24C UUD NRI Tahun 
1945. Sehingga dengan diaturnya kewenangan tersebut terdapat dua kekuasaan 
kehakiman atau lembaga judisial di Indonesia yang mempunyai kewenangan 
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 Lihat Penjelasan UUD RI Tahun 1945. 
19
 Pan Mohammad Faiz, Mengawal Demokrasi Melalui Constitutional Review, (Makalah yang 
disampaikan dalam buku “UI untuk Bangsa” ) , 2009), .4. 
 



































judicial review, yaitu Mahkamah Agung yang berwenang menguji peraturan 
perundang-undangan yang derajatnya di bawah Undang-undang serta Mahkamah 
Konstitusi yang berwenang menguji Undang-undang terhadap Undang-undang 
Dasar Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam pasal 9 Undang-undang No 12 
tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang berbunyi: 
1. Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya 
dilakukan oleh Mahkamah  Konstitusi (MK).  
2. Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang 





Hadirnya Mahkamah konstitusi di berbagai negara memiliki sejarah sendiri-
sendiri. Artinya ada kebutuhan praktek yang memicu perlunya lembaga tersendiri 
untuk  menanggulangi berbagai persoalan bernegara. Ide the Guardian of the 
Constitution muncul dalam kasus Marbury vs Madison (1803) yang amat 
terkenal di seluruh dunia dan perkembangan ide pengujian sampai dengan 
berdirinya MK di negara-negara eks komunis Eropa Timur. Mekanisme judicial 
review kemudian diterima sebagai  cara negara hukum modern mengontrol 
kecenderungan kekuasaan sewenang-wenang penguasa.   
Jimly Asshiddiqie membedakan sebuah pengujian, yakni dilakukan terhadap 
norma hukum yang bersifat abstrak dan umum (general and abstract norms), 
maka pengujian itu dapat disebut sebagai judicial review. Akan tetapi jika ukuran 
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 Lihat pasal 9 Undang-undang No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan 
perundangundangan. Lembaran Negara republik Indonesia No. 82 tahun 2011 
 



































pengujian itu dilakukan dengan menggunakan konstitusi sebagai alat pengukur, 
maka kegiatan pengujian semacam itu dapat disebut sebagai constitutional 
review atau pengujian konstitusional. Yakni pengujian mengenai 
konstitusionalitas dari norma hukum yang sedang diuji. Oleh karena itu secara 
umum judicial review merupakan upaya pengujian oleh lembaga judicial terhadap 
produk hukum yang ditetapkan oleh cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, 
ataupun judikatif dalam rangka penerapan prinsip checks and balances 
berdasarkan sistem pemisahan kekuasaan negara (separation of power). 
Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan 
permohonan pengujian peraturan perundang-undangan merupakan satu indikator 
perkembangan ketatanegaraan yang positif yang merefleksikan adanya kemajuan 
bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum. Jimly Asshiddiqie juga 
menjelaskan hakikat pengujian Undang-undang sebagai berikut:  judicial review  
merupakan upaya pengujian oleh lembaga yudisial terhadap produk hukum yang 
ditetapkan oleh cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, maupun yudisial. 
Pemberian kewenangan untuk pengujian tersebut kepada hakim merupakan 
proses check and balances berdasarkan sistem pemisahan kekuasaan negara (yang 
dapat dipercaya dapat lebih menjamin perwujudan gagasan demokrasi dan cita-
cita negara hukum-rechstaat maupun rule of law).”    
Demikian pula Komisi Yudisial RI telah melakukan pengkajian yang 
mendalam dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak melalui kegiatan 
Konsultasi Publik yang diselenggarakan di 8 (delapan) kota yang pesertanya 
terdiri dari unsur hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, serta unsur-unsur 
 



































masyarakat termasuk lembaga swadaya masyarakat. Prinsip-prinsip dasar Kode 
Etik dan Pedoman Perilaku hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan 
perilaku sebagai berikut, diantaranya:  
1. Berperilaku Adil. 
2. Berperilaku jujur. 
3. Berperilaku Arif dan Bijaksana. 
4. Bersikap Mandiri. 
5. Berintegrasi Tinggi. 
6. Bertanggung Jawab. 
7. Menjunjung Tinggi Harga Diri. 
8. Berdisiplin Tinggi. 
9. Berperilaku Rendah Hati. 
10. Bersikap Professional.21 
 
Kode etik Hakim merupakan kumpulan aturan norma atau kaidah tertulis yang 
secara tegas menyatakan apa yang benar dan yang baik serta apa yang tidak 
benar dan tidak baik bagi profesi hakim. Kode etik juga diartikan suatu bentuk 
aturan yang tertulis, yang secara sistematik dengan sengaja dibuat berdasarkan 
prinsip-prinsip moral yang ada dan ketika dibutuhkan dapat difungsikan sebagai 
alat untuk menghakimi berbagai macam tindakan yang secara umum dinilai 
menyimpang dari kode etik tersebut. Sebagai panduan, rambu-rambu atau aturan 
normati tertulis, kode etik hakim memuat klasifikasi dan kualifikasi etika pribadi 
dan etik profesi hakim yang harus ditaati dan tidak boleh dilanggar. 
Dalam Islam juga menjelaskan bahwa hakim adalah seseorang yang diberi 
amanah untuk menegakkan keadilan dengan nama Tuhan atas sumpah yang telah 
diucapkan, dalam pandangan Islam yakni kalimat tauhid adalah amalan yang 
harus diwujudkan dalam bentuk satu kata dan satu perbuatan dengan niat 
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 Suparman Marzuki, Pengawasan dan Kode Etik ...., ibid, 65. 
 



































lillahita’ala.22 Dalam hukum Islam, dimana putusan hakim harus benar-benar 
mengandung kebenaran yang nyata dalam keadilan, Alloh swt berfirman dalam 
Q.S. An-Nisa: 58, yang artinya : 
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Alloh 
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Alloh 
adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. 
 
Dalam menjalankan tugasnya, hakim dituntut harus benar-benar adil dalam 
memutus sebuah perkara. Hakim memikul tanggung jawab yang sangat berat 
ketika memutus sebuah perkara yang dihadapinya. Tegaknya hukum dan keadilan 
serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjad persyaratan 
tegaknya martabat dan integritas negara. Dan hakim sebagai aktor utama atau 
figure sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah 
kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan 
profesionalime dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat banyak. 
Oleh karena itu, semua wewenangn dan tugas yang dimiliki oleh hakim harus 
dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa 
pandang bulu dengan tidak mebeda-bedakan orang seperti diatur dalam lafal 
sumpah seorang hakim, dimana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum 
dan di depan hakim. Wewenang dan tugas hakim yang sangat besar itu menuntut 
tanggngjawab yang tinggi, dan dengan posisinya yang sangat terhormat. Hakim  
dituntut untuk tidak takut pada siapapun mereka dalam memberikan sebuah 
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 Bismar Siregar, Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 18. 
 



































keadilan dan kebenaran. Bahkan jika hakim diminta untuk memberikan putusan 




I. Metode Penelitian 
a. Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan ke dalam jenis penelitian hukum normatif, yaitu  
penelitiaan yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek. Diantaranya dari 
aspek teori, sejarah, filosofi, undang-undang, dan sejenisnya.
24
 
b. Pendekatan dalam Penelitian 
Dalam penelitian ini ada beberapa metode pendekatan dalam penelitian, 
diantaranya ada pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan 
perbandingan (comparative approach) dan pendekatan konsep (conceptual 
approach).25 Pendekatan konseptual (conceptual approach) merupakan 
pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang memberikan sudut pandang 
dan Analisa dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakanginya. 
Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan 
hukum yang ada. Hal ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan 
hukum untuk masalah yang dihadapi.  
Oleh karena itu penulis membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan di 
dalam penelitiannya. Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa pendekatan 
untuk menopang analisis penulis. Diantaranya pendekatan komparatif, 
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 Ibid., 126. 
24
 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), 
(Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 13-14. 
25
 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, Cetakan ke-
4, 2014, 177 
 



































pendekatan kasus (Putusan MK), Pendekatan mikro makro, dan pendekatan 
konsep (konsep ratio decidendi hakim MK). 
Pendekatan perbandingan (comparative approach) merupakan salah satu 
jenis penelitian yang mana peneliti diwajibkan untuk memahami dua putusan 
Mahkamah Konstitusi dari isu dan peraturan yang sama dan menghasilkan dua 
produk hukum yang berbeda. Comparative approach merupakan salah satu jenis 
pendekatan untuk membandingkan baik dengan negara-negara lain ataupun 
dengan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi dalam sebuah negara. Menurut 
Gutteridge dalam Peter Mahmud Marzuki, bahwa tujuan dari pendekatan 
perbandingan ialah untuk mendapatkan informasi dan perbandingan terapan 
yangn mempunyai sasaran tertentu.
26
 Kaitannya dengan penelitian ini, penulis 
akan membandingan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-
VI/2008 yang diajukan oleh Lembaga (PBB) dan Perorangan (Saurip Kadi) dan 
putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang diajukan oleh 
perorangan (Effendi Gazali). 
c. Bahan Hukum   
Adapun sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah segala hal yang  
berkaitan dengan konsep ratio decidendi  hakim Mahkamah Konstitusi tentang 
pemilu serentak dan metode ijtihad hakim dalam memutuskan perkara yang 
meliputi bahan primer dan bahan sekunder, yaitu:  
1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, 
artinya mempunyai otoritas.
27
 Dalam hal ini adalah buku hukum Islam, 
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 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenadamedia, 2016), 181. 
 



































UUD NRI 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-
VI/2008, 14/PUU-XI/2013, 108/PUUXI/2013, 53/PUU-XV/2017, dan 
Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum 
Presiden dan wakil presiden. 
2) Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang 
bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.
28
 Publikasi tentang hukum 
ini meliputi buku-buku teks, kamus-kamus, jurnal-jurnal hukum, dan 
komentar-komentar atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan 
konsep ratio decidendi  hakim Mahkamah Konstitusi tentang pemilu 
serentak dan konsep Hukum Islam yang berkaitan dengan tugas dan 
wewenang hakim dalam memutuskan perkara. 
d. Analisis Bahan Hukum  
Menurut Peter Mahmud yang mengutip pendapat Philipus M. Hadjon 
memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh 
Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis 
mayor (pernyataan yang bersiat umum). Kemudian diajukan premis minor 
(bersiat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau 




Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan  
konseptual (Conceptual Approach) dan komparatif (Comparative Approach)  
atau pendekatan perbandingan. Pendekatan ini dilakukan dengan  mengakomodir 
pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang  dalam ilmu hukum 
perihal pembatasan dalam pencalonan kepala negara, lalu  membandingkan untuk 
mendapatkan titik persamaan maupun berbedaannya.  Kegunaan pendekatan ini 
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 Ibid, 135.   
29
 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Kencana Prenada Media Grup, Jakarta: 2011), 47. 
 



































adalah untuk mengkaji berbagai konsep secara  substansial demi meperoleh 
persamaan dan perbedaan di antara konsep- konsep tersebut.
30
 Dalam penelitian 
ini penulis akan mencari titik persamaan antara metode ijtihad hakim dalam 
memutuskan perkara dalam hukum Islam dengan konsep ratio decidendi  hakim 
Mahkamah Konstitusi tentang pemilu serentak di Indonesia. 
 
J. Sistematika Pembahasan 
Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan maka tulisan ini disusun 
dengan sistematika sebagai berikut: 
Bab I : Pendahuluan, Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah,  
rumusan masalah, definisi operasional dan lingkup pembahasan, tujuan dan  
signifikansi penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika 
pembahasan. 
BAB II :  Membahas tentang landasan teori. Dalam bab ini menjelaskan 
tentang metode ijtihad hakim dan hakim dalam memutus perkara, yakni 
diantaranya ada pengertian ijtihad, dasar hukum ijtihad, pengertian hakim, 
peran seorang hakim, dan wewenang seorang hakim. 
BAB III : Memuat data penelitian. Dalam bab ini menjelaskan tentang 
pengertian ratio decidendi, teori ratio decidendi, judicial review undang-
undang terhadap undang-undang dasar, kewenangan mahkamah konstitusi, 
hukum acara mahkamah konstitusi, asas hukum acara mahkamah konstitusi, 
dan amar putusan mahkamah konstitusi tentang pemilu serentak di indonesia. 







































BAB IV : Menganalisis atau menjawab tentang konsep hukum Islam dan 
relevensi i ratio decidendi putusan perkara mahkamah konstitusi nomor 51-52-
59/PUU-VI/2008 dan putusan perkara nomor 14/PUU-XI/2013. Yang berisi 
tentang ratio decidendi putusan mahkamah konstitusi, penyelenggaraan pemilu 
dalam putusan MK nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, penyelenggaraan pemilu 
dalam putusan MK nomor 14/PUU-XI/2013, inkonsistensi ratio decidendi 
hakim mahkamah konstitusi, dan metode ijtihad hakim dalam hal penemuan 
hukum dan aplikasinya pada putusan MK nomor 52-52-59/PUU-VI/2008 
dengan putusan MK nomor 14/PUU-XI/2013. Guna untuk memperoleh sebuah 
jawaban dari rumusan masalah. 
Bab V : Merupakan bagian terakhir dalam penyusunan tesis, yakni memuat 








































METODE IJTIHAD HAKIM DALAM MENYELESAIAN PERKARA 
 
A. Metode Ijtihad Seorang Hakim 
1. Konsep Ijtihad 
Ijtihad yakni berasal dari kata “al-jahd” atau “al-juhd” yang berarti  “al-
masyoqot” (kesulitan atau kesusahan), athoqot (kesanggupan dan kemampuan). 
Dimana keduanya didasarkan atas dasar pada firman Alloh, dalam QS. Yunus: 9: 
“dan (mencela) orang yang tidak memperoleh (sesuatu untuk disedekahkan) selain 
kesanggupan. Demikian juga dilihat dari kata masdar dari fiil madhi yaitu 
“ijtihada”, penambahan hamzah dan ta‟ pada kata “jahada” menjadi “ijtihada” 
pada wazan ifta‟ala, berarti usaha untuk lebih sungguh-sungguh. Seperti halnya 
“kasaba” menjadi “iktasaba” berati usaha lebih kuat dan sungguh-sungguh. 
Dengan demikian ijtihada berarti usaha keras atau pengerahan segala daya upaya. 




Dengan demikian, ijtihad bisa digunakan sebagai upaya untuk 
menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi didalam hukum Islam. Tetapi 
pengertian ijtihad juga dapat dilihat dari dua segi, yaitu baik dari segi etimologi 
maupun terminologi. Ijtihad secara etimologi memiliki pengertian: pengerahan 
segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Sedangkan secara 
terminologi adalah penelitian dan pemikiran untuk mendapatkan sesuatu yang 
terdekat pada kitabullah (syara) dan sunnah Rosul atau yang lainnya untuk 
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 Rahmat Syafe‟i, Ilmu Ushul Fiqh, (Jakarta: Pustaka Setia, 1999),  98. 
 


































memperoleh nash yang ma‟qu; agar maksud dan tujuan umum dari hikmah  
syariah yang terkenal dengan maslahat. 
Ahli ushul fiqh menambahkan al-faqih dalam definisi tersebut, sehingga 
definisi ijtihad adalah perwujudan seorang faqih atas semua kemampuannya. 
Dalam hal ini, Imam Syaukani memberikan komentar bahwa penambahan faqih 
tersebut merupakan suatu keharusan. Sebab perwujudan yang dilakukan oleh 
orang yang bukan faqih tidak disebut ijtihad menurut istilah. 
Pengertian lain, ijtihad merupakan upaya untuk menggali suatu hukum yang 
sudah ada sejak pada zaman Rosulullah. Sehingga dalam perkembangannya, 
ijtihad dilakukan oleh para sahabat, tabi‟in serta masa selanjutnya sampai zaman 
sekarang ini. Meskipun pada periode tertentu apa yang kita kenal dengan masa 
taklid, ijtihad tidak diperbolehkan. Tetapi pada masa periode tertentu 
(kebangkitan atau pembaruan), ijtihad mulai dibuka kembali. Karena tidak 
dipungkiri, bahwa ijtihad adalah suatu keharusan untuk menyelesaikan tantangan 
kehidupan yang semakin kompleks. 
Imam al-Amidi mengatakan, ijtihad adalah mencurahkan semua 
kemampuan untuk mencari hukum syara yang bersifat dzhanni, sampai merasa 
dirinya tidak mampu untuk mencari lagi tambahan kemampuannya. Sedangkan 
Imam al-Ghazali menjadikan batasan tersebut sebagai bagian dari definisi al-
ijtihad attaam (ijtihad sempurna).  
Imam Syafi‟i menegaskan, bahwa seseorang tidak boleh mengatakan tidak 
tahu terhadap permasalahannya. Apabila ia belum melakukan dengan sungguh-
sungguh dalam mencari sumber hukum dalam permasalahan tersebut. Demikian 
 


































juga, ia tidak boleh mengatakan tahu sebelum benar-benar menggali sumber 
hukum dengan sungguh-sungguh. Artinya, mujtahid juga harus memiliki 
kemampuan dari berbagai aspek kriteria seorang mujtahid, agar hasil ijtihad-nya 
bisa menjadi pedoman bagi semua ummat. Ahli ushul fiqh menambahkan al-faqih 
dalam definisi  tersebut, sehingga definisi ijtihad adalah pencurahan seorang faqih 
akan segala kemampuannya.  
Imam Syaukani memberikan komentar, bahwa penambahan faqih tersebut 
merupakan suatu keharusan dan wajib. Karena pencurahan yang dilakukan oleh 
orang yang bukan faqih, tidak disebut ijtihad menurut istilah. Sedangkan menurut 
Ibrahim Husein mengidentifikasikan makna ijtihad dengan istinbath. Istinbath 
barasal dari kata “nabath” yang mempunyai arti, air yang mula-mula memancar 
dari sumber yang digali. Oleh karena itu, menurut bahasa arti “istinbath” sebagai 
muradif dari ijtihad, yaitu “mengeluarkan sesuatu dari persembunyian”.
2
 
Menurut mayoritas ulama ushul fiqh, ijtihad adalah pencurahan segenap 
kesanggupan yang secara maksimal seorang ahli fikih untuk mendapatkan 
pengertian tingkat dzhanni terhadap hukum syariat.
3
 Ijtihad mempuyai arti umum, 
yaitu sebagai kekuatan atau kemampuan dalam merumuskan ide-ide yang bagus 
demi kemaslahatan ummat. Ada beberapa pendapat, bahwa ijtihad adalah 
pengerahan segala kesanggupan dari seorang ahli fikih atau mujtahid untuk 
memeroleh pengertian terhadap hukum syara (hukum Islam). 
Pada dasamya ajaran Islam dapat dibedakan menjadi dua kelompok. 
Pertama, ajaran Islam yang bersifat absolut. Kedua, ajaran Islam yang bersifat 
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 Ibrahim Husein, Ijtihad Dalam Sorotan, (Bandung: Mizan, 1991),  25. 
3
 Al-Jurjani Syarief  Ali Muhammad, Al-Ta‟rifat, (Jeddah: al-Haramain, t.t.), 10. 
 


































relatif. Termasuk kelompok ajaran ini ialah ajaran Islam yang dihasilkan dari 
proses ijtihad.
4
 Upaya untuk menjadikan Al-Qur‟an sebagai tuntunan hidup sangat 
tergantung pada upaya untuk memahaminya. Upaya yang sungguh-sungguh hanya 
dapat dilakukan, jika manusia mempergunakan akalnya. Oleh karena itu, Al-
Qur‟an sangat menganjurkan adanya penggunaan akal dalam memahami makna-
makna yang terkandung di dalamnya. Berkaitan dengan hal ini, hal ini terulang 
dalam Al-Qur‟an sebanyak 16 kali. dalam berbagai konteksnya. Oleh sebab itu, 
Al-Qur‟an memberikan kedudukan yang tinggi kepada para ulama, cendekiawan 
dan ahli istinbath serta memerintahkan manusia merujuk kepada mereka. Allah 
berfirman dalam QS. al-Nisa' (4): 59 : 
                               
                                 
                        
Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 
(Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat 
tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 
kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 
akibatnya. 
 
Untuk masa kini, mematuhi keputusan yuridis dan perundang-undangan  yang 
sejalan dengan dasar-dasar pengambilan hukum Islam dan diberlakukan dengan 
sah oleh pemerintah tergolong sebagai bagian dari ketaatan kepada ulil amri. 
Tidak hanya itu, dalam sebuah riwayat dinyatakan bahwa ijtihad yang dihasilkan 
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 Nurdin Juddah, Metode Ijtihad Hakim Dalam Penyelesaian Perkara, (Sulawesi Tengah : Jurnal 
Diskursus Islam,  Volume 1 Nomor 2, Agustus 2013), Jurnal. 257. 
 


































oleh seorang mujtahid sebagai bagian dari tugas ulil amri. Bila hasilnya benar 
maka ia mendapatkan dua pahala dan jika salah baginya satu pahala. Hadis 
tersebut selengkapnya berbunyi: 
"Diriwayatkan dari „Amr bin „Ash bahwasanya ia telah mendengar Rasul 
saw. bersabda 'jika seorang hakim memutuskan atau menghakimi (perkara) 
lalu ia berijtihad kemudian (ijtihadnya) benar maka baginya dua pahala, 
namun jika ia menghakimi lalu berijtihad dan (ijtihadnya) salah maka 
baginya satu pahala."  
 
2. Dasar Hukum Ijtihad 
Dalam Islam, pembuatan undang-undang (legislasi) bukanlah membuat 
hukum dalam pengertian modern, karena hukum telah terkandung dalam nash (al-
Qur‟an dan as-Sunnah), karena hanya dijalankan dan diperluas melalui ijtihad atau 
interpretasi atas nash. Adapaun dalil-dalil yang menunjukkan atas dianjurkannya 
ijtihad untuk para mujtahid, diantaranya firman Alloh dalam Q.S. an-Nisa [4]: 59 
                               
                                 
                        
Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Alloh dan taatilah RasulNya, dan 
ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang 
sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Alloh (al-Qur‟an) dan Rasul 
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 
kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 
akibatnya. 
 
Ayat di atas telah menjelaskan bahwa, Alloh memerintahkan untuk setiap 
masalah apbila telah terjadi perbedaan pendapat, untuk segera mengembalikan 
 


































pada dalil- dalil al-Qur‟an dan as-Sunnah. Cara mengembalikan permasalahan 
tersebut pada sumbernya, harus melalui jalan yang disebut dengan ijtihad.
5
 Di 
ayat al-Qur‟an yang lain, Alloh berfirman tentang hal yakni al-Qur‟an sebagai 
sumber untuk di jadikan patokan dalam berijtihad dan menjadi sumber utama 
dalam rujukan para mujtahid. Sebagaimana dalam Q.S. An-Nisa [4]: 105 
                                    
                  
Artinya: Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan 
membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa 
yang telah Alloh wahyukan kepadamu. Janganlah kamu menjadi penentang 
(orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat. 
 
Banyak dalil-dalil yang lain untuk memberi kesempatan kepada para 
mujtahid (orang yang bersungguh-sungguh) dalam menggunakan akal pikiran 
mereka sebagai alat untuk melakukan ijtihad. Dimana dalam firman Alloh Q.S. ar-
Radd [13]: 3 yang berbunyi: 
......                      
Artinya: ...... Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda 
(kebesaran Alloh) bagi kaum yang memikirkan. 
 
Ayat di atas telah memberikan keleluasan untuk menggunakan akal  pikiran, 
bukan hawa nafsu yang dijadikan untuk berijtihad dalam memahami dalil-dalil  
yang bersifat dzhanni yang telah Alloh ciptakan. Sebagaimana yang pernah 
disampaikan oleh al-Imam Jalaluddin al-Mahalli dan al-Imam Jalaluddin as-
Suyuti di dalam tafsirnya Jalalain. Menjelaskan bahwa yang demikian itu terdapat 
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 Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh (Jakarta: AMZAH, 2014), 340. 
 


































tanda-tanda yang merupakan bukti-bukti kekuasaan Alloh bagi kaum yang berfikir 
tentang ciptaan Alloh.
6
 Amr bin Ash ra telah berkata dalam sebuah hadits tentang 
landasan ijtihad bagi para mujtahid, yakni: 
رسُل هللا صهي هللا عهيً  ع  م  رضي هللا عىً أوً س   اص  رَ به انع  م  َعه ع  
َارا  ان  ر  ج  ا   ً  ه  اصاب, ف   م  ث  ¸ذ  ٍ  ت  ج  ف   ,م  ك  حا  ن  ا   م  ك  ا ح  ر  َسهم يقُل: )ا  
 .ً  عهي   فق  ( مت  ر  ج  أ   ً  ه  ف  ¸أ  ط  خ  ا   م  ث  ¸ذ  ٍ  ت  اج  ف  ¸م  ك  ح  
Bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda: “apabila sesorang hakim 
menghukum dan dengan kesungguhannya ia memperoleh kebenaran, maka 
baginya dua pahala; apabila ia menghukum dan dengan kesungguhannya ia 




Kandungan hadist yang dsampaikan oleh Amr bin Ash tersebut, menurut 
Muhammad Luqman as-Salafi dalam kitab Syarah Bulughul Maram, 
menyampaikan: 
a. Hukum pada setiap peristiwa hanya satu menurut Alloh, yakni dimana 
hukum tersebut kadang ditemukan oleh orang-orang yang mencurahkan  
kemampuannya dan mengarahkan seluruhnya dalam kekuatannya. Apabila 
telah berhasil menemukan kebenaran, akan memperoleh dua  pahala. 
Yakni pahala ijtihad dan pahala benar. Adapun orang yang  salah 
memperoleh satu pahala, yaitu pahala ijtihad saja.  
b. Wajib mengarahkan kemampuan dan mencurahkan seluruh akal pikiran  
bagi seorang hakim untuk mencari kebenaran hukum. Jika hakim 
mengambil keputusan tanpa berpikir dan mencari kebenaran, maka hakim 
tersebut akan mendapat dosa.   
c. Firman Alloh dan sabda Rosul, lebih mudah difahami dan lebih dekat 
dengan kebenaran daripada uraian ulama-ulama mazhab. Sebaiknya 
terlebih dahulu mempelajari al-Qur‟an dan Hadist, untuk memutuskan 
sebuah kasus yang terjadi dan tidak perlu untuk mempermasalahkan 
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 Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Iman Jalaluddin as-Suyuti, Tafsir Jalalain, (Bandung:  Sinar 
Baru Algensindo, 2017), 937.   
7
 R Bukhari dan Muslim, al-Hafizh ibnu Hajar al-Asqalani,  Bulughul Maram Min  Adillatil 
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al-Fikri, 1794M/1394H), hal, 393. Nomor Hadist . 1341. 
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 Muhammad Luqman as-Salafi, Tuhfatul Kiram Syarhu Bulughul Maram, trans.  Achmad Sunarto 
(Surabaya: CV. Kartika Utama, 2006), 496-497.   
 


































Dari dalil-dalil yang telah dipaparkan di atas, dapat difahami bahwa adanya 
keluasaan yang telah diberikan oleh Alloh dan Rasulnya kepada seorang mujtahid. 
Yakni mengeluarkan hukum atau memutus sebuah perkara melalui  ketetapan 
hukum, yakni dengan cara berusaha sekuat tenaga dalam menggunakan akal 
pikiran yang dicari dari sumber-sumber nash. Baik dalam al-Qur‟an maupun 
dalam Hadist, agar tercapainya sebuah hukum kebenaran yang bersifat adil. 
3. Definisi Hakim 
Jabatan hakim dan peran seorang hakim dalam menjalankan tugasnya 
adalah jabatan yang berkaitan dengan hukum dan keadilan yang harus ditegakkan. 
Keadilan pada hakikatnya adalah bagaimana seorang hakim memutus dengan 
menetapkan sesuatu pada tempatnya tanpa dikotori oleh kepentingan-kepentingan 
subjektif, oleh karenanya perlu dipersyaratkan adanya integritas moral bagi 
seorang hakim. 
Tugas lukur hakim sebagai penegak hukum dan keadilan yang 
dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menuntut suatu 
persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang haim. Sebelum Islam datang, bangsa 
Arab telah mengenal istilah qodli yang berarti (hakim), untuk menyelesaikan 
segala sengketa yang terjadi diantara mereka. Secara harfiah, qadli artinya orang 
yang memutuskan perkara dan menerapkannya. Namun saat itu belum ada hukum 
atau peraturan tertulis untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi. 
Sengketa diselesaikan dengan mengacu pada hukum atau peraturan adat yang 
mereka warisi secara turun-temurun. Hukum ditetapkan berdasarkan pendapat 
 






































Hakim merupakan unsur utama dalam pengadilan, bahkan hakimpun identik 
dengan kata pengadilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman, sering diciri 
khaskan tentang kebebasan seorang hakim. Demikian dalam keputusan 
pengadilan, juga diciri khaskan dengan keputusan hakim. Oleh karena itu, 
pencapaian penegakan hukum dan keadilan dalam berperkara. Terletak pada 
kemampuan dan kearifan seorang hakim dalam merumuskan dengan sebuah 
keputusan yang mencerminkan keadilan.
10
 
Seorang Hakim adalah figur nyata dalam proses peradilan, yang senantiasa 
dituntut untuk membangun kecerdasan intelektual. Terutama kecerdasan 
emosinal, kecerdasan moral dan spiritual. Jika kecerdasan intelektual, emosional, 
moral dan spiritual terbangun dan terpelihara dengan baik. Bukan hanya 
memberikan manfaat kepada diri kita sendiri, melainkan juga memberikan 
manfaat yang banyak bagi masyarakat dalam konteks penegakan hukum.
11
 
Kehormatan dan keluhuran martabat seorang hakim, berkaitan erat dengan 
dengan etika perilaku. Implementasi terhadap kode etik dan pedoman perilaku 
hakim dapat menimbulkan kepercayaan atau ketidakpercayaan masyarakat kepada 
putusan pengadilan. Oleh sebab itu, hakim dituntut untuk selalu berperilaku yang 
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berbudi pekerti luhur yang dapat menunjukkan bahwa profesi hakim adalah suatu 
kemuliaan (officium nobile).  
Hakim tidak boleh terpengaruh dengan keadaan di sekelilingnya atau 
tekanan dari siapapun mereka dalam menjatuhkan sebuah putusan. Hakim harus 
menjauhkan diri dari keadaan yang dapat mempengaruhi mereka dalam 
menegakkan keadilan, baik di dalam pengadilan ataupun di luar pengadilan.
12
 
Oleh karenanya, jumhur ulama fuqaha mensyaratkan seorang hakim harus 
seseorang yang adil. Yakni benar percakapannya, dzahir iman hatinya, selalu 
menjaga muru‟ahnya, tidak melakukan perbuatan yang haram dan dapat dipercaya 
baik dikala gembira maupun dalam keadaan marah. 
Profesi hakim memiliki sistem etika yang mampu menciptakan disiplin tata 
kerja dan menjadikan garis batas tata nilai yang dapat dijadikan pedoman bagi 
hakim untuk menyelesaikan tugasnya dalam menjalankan fungsi dan mengemban 
profesinya. Kode etik dan pedoman perilaku hakim ini merupakan panduan utama 
moral bagi seorang hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun 
dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. 
Hakim sebagai insan yang memiliki kewajiban moral untuk berinteraksi 
dengan komunitas sosialnya, juga terikat dengan norma-norma etika dan adaptasi 
kebiasaan yang berlaku dalam tata pergaulan masyarakat. Namun demikian, untuk 
menjamin terciptanya pegadilan yang mendiri dan tidak memihak, diperlukan pula 
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 Abdul Manan, Etika Hakim dalam Menyelenggarakan Peradilan, Suatu kajian dalam sistem 
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pemenuhan kecukupan sarana dan prasarana bagi hakim baik selaku penegak 
hukum maupun sebagai warga masyarakat.
13
 
Untuk itu menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat dan negara 
memberi jaminan keamanan bagi hakim dan pengadilan, termasuk kecukupan 
kesejahteraan, kelayakan asilitas dan anggaran. Walaupun demikian, meskipun 
kondisi diatas belum sepenuhnya terwujud, hal itu tidak dapat dijadikan alasan 
bagi hakim untuk tidak berpegang teguh pada kemurnian pelaksanaan tugas dan 
tanggung jawab sebagai penegak dan penjaga hukum dan keadilan yang memberi 
kepuasaan pada pencari keadilan dan masyarakat. Namun, dalam hal memutus 
sebuah perkara, tidak jarang hakim-hakim mengesampingkan keilmuannya 
tersebut. Yakni dengan memutus putusan yang curang atau semata-mata hanya 
didasarkan atas kepentingan tertentu atau keberpihakan kepada salah satu pihak.  
Oleh karena itu, didalam hukum Islam telah menggolongkan hakim 
kedalam tiga golongan. Dimana golongan hakim yang perama masuk surga, dan 
golongan hakim yang kedua masuk neraka. Sesuai dengan itu, ada sebuah hadits 
yang menjelaskan tentang golongan hakim tersebut. Hal ini sebagaimana sabda 
Rasul:  
 انقضاة:  قال َسهم عهيً هللا صهى انىبي عه أبيً عه بريذة ابه عه
 بً فقضي انحق عرف قاض انىار في َقاديان انجىت في قاض:  ثالثت
 َقاض انىار في ٌفٍُ بخالفً فحكم انحق عرف َقاض انجىت في فٍُ
 (أبُداَد رَاي. )انىار في فٍُ جٍم عهى قضي
Dari Ibnu Buraidah dari bapaknya dari Nabi S.A.W. Beliau bersabda: 
Hakim ada tiga macam. Satu di surga dan dua di neraka. Hakim yang 
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mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum berdasarkan kebenaran,  
maka ia masuk surga. Hakim yang mengetahui kebenaran dan 
menetapkan hukum bertentangan dengan kebenaran, ia masuk neraka. 
Dan hakim yang menetapkan hukum dengan kebodohannya, ia masuk 
neraka. (H.R. Abu Dawud)  
 
B. Hakim Dalam Memutus Perkara 
1. Peran Hakim 
Setiap orang dikenali dengan identitas masing-masing, tetapi pengenalan 
kita terhadap seseorang sering tidak utuh. Sehingga siapa dia yang sebenarnya 
sesungguhnya tidak dikenali. Kepribadian seorang hakim dalam sifat dan sikap 
yang ada sebagai kepribadian hakim yang mewakili dengan memiliki sikap dan 
sifat sesuai dengan perundang-undangan hidup dan falsafah negara serta 
kepribadian bangsa Indonesia ialah Pancasila. Kemudian, sifat-sifat dari hakim 
ditegaskan bahwa hakim harus takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, jujur, adil, 
bijaksana, dan berkelakuan tidak tercela. Adapun sikap-sikap hakim dijabarkan 
pula dalam sikap tidak memihak, tegas atau sopan, sabar, serta memberi teladan 
yang baik. 
Peran hakim adalah sebagai soko guru terakhir dari negara hukum yang 
berdasarkan Pancasila dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan 
bertanggungjawab terhadap diri sendiri, bangsa, dan negara. Karena itu, seorang 
hakim sebagai penegak hukum dan keadilan didalam negara yang berdasarkan 
Pancasila dituntut agar hakim harus mengakui dan percaya adanya Tuhan Yang 
Maha Esa sesuai dengan agamanya masing-masing. 
 


































Hakim adalah tingkah laku yang baik dan terpuji yang harus dilaksanaan 
oleh seorang hakim dalam berinteraksi sesama manusia dalam menjalankan 
tugasnya. Perbuatan seorang hakim patut dilaksanakan oleh seorang hakim baik 
didalam mahkamah maupun diluar mahkamah. Di luar mahkamah hakim tidak 
seharusnya bergaul dengan masyarakat di sekelilingnya, atau berjalan-jalan dengn 
mereka melainkan hanya sekedar perlunya. Seorang hakim juga tidak dibenarkan 
bersenda gurau secara berlebihan, hal ini akan menjatuhkan martabat dan 
wibawanya sebagai hakim.
14
 Seorang hakim juga tidak dibenarkan jalan-jalan di 
pasar sendirian, jika ia hendak membeli sesuatu yang diperlukannya, sebaiknya ia 
pergi bersama dengan pembantu-pembantunya. Juga seorang hakim tidak 
seharusnya membeli barang dari kenalannya, karena dikhawatirkan hatinya akan 
cenderung terikat dengan kenalannya tersebut. 
Jika seorang hakim  menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, sedangkan 
putusannya itu didasarkan kepada ruswah (sogok), maka putusan itu tidak boeh 
dijalankan meskipun putusan itu mendekati kebenaran. Memutus suatau perkara 
itu tidak lagi didasarkan ibadah tetapi karena kepentingan pribadinya. 
Menurut sebagian para ahli hukum Islam, hakim tidak dibenarkan 
memberikan fatwa terhadap kasus-kasus yang sedang diperiksa dalam sidang 
mahkamah, sebab dikhawatirkan fatwa-fatwa hakim itu berbeda dengan putusan 
yang ditetapkan. Dalam kasus yang sedang diperiksanya, hakim tidaklah memberi 
komentar sehingga tidak terjadi polemik di masyarakat.  
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Dijelaskan oleh Muhammad Salam Madkur, diterangkan bahwa apabila 
hakim menadili suatu perkara maka ia harus bersikap tidak memihak, tidak ada 
perhatiannya kecuali memeriksa perkara dengan sungguh-sungguh. Jika keadaan 
dirinya sedang marah, susah, gembira yang berlebihan, sakit atau jenuh, lapar, 
lapar, dan kantuk. Maka hendanya hakim meninggalkan majelis persidangan 
sampai ia normal kembali, kemudian baru boleh melanjutkan persidangan 
kembali. Rasululloh bersabda, bahwa tidak boleh mengadili suatu perkara, 
sedangkan seorang hakim dalam keadaan marah.
15
  
Adil Mustafa Basyuri menetapkan hal-hal yang harus dilaksanakan hakim 
dalam persidangan,
16
 antara lain: 
a. Hakim itu Mustaqillah bebas dari pengaruh orang lain, ia tegar tidak 
mau ditekan sekalipun oleh penguasa. 
b. Persidangan hakim itu terbuka untuk umum. 
c. Hakim itu tidak membeda-bedakan orang yang bersidang dihadapannya. 
d. Hakim harus memberi nasihat mendamaikan para pihak. 
e. Hakim harus adil dalam memberikan hak berbicara kepada orang 
yangmenuntut keadilan kepadanya. 
f. Setiap putusannya wajib bertawakal. 
g. Orang yang meminta keadilannya (hakim) mempunyai hak ingkar. 
h. Memperlakukan semua orang mempunyai hak yang sama. 
i. Setiap putusannya harus didasarkan pada ketentuan syariat. 
j. Melindungi pencari keadilan. 
k. Memandang sama kepada para pihak. 
l. Memulai persidangan dengan ucapan yang baik dan sopan. 
 
Dalam melaksanakan persidangan, hakim harus menyamakan kedudukan 
para pihak sama dalam majelis persidangan. Tidak diperkenankan melebihkan 
salah satu dengan lainnya, baik mengenai sikap, pertanyaan yang diajukan kepada 
para pihak, tempat duduk para pihak, dan mendengar keterangan para pihak, 
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 Muhammad Salam Madkur, al-Qada fi al-Islam, alih bahasa: Imron, A.A, “Peradilan Dalam 
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pelayanan ketika masuk, selama dalam persidangan dan ketika keluar 
persidangan. 
Konsep kehakiman dalam peradilan Islam sangat mengutamakan asas 
equality before the law dan asas audi et alteram partem. Kedudukan para pihak 
adalah sama dimuka hukum dan memutuskan perkara hakim harus menghadirkan 
ke dalam majelis pihak-pihak yang berperkara, dan hakim dilarang memutus 
perkara sebelum mendengar semua pihak yang terkait dengan perkara yang 
disidangkan itu. Hakim berbicara dengan lembut dan bahasa yang hormat kepada 
salah satu pihak. Tidak boleh menekan salah satu pihak dan menolong pihak yang 
lain. Hakim harus bersikap imbang dalam memeriksa keterangan para pihak yang 
berperkara, ia harus bersikap adil. 
Imam Asy-Syaukani menjelaskan bahwa Rasulallah pernah bersabda, yang 
maksudnya: siapa saja yang mengadili suatu perkara diantara orang-orang Islam, 
maka hendaklah memeriksanya dengan adil, baik dalam percakapan, isyarat, 
duduknya, janganlah terlalu  keras suaranya pada seseorang tetapi lemah lembut 
kepada orang lain.
17
 Dalam melaksanakan perdamaian, tidak boleh pelaksanaan 
perdamaian itu dipaksakan kepada para pihak yang berperkara. Perdamaian baru 
dapat dilaksanakan kalau proses perdamaian itu terjadi dengan cara sukarela. 
Hakim tidak dibenarkan mengulur-ulur proses pemeriksaankarena semata-mata 
bermaksud untuk mencapai perdamaian.  
Hakim tidak boleh terperdaya dan tertipu dengan tindak tanduk para 
berperkara, misalnya ia menangis dalam persidangan dengan dengan maksud 
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meyakinkan hakim bahwa ia benar-benar telah didzalimi dan dirampas haknya. 
Hakim juga harus membersihkan diri dari pengaruh orang-orang yang berada di 
sekelilingnya, jangan sekali-kali memberikan kelonggaran kepada mereka untuk 
mengintervensi dalam suatu perkara, sehingga menimbulkan hal yang buruk pada 
hakim. Begitu juga dalam memberikan suatu keputusan, hukum Islam 
menghendaki agar hakim memutus perkara hendaknya selalu berada dalam 
keadaan tenang dan tentram, baik jasmani maupun rohani.  
 
2. Kedudukan dan Fungsi Hakim 
Apabila menjelaskan tentang wewenang seorang hakim, terlebih dahulu 
harus mengetahui makna dari kompetensi, agar dalam memahami istilah ini tidak 
mengalami kerancuan dalam berfikir. Istilah kompetensi secara bahasa berasal 




Dalam bahasa Indonesia, istilah kompetensi diartikan dengan kewenangan, 
khususnya kewenangan pengadilan atau kehakiman.
19
 Sedangkan dalam bahasa 




Istilah kompetensi ini dapat digunakan dalam dua pengertian, yaitu pertama, 
berhubungan dengan lembaga atau institusi. Secara kelembagaan berarti kapasitas 
sebuah badan untuk melakukan sesuatu. Kedua, berhubungan dengan individu 
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atau personal. Secara personal, mengandung arti kemampuan mental untuk 
memahami masalah-masalah dan membuat keputusan. Jadi, yang dimaksud 
dengan kompetensi adalah pemberian kekuasaan, wewenang atau hak kepada 
badan atau institusi, seseorang atau pengadilan yang melakukan peradilan.  
Ketika berbicara tentang kompetensi hakim dalam Islam, maka yang 
dimaksud adalah individu. Hal ini disebabkan karena dalam sejarah Islam, 
lembaga peradilan belum terbentuk seperti sekarang ini. Khalifah langsung 
mengangkat hakim-hakim dan menugaskannya ke daerah-daerah. Jadi, para hakim 
bertindak secara individu bukan mewakili sebuah lembaga. Namun, ketika 
berbicara kompetensi hakim pada masa sekarang, maka yang dimaksud adalah 
pemberian hak kepada lembaga atau institusi.
21
 
Secara umum, wewenang hakim adalah meneliti sebab-sebab serta 
menetapkan hukum berdasarkan sebab-sebab tersebut.
22
 Seorang hakim 
berwenang untuk menyelesaikan berbagai macam kasus, baik yang menyangkut 
masalah jinayat, mu`amalat, ahwalasy-syakhsiyyah maupun yang lainnya.
23
 Abu 
Ya`la al-Farra mengatakan bahwa secara umum ada sepuluh kewenangan yang 
dimiliki oleh hakim dalam menyelesaikan perkara,
24
 yaitu:  
a. Menyelesaikan persengketaan, pertengkaran dan permusuhan.  
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b. Mengambil hak dari orang yang menahannya serta memberikannya 
kepada yang berhak menerimanya setelah melalui proses peradilan 
dengan adanya pengakuan dan bukti. 
c. Mengurus keadaan orang yang tidak dibolehkan ber-tasarruf karena 
masih kecil atau orang gila. 
d. Mengawasi harta wakaf dengan menjaga harta asli dan 
mengembagkannya serta membelanjakannya pada jalannya. 
e. Melaksanakan wasiat sesuai dengan kehendak orang yang 
mewasiatkannya. Dalam hal melaksanakan wasiat sebagai kewenangan 
seorang hakim yang diutarakan oleh Abu Ya`la al-Farra nampaknya 
bukanlah terkait dengan peradilan. Akan tetapi, hanya menjadi tugas 
tambahan di luar tugas pokok. 
f. Mengawinkan wanita yang tidak memiliki wali. Kewenangan 
mengawinkan wanita yang tidak memiliki wali yang diutarakan oleh Abu 
Ya`la al-Farra nampaknya bukanlah tugas dengan peradilan. Akan tetapi, 
hanya menjadi tugas tambahan di luar tugas pokok.  
g. Melaksanakan hukuman had. 
h. Mengurus hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaannya. 
i. Memeriksa keadaan saksi-saksi, mengawasi petugas-petugas yang 
menjadi bawahannya. 
j. Menyamakan hukum antara orang yang kuat dengan yang lemah, yang 
mulia dengan yang biasa dan tidak mengikuti hawa nafsu dalam putusan 
hukumnya. 
 
Dari sepuluh kompetensi hakim yang telah dijelaskan di atas, dapat kita 
ketahui bahwa kewenangan yang diberikan kepada seorang hakim tidak hanya 
terletak dalam menyelesaikan sebuah persengketaan semata. Akan tetapi, lebih 
dari pada itu juga punya kewajiban untuk memperhatikan aspek kehidupan 
manusia terutama orang-orang yang lemah. Oleh karena itu, sangat wajar apabila 
para ulama memberikan persyaratan yang begitu ketat bagi seorang hakim. 
Sementara itu, Al-Mawardi menjelaskan bahwa secara khusus wewenang seorang 
hakim adalah:  
a. Wewenang hakim yang terbatas pada dua orang yang sedang berperkara 
dalam kasus tertentu, maka hakim tersebut tidak boleh mengadili selain 
keduanya. Kompetensi hakim terhadap keduanya masih diakui selama 
keduanya masih berperkara. Sehingga apabila putusan telah dijatuhkan 
bagi keduanya, maka wewenang sang hakim secara otomatis hilang. 
 


































b. Wewenang khusus berdasarkan materi hukum, seperti pengkhususan 
hakim terbatas pada hutang-piutang, perkawinan atau sejumlah harta. 
Ketika seorang kepala negara mengangkat seorang menjadi hakim, ia  
berhak menentukan jenis-jenis perkara yang dapat diputuskan oleh hakim 
tersebut, misalnya, terbatas hanya pada kasus kekeluargaan saja atau 
hanya perkara-perkara pidana. Maka hakim tersebut tidak sah 
memutuskan perkara dalam jenis yang tidak termasuk wewenangnya, 
baik dalam daerahnya apalagi aerah orang lain.
25
 
c. Wewenang khusus berdasarkan tempat pada suatu daerah, maka ia hanya 
berwenang menjadi hakim pada daerah tertentu, tidak untuk daerah yang 
lain. Dalam kewenangan berdasarkan tempat ini, maka seorang hakim 
tidak  boleh memutuskan perkara di luar wilayah yang menjadi 
wewenangnya. Bila hakim tersebut memutuskan suatu perkara  di luar 
wilayah yang menjadi wewenangnya, maka putusan itu dianggap tidak 




d. Wewenang hakim untuk mengadili perkara bagi penduduk suatu daerah 
dan pendatang ke daerah tersebut karena penduduk dan pendatang sama 
di mata hukum. Namun, bisa saja wewenang seorang hakim dibatasi 
hanya pada penduduk saja tanpa pendatang. Dalam hal ini Abdul Karim 
Zaidan menjelaskan bahwa seorang hakim  bisa diberikan wewenang 
hanya terbatas kepada kelompok-kelompok tertentu saja. Misalnya, 
seorang hakim diangkat hanya untuk mengadili di kalangan orang asing 
yang berada di kota tertentu, maka wewenang hakim dalam situasi ini 
tidak boleh menjangkau selain dari orang asing tersebut. Jika ia 
mengadili selain dari orang asing tersebut, maka putusannya tidak sah.
27
   
e. Wewenang hakim untuk melakukan peradilan hanya terbatas pada hari-
hari tertentu, maka ia tidak berwenang untuk melakukan peradilan pada 
hari-hari yang lain Dalam hal ini seorang penguasa mempunyai hak 
untuk menentukan  hari-hari tertentu, baik satu hari atau beberapa hari 
bagi seorang hakim untuk menyelesaikan perkara. Dengan demikian, 
seorang hakim hanya memiliki wewenang mengadili suatu perkara 
terbatas pada hari-hari yang telah ditentukan. Oleh karena itu, sebelum 
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3. Penemuan Hukum Oleh Hakim  
Penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum 
oleh hakim dan tugas-tugas hukum lainnya yang diberi tugas untuk melaksanakan 
hukum terhadap peristiwa-peristiwa konkrit. Oleh karena itu peristiwa konkrit 
harus ditemukan, model penemuannya bisa dengan cara menafsirkan, 
menjelaskan, melengkapi, atau menciptakan peraturan hukumnya. Untuk 
mendapatkan semua itu diperlukan ilmu bantu yang dalam bahasa hukum disebut 
dengan istilah rechtvinding. Dalam hukum islam istilah penemuan hukum tepat, 
mengingat hukum Islam tidak dibuat hukum Islam yang oleh ulama ushul fiqh 
disepakati bahwa pencipta hukum adalah Alloh.
29
 
Problem utama yang mendorong ulama untuk merumuskan berbagai teori 
dan metode ijtihad adalah kanyataan abadi yang dihadapi oleh umat Islam bahwa 
nash al-Qur‟an dan Hadits terbatas secara kuantitatif, padahal peradaban 
(peristiwa hukum) selalu berkembang. Oleh karena itu berbagai teori dan metode 
ijtihadpun dirumuskan untuk mengembangkan nilai-nilai nash yang terbatas 
kedalam realitas yang tidak terbatas.
30
 
Ada sebagaian umat Islam terjebak dalam idola, bahkan sebagian masih 
menganggap bahwa penafsiran seorang Imam mazhab bersiat illahi. Bahkandalam 
perjalanan sejarah muncul sebagai keunikan dalam berfikir dan memahami 
nash,seperti Rasyid Rida sebagaimana dikutip oleh Wael B. Hallaq, Rida 
berkomentar bahwa pencarian status hukum dan materi-materi yang tidak khusus 
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dalam teks-teks wahyu tidak diperkenankan.
31
 Sebagaimana firman Alloh dalam 
QS. Al-Maidah (5): 101: 
                              
                                
        
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada 
Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu 
dan jika kamu menanyakan di waktu Al Quran itu diturunkan, niscaya akan 
diterangkan kepadamu, Allah memaafkan (kamu) tentang hal-hal itu. Allah 
Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. 
 
Ayat diatas dipahami sebagai kemudahan berfikir, karena baginya (Rida) 
menganggap bahwa Islam tidak seharusnya mencari-cari persoalan tertentu yang 
tidak disinggung oleh Nabi, karena hal ini akan menambah umat merasa berat dan 
kesulitan terhadap hukum tersebut. Sementara Ashmawai seorang ahli hukum dari 
Mesir menyatakan bahwa wahyu harus dipahami sebagai suatu teks dan konteks 
dan harus ditafsirkan sesuai dengan semangat dari tujuan-tujuan hukum dibalik 
bahasa khusus teks-teks wahyu, akhirnya dia memahami teks hukum berbeda 
dengan ahli lain seperti bunga bank tidak haram, karena dalam sistem bunga tidak 
mengandung unsur eksploitasi ekonomi, sebagaimana riba dalam zaman Nabi.
32
 
Ketegangan dengan berbagai akibat terjadi, karena manusia ingin bicara 
kepada Alloh (beragama) dengan bahasa Alloh, padahal Alloh bicara kepada 
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manusia dengan bahasa manusia (kecuali masalah-masalah teologi). Hukum 
Islampun tidur panjang, disamping banyak korban berguguran demi pendapat 
seorang imam, mazhab atau organisasi. Sebagai sebuah teori dan metode yang 
mana akan ditemukan hukum-hukum sesuai dengan tujuan syari‟at sangat mutlak 
diperlukan keberadaannya sebagai pisau analisa atau kacamata untuk membaca 
kenyataan di sekeliling kita.
33
 
Dalam sejarah peradilan, para hakim sering menggunakan dan menetapkan 
hukum dengan menggunakan sumber hukum yang berbeda-beda. Ada yang 
bersumber dari fiqih Islam, hukum adat, hukum perancis, hukum diluar Islam dan 
campuran dari negara-negara dimana warga negara asing diadili di Mesir.
34
 Pada 
perkembangannya para ahli hukum Barat juga telah merumuskan metode 
penemuan hukum yang dapat dipedomani oleh hakim. Metode penemuan hukum 
tersebut meliputi penemuan hukum dengan cara interpretasi, argumentasi (legal 
reasoning), dan penemuan hukum bebas.
35
 Penemuan hukum interpretasi 
meliputi: 
a. Interpretasi menurut bahasa (gramatikal) yaitu suatu cara penafsiran yang 
menafsirkan Undang-undang menurut arti kata-kata (istilah) yang 
terdapat pada undang-undang. Hakim wajib menilai arti kata yang lazim 
dipakai dalam bahasa sehari-hari yang umum. Syarat yang harus 
dipenuhi dalam melakukan penafsiran menurut bahasa ini adalah 
penjelasan itu harus bersifat logis, oleh karenanya metode ini juga 
disebut metode objektif. 
b. Interpretasi sosiologis (teleologis) yaitu cara penafsiran suatu ketentuan 
undang-undang untuk mengetahui makna atau yang didasarkan pada 
tujuan kemasyarakatan. Metode interpretasi undang-undang diterapkan 
pada suatu undang-undang yang masih berlaku tetapi kurang berfungsi 
karena tidak sesuai lagi dengan keadaan jaman. Terhadap undang-undang 
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yang ada diupayakan (melalui penafsiran) untuk dapat digunakan 
terhadap peristiwa, hubungan, kebutuhan dan lingkungan masa kini 
dengan tidak memperhatikan apakah itu pada saat diundangkannya sudah 
dikenal atau tidak. Dengan lebih sederhana pengertian metode 
interpretasi teleologis atau sosiologis dapat dikemukakan yaitu 
merupakan upaya menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan 
hubungan dan situasi sosial yang baru. Keadaan undang-undang yang 
sebenamya sudah tidak sesuai lagi dengan zaman dijadikan alat untuk 
menyelesaikan sengketa yang terjadi pada saat sekarang. 
c. Interpretasi sistematis yaitu penafsiran yang menafsirkan peraturan 
perundang-undangan dihubungkan dengan peraturan hukum atau 
undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum. Karena, 
terbentuknya suatu undang-undang pada hakikatnya merupakan bagian 
dari keseluruhan sistem perundang-undangan yang berlaku sehingga 
tidak mungkin ada satu undang-undang yang berdiri sendiri tanpa terikat 
dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Sebagai konsekuensi 
logis dari berlakunya suatu sistem perundang-undangan maka untuk 
menafsirkan undang-undang tidak boleh menyimpang atau keluar dari 
sistem perundang-undangan itu. Oleh karena itu interpretasi sistematis ini 
disebut juga interpretasi logis. 
d. Interpretasi historis yaitu menafsirkan Undang-undang dengan cara 
meninjau latar belakang sejarah dari pembentukan atau terjadinya 
peraturan undang-undang yang bersangkutan. 
e. Interpretasi Evolutif-Dinamikal yaitu apabila hakim dalam putusannya 
memerikan makna sangat menentukan (yang melakukan terobosan) pada 
perkembangan hukum yang terjadi  setelah (kemunculan atau 
keberlakuan) aturan-aturan hukum tertentu. 
f. Interpretasi Evolutif-Dinamikal yaitu apabila hakim dalam putusannya 
memerikan makna sangat menentukan (yang melakukan terobosan) pada 
perkembangan hukum yang terjadi  setelah (kemunculan atau 
keberlakuan) aturan-aturan hukum tertentu. 
g. Interpretasi Antisipatif atau Futuristis yaitu cara penafsiran  yang 
menjelaskan ketentuan undang-undang dengan berpedoman pada 
undang-undang yang belum mempunyai kekuatan berlaku, yaitu dalam 
rancangan undang-undang.Metode argumentasi meliputi metode berfikir 
analogi, metode penyempitan hukum, dan metode argumentum a 
contrario. Sedangkan metode penemuan hukum bebas adalah penemuan 
hukum yang tidak terikat oleh undang-undang. Penemuan hukum bebas  
bertugas memecahkan persoalan konkrit sehingga menjadi pijakan dalam 
menyelesaikan persoalan-persoalan lain berikutnya.
36
     
 
Dalam hukum Islam, mujtahid menemukan metode penetapan hukum 
dengan tiga cara. Diantaranya pertama, metode interpretasi literal yaitu hukum 






































yang ditemukan adalah bukan hukum-hukum baru tetapi menafsirkan kembali apa 
yang sudah ada dalam teks, karena bunyi teks dianggap tidak atau kurang adanya 
kejelasan hukum. Kedua, kausasi (ta‟lili)
37
, yaitu mencarai dasar penetapan 
hukum baik dari segi alasan maupun tujuan-tujuan ditetapkannya hukum syara‟. 
Metode ini mencakup dua temuan hukum yang meliputi metode qiyasi yaitu 
menetapkan hukum berdasarkan adanya kesamaan indikasi dan metode teleologis, 
yaitu menetapkan hukum karena adanya tujuan-tujuan hukum. Ketiga metode 
sinkronisasi, yaitu mencari solusi terhadap perlawanan antara dua dalil yang sama 
derajatnya, misalnya al-Qur‟an dengan ayat al-Qur‟an yang lain, antara hadits 
mutawatir dengan hadits mutawatir yang lain, dan seterusnya.
38
  Berbeda dengan 
ad-Dawalibi, beliau berpendapat ada tiga model  (penemuan hukum) ijtihad yang 
dilakukan oleh para sahabat nabi, hanya saja tidak ditegaskan istilah-istilahnya, 
yaitu ijtihad bayani, ijtihad qiyasi, dan ijtihad istislahi. Sebenarnya ijtihad qiyasi 




Pada intinya, penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim  berawal dari 
peristiwa hukum konkret yang dihadapkan kepada hakim untuk diputuskan, 
karena putusan hakim harus memenuhi dimensi keadilan, kepastian hukum, dan 
juga kemanfaatan. Sangat sulit untuk mewujudkan ketiganya dalam suatu putusan, 
sehingga kadangkala putusan hakim dikatakan sebagai putusan yang tidak adil 
atau  tidak mendengarkan rasa keadilan masyarakat. Putusan  demikian itu, yang 
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 Jaih Mubarok, Metodologi Ijtihad Hukum Islam, cet. Ke-1, (Yogyakarta: UII Press, 2002), 8. 
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 Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami, cet. Ke-1 
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menimbulkan kontroversi serta polemik di kalangan masyarakat luas maupun 
kalangan hukum.  Penemuan hukum oleh hakim dilakukan dalam rangka tugas  
dan kewenangan dari hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara yang 
dihadapkan kepadanya. Penemuan hukum oleh hakim dianggap yang mempunyai 
wibawa. Hasil penemuan hukum oleh hakim merupakan hukum yang mempunyai 
kekuatan mengikat sebagai hukum karena dituangkan dalam bentuk putusan.
40
 
Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman, penemuan hukum oleh hakim seringkali dikaitkan dengan aturan  
bahwa hakim tidak boeh menolak perkara dengan dalih hukumnya tidak ada, 
sehingga hakim harus mampu menemukan hukum dan menciptakan norma 
hukum. Karena hakim dianggap tahu dan paham tentang hukum. Maka hakim 
dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dengan 
dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas. 
Hakim dengan kewenangannya harus mampu menetapkan hukum yang 
semula hukumnya tidak ada menjadi ada, hal itu dilakukan dengan menggunakan 
metode penemuan hukum yang jika dikaji secara ilmiah (keilmuan) dan secara 
yuridis maupun teoritis harus dapat dipertanggungjawabkan.  
Meskipun hakim dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan 
memutus suatu perkara, akan tetapi seorang hakim dapat dengan mudah untuk 
melakukan penemuan hukum tanpa mempertimbangkan keseimbangan antara 
unsur kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Hakim harus benar-benar 
yakin bahwa penemuan hukum tersebut benar-benar dibutuhkan untuk 
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menegakkan keadilan di masyarakat. Ratio Decidenci atau alasan-alasan hukum 
hakim dalam melakukan penemuan hukum harus sangat tepat. Penemuan hukum 
yang dilakukan oleh hakim dalam mengambil putusan terhadap suatu perkara. 
Yakni hakim telah mempertimbangkan 4 (empat) elemen, yang diantaranya ada  
aspek filosofis, asas-asas hukum, aturan hukum positif, dan budaya masyarakat 
hukum. Keempat elemen tersebut dimasukkan secara proporsional dalam proses 
pengambilan putusan hukum dan akhirnya dijadikan untuk menjadi produk 
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RATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 51-
52-59/PUU-VI/2018 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 
NOMOR 14/PUU-XI/2013 
 
A. Kedudukan Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi 
1. Ratio Decidendi 
Dalam Putusan perkara Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 yang diajukan oleh 
perorangan yaitu Saurip Kadi dan dari lembaga, salah satunya dari Partai Bulan 
Bintang (PBB) dan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) telah melakukan uji 
materi atau Judicial Review kepada Mahkamah Konstitusi, dimana judicial review 
tersebut, yaitu undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Dimana 
undang-undang tersebut terdapat dalam Pasal 9 UU Pilpres No. 42 Tahun 2008 
tentang Pilpres bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, dan pasal 3 
ayat (5) UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pilpres bertentangan dengan Pasal 6A 
ayat (2) dan pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.  
Bahwa dalam putusan perkara tersebut, hakim Mahkamah Konstitusi 
menyatakan menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon I, yaitu Saurip 
Kadi, Pemohon II yaitu dari Partai Bulan Bintang, dan para Pemohon III yaitu 
dari Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Indonesia 
Sejahtera, Partai Buruh, Partai Peduli Rakyat Nasional, dan Partai Republika 
Nusantara, untuk seluruhnya. 
Sedangkan putusan perkara Nomor 14/PUU-XI/2013 yang diajukan oleh 
Effendi Gazali juga mengajukan uji materi atau judicial review yang sama kepada 
Mahkamah Konstitusi, undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945. 
 


































Yaitu dalam Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 112 UU 
Pilpres No. 42 Tahun 2008 bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E 
ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Bahwa dalam putusan perkara tersebut, hakim 
Mahkamah Konstitusi menyatakan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk 
sebagian. 
Berikut tabel mengenai judicial review dari masing-masing perkara: 
a. Putusan Perkara Mahkamah Konstitusi No. 51-52-59/PUU-VI/2008 
No. Substansi Putusan Perkara MK No. 51-52-59/PUU-VI/2008 
1. Pemohon Perkara  Pemohon I, yang bernama Saurip Kadi 
 Pemohon II, dari Partai Bulan Bintang 
 Pemohon III, dari Partai Hati Nurani Rakyat 
2. Judicial Review  Pasal 9 UU Pilpres berbunyi: bahwa Pasangan 
calon diusulkan oleh Partai Politik atau 
Gabungan Partai Politik peserta Pemilu yang 
memenuhi persyaratan perolehan kursi paling 
sedikit      20 % (dua puluh prosen) dari jumlah 
kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau memperoleh 
25 % (dua puluh lima prosen) dari suara sah 
nasional dalam Pemilu Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat sebelum pelaksanaan Pemilu 
Presiden dan Wakil Presiden; Bertentangan 
dengan UUD 1945, terdapat dalam Pasal 6A 
ayat (2) berbunyi: “Pasangan calon Presiden 
dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik 
atau gabungan partai politik peserta pemilihan 
umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”; 
 Dalam Pasal 3 ayat (5) UU Pilpres bertentangan 
dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, berbunyi: 
yakni Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 
diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai 
politik peserta pemilihan umum sebelum pemilihan 
umum dilaksanakan; dan dalam Pasal 22E ayat (1) 
dan ayat (2) UUD 1945 berbunyi: pertama, 
“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, 
umum, bebas, rahasia,  jujur dan adil setiap lima 
tahun sekali”; kedua, “Pemilihan umum 
diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 
Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah”;   
   
 


































b. Putusan Perkara No. 14/PUU-XI/2013 
No. Substansi Putusan Perkara No. 14/PUU-XI/2013 
1. Pemohon Perkara Dari perorangan, yaitu Effendi Gazali, Ph.D., 
M.P.S.I.D, M.Si 
2. Judicial Review Dalam Pasal 3 ayat (5) berbunyi: “Pemilihan 
Umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan 
setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota 
DPR, DPD, dan DPRD”,  dalam Pasal 9 dan Pasal 
12 ayat (1) dan (2) berbunyi: bahwa Partai Politik 
atau gabungan Partai Politik dapat mengumumkan 
bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil 
Presiden dalam kampanye pemilihan umum 
anggota DPR, DPD, dan DPRD. Kedua, bakal 
calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil 
Presiden yang diumumkan oleh Partai Politik atau 
gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud 
pada ayat pertama, harus sudah mendapatkan 
persetujuan tertulis dari bakal calon yang 
bersangkutan. Pasal 14 ayat (2) yang berbunyi: 
“Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 13, paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak 
penetapan secara nasional hasil Pemilu anggota 
DPR”; dan dalam Pasal 112 yang berbunyi: 
“Pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil 
Presiden dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan 
setelah pengumuman hasil pemilihan umum 
anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD 
kabupaten/kota” dalam UU 42/2008  yang 
bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2), Pasal 
22E ayat (1), ayat (2) UUD 1945. 
 
Dengan demikian, perlu diketahui bahwa bagaimana pertimbangan hakim 
atau Ratio Decidendi Majelis Hakim Konstitusi dalam memutus perkara tersebut. 
Pengertian ratio decidendi atau pertimbangan hakim dalam memutus suatu 
perkara, adalah alasan yang dipakai oleh hakim sebagai penentu hukum yang 
menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dimana fungsi kegunaan ratio 
decidendi dalam istilah lain, yaitu yang sama artinya dengan ratio decidendi 
 


































adalah legal reasiong dan the groud of reason the decision yang dipakai dalam 
penjabaran-penjabaran pengertian selanjutnya. 
Ratio Decidendi, yaitu keputusan hakim yang dipaparkan pada fakta-fakta 
materi.
1
 Ratio Decidendi (jamak: rationes decidendi) adalah sebuah istilah latin, 
yang sering diterjemahkan secara harfiah sebagai alasan untuk sebuah keputusan. 
Menurut Kuswandi Pudjosewojo (1967) dalam pedoman pelajaran tata hukum, 
mendifinisikan ratio decidendi sebagai faktor-faktor yang sejati (materiil fact) 
atau faktor-faktor yang esensial yang menghasilkan sebuah keputusan.
2
 
 Ratio Decidendi adalah alasan-alasan hukum yang digunakan oleh para 
hakim, untuk sampai pada putusannya. Menurut Goodheart ratio decidendi inilah 
yang menunjukkan bahwa, ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, 
bukan deskriptif. Ratio decidendi adalah penafsiran hakim, atau pertimbangan 
hakim yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh para pembentuk undang-
undang. Dimana fakta meteriil yang menjadi faktor, karena hakim maupun para 
pihak akan mencari dasar hukum yang tepat untuk diterapkan dan dituangkan  
pada fakta dalam kasus yang diadilinya.
3
   
 Dalam menemukan ratio deidendi dalam suatu putusan, biasanya terdapat 
pada bagian-bagian tertentu. Diamana putusan tersebut, untuk sampai pada salah 
satu putusan hakim dan harus menuliskan alasan-alasannya atau ratio decidendi-
nya.Hukum yang terdapat di Negara Indonesia, yang menganut sistem civil law 
system. Ratio Decidendi tersebut dapat dikemukakan pada pertimbangan yang 
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I.P.M. Ranuhandoko,  Terminologi Hukum Inggris-Indonesia, (Sinar Grafika: Jakarta, Cetakan 
Ke tiga, 2003), 475. 
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menjadi keputusan “menimbang” pada “pokok perkara". Tidak dapat dibantah 
lagi, bahwa tindakan hakim untuk memberikan alasan-alasan yang mengarahkan 
kepada putusan. Merupakan tindakan yang sangat penting untuk mempunyai 
insting dalam menafsirkan suatu undang-undang secara kreatif. Ratio decidendi 
tersebut, bukan tidak mungkin merupakan pilihan dari berbagai kemungkinan 
yang ada. Ratio decidendi dapat dikemukakan dengan memperhatikan fakta 
materiil dan putusan yang didasarkan atas fakta putusan. Dengan demikian, dari 
suatu fakta materiil dapat terjadi dua kemungkinan, yaitu putusan yang saling 
berlawanan.yang menentukan adalah ratio decidendi putusan tersebut.
4
   
 Menurut Goodheart, ratio decidndi putusan hakim dapat ditemukan dalam 
memperhatikan fakta materiil.
5
 Dimana fakta materiil tersebut harus diperhatikan, 
karena yang dilakukan seorang hakim untuk melakukan interprestasi fakta 
tersebut. Pada umumnya, fungsi ratio decidendi atau yang biasa disebut legal 
reasoning, adalah sebagai sarana mempresentasikan pokok-pokok pemikiran 
tentang problematika konflik hukum. Yakni antara seseorang dengan orang lain, 
atau antara masyarakat dengan  pemerintahan terhadap kasus-kasus yang menjadi 
kontroversi, atau kontraproduktif untuk menjadi replik dan duplik percontohan. 
Terutama menyangkut baik dan buruknya sistem penerapan dan penegakan 
hukum, sikap tindak aparatur hukum, dan lembaga peradilan.6 
 Ada bagian dimana ratio decidendi merupakan bagian pertimbangan 
sebagai dasar atau alasan untuk menentukan diambilnya sebuah putusan yang 
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 Ibid., 123. 
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 Ian McLeod, Legal Mentod, Macmillan, (London, 1999), 144. 
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 Abraham Amos H.F, Legal Opinion Teoritis & Empirisme, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007), 
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dirumuskan dalam amar putusan. Dalam bagian pertimbangan ini,  tidak dapat 
dipisahkan antara amar putusan yang mempunyai kekuatan mengikat secara 
hukum dan yang dapat dirumuskan sebagai kaidah hukum.
7
 Dalam kaitannya 
Mahkamah Konstitusi dalam mengambil sebuah keputusan, tentu saja harus 
mempertimbangkan berbagai aspek. Salah satunya yaitu pendapat para hakim, 
sehingga ratio decidendi menjadi pertimbangan yang baik, yang tidak boleh 
dikesampingkan dalam mengambil sebuah keputusan untuk memutus sebuah 
perkara. 
 Ratio Decidendi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 51-52-
59/PUU-VI/2008, dimana putusan tersebut hakim Mahkamah Konstitusi 
Menyatakan menolak permohonan. Diantaranya, pemohon I dari peorangan 
(Saurip Kadi), pemohon II dari Partai Bulan Bintang (PBB), dan para pemohon III 
dari Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Indonesia 
Sejahtera, Partai Buruh, Partai Peduli Rakyat Nasional, dan Partai Republika 
Nusantara, untuk seluruhnya. Dan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
14/PUU-XI/2013, bahwa dalam putusan tersebut hakim Mahkamah Konstitusi 
Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian : 
Ratio Decidendi Hakim Mahkamah Konstitusi 
Putusan MK Nomor 51-52-
59/PUU-VI/2008 
Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 
1. Menyatakan bahwa dengan 
adanya paradigma yang telah 
berubah setelah adanya 
perubahan UUD 1945, yaitu 
dari paradigma pemerintahan 
1. Penyelenggaraan pemilihan Presiden 
haruslah dikaitkan dengan rancang 
bangun sistem pemerintahan menurut 
UUD 1945, yaitu sistem pemerintahan 
presidensial. 
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yang sentralistis otoriter 
menjadi pemerintahan yang 
desentralistis, demokratis 
dalam banyak hal dilakukan 
pada tingkatan Undang-
Undang yaitu: pendelegasian 
kewenangan dari pusat ke 
daerah seperti pada otonomi 
daerah. 
2. Menyatakan bahwa sebuah  
perubahan paradigma yang 
diikuti oleh perubahan 
hukum tersebut, harus 
memperhitungkan tingkat 
kemampuan rakyat untuk 
beradaptasi dengan 
perubahan yang dimaksud. 
Untuk itu, perlu kiranya 
memperhitungkan seberapa 
lama hukum baru itu sudah 
dapat diterima dan dijalankan 
secara maksimal, sebagai 
proses pelembagaan hukum 
serta kendala apa saja yang 
akan dialami oleh adanya 
hukum yang baru. 
3. Bahwa didalam hukumpun 
mengandung sifat statis dan 
sifat dinamis. Sifat statis 
untuk menjaga dan 
menciptakan stabilitas dan 
kepastian hukum. Sedangkan  
sifat dinamis untuk 
memberikan kelenturan 
dalam mengikuti dinamika 
masyarakat. 
4. Bahwa dinyatakan, belum 
cukup satu dekade UUD 
1945 dilakukan perubahan. 
Harus ada tuntutan baru 
untuk melakukan perubahan. 
5. Para pembentuk Undang-
Undang, demikian juga para 
penafsir konstitusi, harus 
bertanggung jawab untuk 
mendiagnosis dan 
2. Menyatakan bahwa dari sisi original 
intent dan penafsiran sistematik. Apabila 
diteliti lebih lanjut, makna asli yang 
dikehendaki oleh para perumus 
perubahan UUD 1945. Dapat 
disimpulkan bahwa penyelenggaraan 
Pilpres adalah dilakukan serentak dengan 
Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan. 
3. Dalam penyelenggaraan Pilpres dan 
Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan 
secara serentak, dianggap memang akan 
lebih efisien. Sehingga pembiayaan 
penyelenggaraan lebih menghemat uang 
negara, yang berasal dari pembayaran 
pajak dan hasil eksploitasi sumber daya 
alam, serta sumber daya ekonomi 
lainnya. Hal itu juga akan meningkatkan 
kemampuan negara untuk mencapai 
tujuan negara. Sebagaimana diamanatkan 
dalam pembukaan UUD 1945, yang 
antara lain untuk memajukan 
kesejahteraan umum dan untuk 
kemakmuran rakyat Indonesia. Selain itu, 
Pilpres yang diselenggarakan secara 
serentak dengan Pemilu Anggota 
Lembaga Perwakilan, juga akan 
mengurangi pemborosan waktu serta 
mengurangi konflik pada gesekan 
horizontal didalam masyarakat. 
4. Menyatakan bahwa, hak seorang warga 
negara untuk memilih secara cerdas. 
Apabila pemilihan umum serentak ini 
terkait dengan hak warga negara untuk 
membangun peta checks and balances 
dari pemerintahan presidensial dengan 
keyakinannya sendiri. 
 



































penafsiran yang paling sesuai 
dengan kebutuhan 
masyarakat masa kini dan 
akan datang. Bukan saja dari 
lapisan masyarakat 
perkotaan, tetapi juga 
masyarakat pedesaan yang 
penuh dengan kesederhanaan 
cara berfikir dan bertindak 
dalam segala aspek 
kehidupan bermasyarakat. 
6. Bahwa dalam sebuah hukum, 
harus memenuhi fungsinya. 
yakni sebagai sarana adaptasi 
atas perubahan-perubahan 
yang terjadi yang tidak 
ditentukan begitu saja tanpa 
memperhitungkan 
kemampuan adaptasi 
masyarakat sebagai addressat 
ketentuan hukum tersebut. 
 
2. Teori Ratio Decidendi 
Dalam buku Achmad Rifai dimana teori ratio decidendi ini didasarkan pada 
landasan filsafat yang mendasar, yaitu yang mempertimbangkan segala aspek 
yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari 
peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang 
disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta 
pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk 
menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.
8
 
Landasan filsafat merupakan bagian dari pertimbangan seseorang hakim 
dalam menjatuhkan putusan, karena filsafat itu biasanya berkaitan dengan hati 
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 Achmad Riai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspekti Hukum Progresi, (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2018), 7. 
 


































nurani dan rasa keadilan yang terdapat dalam diri hakim tersebut, agar putusannya 
itu dapat memberikan rasa keadilan yang tidak hanya bergantung pada keadilan 
yang bersifat formal (prosedural), tetapi juga keadilan yang bersifat substantif, 
dengan tetap mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok 
perkara yang disengketakan oleh para pihak, seperti aspek pendidikan (education), 
aspek kemanusiaan (humanity), ataupun aspek kemanfaatan, penegakan hukum 
(law enforcement), kepastian hukum, dan aspek hukum lainnya. 
Kemudian peraturan perundang-undangan merupakan dasar bagi seorang 
hakim untuk menentukan putusan yang dijatuhkannya. Walaupun sebagaimana 
dijelaskan sebelumnya, bahwa hakim bukanlah hanya sekedar corong undang-
undang atau menerapkan hukum senata (la bouche de la lol), tetapi tetap saja 
peraturan perundang-undangan merupakan pedoman bagi seorang hakim dalam 
menjatuhkan suatu putusan. 
Selanjutnya, dalam suatu putusan haruslah dikemukakan pertimbangan-
pertimbangan hukum, sehingga seorang hakim pada putusannya sebagaimana 
dalam amar putusan (strachmaat), dimana dalam pertimbangan-pertimbangan itu 
dapat dibaca motivasi yang jelas dari tujuan putusan yang diambil, yaitu untuk 
menegakkan hukum (kepastian hukum) dan memberikan keadilan bagi para pihak 
dalam perkara. 
Masyarakat pada umumnya kurang menaruh perhatian pada bagian putusan 
yang berupa pertimbangan hukum, termasuk pertimbangan bagian hal-hal yang 
memberatkan dan meringankan hukuman, yang melandasi pemikiran hakim, 
sehingga hakim sampai pada putusannya. Persepsi masyarakat seperti ini 
 


































dikarenakan masyarakat mempunyai pemikiran sendiri dengan landasan bahwa 
amar putusan merupakan hasil akhir dari perenungan atau pertimbangan hakim. 
Oleh karena itu, apabila putusan diibaratkan sebagai mahkota hakim, maka amar 
putusan kiranya dianggap sebagai mahkota dari putusan itu sendiri, karena pada 
bagian inilah ditentukan pelaksanaan daripada putusan hakim tersebut.
9
 
Bagian pertimbangan sebenarnya tidak kalah pentingnya dibandingkan 
dengan bagian amar putusan dan justru bagian pertimbangan itulah yang menjadi 
roh dari seluruh materi isi putusan, bahkan putusan yang tidak memuat 
pertimbangan yang cukup (onvoeldoende gemootiveerd) dapat menjadi alasan 
untuk diajukannya suatu upaya hukum baik itu banding maupun kasasi, yang 
dapat menimbulkan potensi putusan tersebut akan dapat dibatalkan oleh 
pengadilan yang lebih tinggi.
10
 
Putusan hakim dalam suatu perkara mengandung pertimbangan yang 
sifatnya sepintas lalu yang kadang tidak relevan, yang tidak secara langsung 
mengenal pokok perkara yang diajukan, dimana hal ini disebut obiter dictum, dan 
ada pula putusan hakim yang mengandung pertimbangan mengenai pokok perkara 
secara langsung, yang disebut ratio decidendi. Pertimbangan atau alasan yang 
secara langsung mengenai pokok perkara, yaitu kaidah hukum yang merupakan 
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 Edy Wibowo, Mengapa Putusan Pemidanaan Hakim Cenderung Lebih Ringan daripada 
Tuntutan, Majalah Hukum Varia Peradilan Edisi No. 257 Bulan April 2007, Ikahi, Jakarta, 2007, 
38  
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 Ibid., 38. 
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 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, (Yogyakarta: Liberty 
Yogyakarta, 2007), 54. 
 


































B. Judicial Review Undang-undang Terhadap Undang-undang Dasar 
Pengertian Judicial Review ketika dilihat dari hasil perkembangan modern 
tentang sistem pemerinahan demokratis saat ini, yaitu yang didasarkan pada ide-
ide negara hukum (rule of law), prinsip pemisahan kekuasaan (sparation of 
power), serta perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia (the protection of 
fundamental rights).
12
 Pengujian peraturan perundang-undangan, juga dapat 
dibagai berdasarkan subyek yang melakukan pengujian, yaitu obyek peraturan 
yang diuji, dan waktu pengujian. Dilihat dari subyek yang melakukan pengujian, 
pengujian dapat dilakukan oleh hakim (toetsingsrecht van de rechter atau judicial 
review), pengujian oleh lembaga legislatif (legislative review), maupun pengujian 
oleh lembaga eksekutif (executive riview).
13
 
Negara Indonesia mengatur ketiga pengujian tersebut, yakni yang dilakukan 
pengujian oleh hakim (toetsingsrecht van de rechter atau judicial review) diatur 
baik sebelum dan sesudah perubahan UUD 1945. Pengaturan mengenai pengujian 
peraturan perundang-undangan ini, yaitu pada masa berlakunya UUD 1945. 
Pertama kali diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang 
Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang mengatur pengujian 
terhadap peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang dan terhadap 
undang-undang merupakan kewenangan Mahkamah Agung.  
Setelah perubahan Undang-undang Dasar 1945, kewenangan pengujian 
peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, 
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 Herbert Hausmaninger, The Austrian Legal Sistem, Wien, 2003, 139 dalm Jimly Asshiddiqie, 
2010, Model-model Pengujian Konstitutional di Berbagai Negara, (Jakarta: Sinar Graika), 8. 
13
 Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Hukum Acara 
, (Jakarta, Cetakan pertama, agustus 2010), 82. 
 


































Tetap merupakan kewenangan Mahkamah Agung, sedangkan pengujian undang-
undang terhadap UUD merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. 
Pengujian Undang-undang oleh Lembaga legislatif (legislatife review), 
dilakukan dalam kapasitas sebagai lembaga yang membentuk dan membahas serta 
menyetujui UU bersama Presiden. Sebelum perubahan UUD 1945, pengujuan UU 
terhadap UUD berada ditangan MPR yang berdasarkan Ketetapan MPR RI 
Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum Tata Urutan Peraturan Perundang-
undangan. Alasan mengapa Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji 
hanya terhadap peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap 
undang-undang pada masa sebelum perubahan UUD 1945. Menurut Padmo 
Wahjono didasarkan pada pemikirannya, bahwa UU sebagai konstruksi yuridis 
yang maksimal untuk mencerminkan kekuasaan tertinggi pada rakyat, sebaiknya 
diuji atau diganti atau diubah oleh yang berwenang membuatnya, yaitu DPR. 
Berdasarkan pada praktik kenegaraan yang pernah berlaku.
14
  
Sebgaimana pengujian oleh lembaga legislatif (legislative review), yang 
dilakukan dalam kapasitas sebagai lembaga yang membentuk dan membahas serta 
menyetujui UU bersama dengan Presiden. Pengujian oleh lembaga eksekutif 
(executive review) adalah dalam pengujian Peraturan Daerah (Perda). Untuk 
melaksanakn pemerintahan daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah 
atau dalam pemerintah daerah dan DPRD membentuk Perda, yang akan 
ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. 
Berdasarkan Pasal 136 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 
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pemerintah dapat membatalkan Perda yang bertentangan dengan kepentingan 
umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan keputusan 
pembatalan Perda ditetapkan dalam Peraturan Presiden. 
Analisis mendalam sangat diperlukan, jika mengkaji pengujian peraturan 
dari segi obyeknya. Karena harus memperhatikan sistem hukum yang akan 
digunakan, sistem pemerintahan, dan sejarah ketatanegaraan dari sebuah negara. 
Sehingga sangat mungkin terdapat khas pada negara tertentu. Dengan demikian, 
dilihat dari obyek yang diuji. Maka peraturan perundang-undangan yang diuji 
terbagi atas : 
a. Seluruh peraturan perundang-undangan (legislative acts dan executive 
acts) dan tindakan administratif (administrative action) terhadap UUD 
diuji oleh hakim pada seluruh jenjang peradilan. Pengujian dengan obyek 
seperti ini, dilakukan dalam kasus yang kongkrit, dan secara umum 
dilakukan pada negara yang menggunakan common law system.
15
 
Sedangkan secara umum, istilah yang digunakan adalah judicial review. 
Akan tetapi, perlu diperhatikan lagi penggunaan istilah itu pada negara-
negara yang menggunakan sistem hukum civil law system. 
b. UU terhadap UUD yang diuji oleh hakim-hakim pada Mahkamah 
Konstitusi (Constitutional Court), sedangkan peraturan perundang-
undangan dibawah UU terhadap UU diuji oleh hakim-hakim di 
Mahkamah Agung (supreme court). Pengujian dengan pembagian obyek 
seperti ini, biasanya secara umum tidak dilakukan dalam kasus yang 
kongrit, dan secara umum dilakukan pada negara yang menggunakan 
sistem hukum civil law. Jimly Asshiddiqie membedakan jika pengujian 
itu dilakukan terhadap norma hukum yang bersifat abstrak dan umum 
(general and abstrack norms) secara a posteriori, maka pengujian itu 
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 Black’s Law, judicial review diartikan sebagai: power of courts to review decisions of another 
departement or level of government. “Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary with 
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dapat disebut sebagai judicial review. Akan tetapi, jika ukuran pengujian 
itu dilakukan dengan menggunakan konstitusi sebagai alat pengukur, 
maka kegiatan pengujian semacam itu dapat disebut sebagai 
constitutional review atau pengujian konstitusioanl, yaitu pengujian 
mengenai konstitusionalitas dari norma hukum yang sedang diuji 
(judicial review on the constitutionality of law). 
 
Arti kata constitutional review, merupakan hasil dari perkembangan gagasan 
modern tentang sistem pemerintahan demokratis. Yang sebelumnya sudah 
dijelaskan didasarkan atas ide-ide Negara hukum (rulr of law), yaitu tentang  
prinsip pemisahan kekuasaan (sparation of powers), serta perlindungan dan 
pemajuan hak asasi manusia (the protection of fundamental rights). Dengan 
demikian, dalam sistem constitusional review tercakup dua tugas pokok, yaitu: (1) 
untuk menjamin pertimbangan sistem demokrasi dalam hubungan perimbangan 
peran antara cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisial, dalam kerangka 
mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh suatu cabang kekuasaan negara. (2) 
untuk di masing-masing negara, untuk menegakkan konstitusi sebgai barometer 
penyelenggaraan kegiatan bernegara.
16
 Namun demikian, disetiap negara konsep 
judicil review berbeda-beda cakupan pengertiannya satu sama lain. Pengertian 
istilah-istilah itu juga tidak boleh diidentikkan antara satu negara dengan negara 
yang lain seperti: Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Australia. Meskipun sama-
sama menggunakan bahasa Inggris , tetapi sitem konstitusi dan sistem pengujian 
konstitusionalitasnya berbeda-beda satu sama lain.
17
   
Negara hukum senatiasa meletakkan jaminan hak-hak asasi manusia warga 
negara sebagai tujuan utamanya. Dalam penyelenggaraan ketatanegaraan yang 
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 Jimly Asshiddiqie dalam pengantar Mahkamah Konstitusi Kompilasi Konstitusi Undang-undang 
dan Peraturan di 78 Negara, Pusat Studi Hukum tata Negara, Universitas Indonesia, 2003, 10-11. 
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harus bersumber dari konstitusi sebagai hukum dasar. Mekanisme kontrol 
terhadap norma-norma hukum tersebut agar pembuatan dan substansi normanya 
tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi. Menurut Ph. 
Klentjes sebagaimana dikutip oleh Sri Soemanto, hak menguji terdapat dua 
macam pengujian, yaitu : (1) hak menguji formil (formale toetsingsrecht) dan (b) 
hak menguji materiil (materiele toetsingsrecht). Selanjutnya dikatakan bahwa hak 
menguji formil adalah wewenang menilai apakah produk legislatif terjelma 
melalui cara-cara (prosedur) yang benar atau tidak. Sedangkan hak menguji 
materiil adalah suatu wewenang untuk menilai apakah suatu kekuasaan tertentu 
(verordende macht) berhak mengeluarkan suatu aturan tertentu.
18
 
Ketentuan UUD 1945 dan Undang-undang Mahkamah Konstitusi tidak 
mengatur secara jelas dan rinci dalam menilai dan menentukan pertentangan 
norma hukum, baik secara materiil maupun secara formil. Dalam pandangan M. 
Fajrul Falaakh bahwa paengaturan yang singkat dalam UUD 1945 terkait tidak 
diaturnya ketentuan Undang-undang dapat diuji secara materiil dan formil 




C. Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi  
1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 
Mahkamah Konsttusi untuk menjalankan kekuasaan kehakimannya yang 
merdeka, demi untuk menyelenggarakan peradilan. Guna untuk menegakkan 
hukum dan keadilan didalam masyarakat. Mahkamah konstitusi dibentuk untuk 
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 Ph Klentjes sebagaimana dikutip ileh Sri Soemantri, 6. 
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menjamin konstitusi sebagai hukum tertinggi Negara agar dapat ditegakkan, 
sehingga mahkamah konstitusi disebut sebagai the guardian of the constitution. 
Negara Indonesia merupakan Negara yang ke-75 memiliki lembaga pengadilan, 
yaitu pengadilan konstitutusionalitas yang diberikan kewenangan untuk menguji 
materiil sebuah undang-undang.
20
 Sedangkan di Negara Amerika Serikat 
merupakan negara yang pertama kali memperkenalkan fungsi pengadilan, yakni 
pengadilan konstitusionalitas dengan kasus terkenal pada waktu itu, yaitu kasus 
Marbury versus Maldson pada tahun 1803.
21
 Ketua mahkamah agung Amerika 
Serikat pada saat itu, yaitu John Marsall
22
 . John Marsall adalah orang pertama 
kali menafsirkan konstitusi untuk membatalkan undang-undang, yang sebelumnya 
telah disahkan oleh Kongres Amerika konstitusi Amerika Serikat. Oleh karena itu, 
dalam kasus tersebut dapat dipandang sebagai judicial interpetation. Yakni 
perubahan konstitusi melalui penafsiran hakim atau pengadilan. 
Kedudukan Mahkamah Konstitusi di negara Indonesia ini, setingkat atau 
sederajat dengan Mahkamah Agung. Yaitu sebagai kekuasaan kehakiman yang 
merdeka dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
23
 Dalam menjalankan 
kewenangan tugasnya dan termasuk didalamnya adalah menguji undang-undang 
terhadap undang-undang dasar. Mahkamah Konstitusi juga melakukan penafsiran 
konstitusi, sehingga Mahkamah Konstitusi juga disebut The Sole Interpreter of the 
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Constitution. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga penafsir tunggal dalam 
sebuah konstitusi, jadi banyak hal yang harus dilakukan untuk mengadili suatu 
perkara. Diantaranya menimbulkan kekuasaan lain dalam kedudukan berhadap-
hadapan, terutama terhadap lembaga legislatif dimana putusannya ketika di-
review. Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, 
adalah sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi yudisial dengan 
kompetensi obyek perkara ketatanegaraan.  
Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Negara Indonesia, dipahami sebagai 
pengawal konstitusi untuk memperkuat dasar-dasar konstitusionalisme. Yakni  
dalam Undang-undang dasar 1945. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu 
kekuasaan kehakiman yang diharapkan banyak orang, agar mampu 
mengembalikan citra lembaga peradilan di Indonesia sebagai kekuasaan 
kehakiman yang merdeka, yang dapat dipercaya dalam menegakkan hukum dan 
keadilan dalam putusannya. 
Wewenang  dan kewajiban Mahkamah Konstitusi sendiri adalah keadilan 
substantif dan prinsip-prinsip good governance. Selain itu, dalam teori-teori 
hukum juga memperkuat keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga 
negara dalam mengawal dan menafsirkan sebuah konstitusi. Kehadiran 
Mahkamah Konstitusi beserta segala wewenang dan kewajibannya, dinilai telah 
merubah jalan pada suatu aliran politik, yaitu parlemen (parliamentary 
supremacy) dan menggantikan dengan ajaran supremasi konstitusi.
24
  Keadilan 
substantive (substantive justice) dalam konstitusi, merupakan bagian untuk tidak 
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dalam Jurnal Konstitusi Volume 7 Nomor 3 Juni 2010, Sekretarian Jenderal dan Kepaniteraan 
Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 97. 
 


































mengarahkan pada persamaan, melainkan bagian yang berpihak pada yang benar. 
Dalam penerapan keadilan substanti, pihak yang benar akan mendapat 
kemenangan sesuai dengan bukti-bukti akan kebenarannya. Teori-teori yang 
menjadi dasar pentingnya reformasi konstitusi dan menjadi dasar wewenang serta 
kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah teori kedaulatan negara, teori konstitusi, 
teori negara hukum demokrasi, teori kesejahteraan, teori keadilan, dan teori 
kepastian hukum. 
Dasar yuridis kewewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu berasal dari 
Undang-undang Dasar 1945 dalam pasal 7A, pasal 7B, pasal 24C dan dijabarkan 
dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 atas perubahan Nomor 8 Tahun 
2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam perorangan, kesatuan masyarakat adat 
istiadat sepanjang orang tersebut masih hidup, partai politik, ataupun pemerintah 
dan Dewan Perwakilan Rakyat. Jika hak dan/atau wewenang konstitusionalnya 
dirugikan, dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Pasal 24C 
ayat (1) dan ayat (2) menggarisbawahi tentang wewenang dan kewajiban 
Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:  
a. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan 
terakhir. Yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang 
terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga 
Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus 
pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil 
pemilu.  
b. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan 
Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau 
Wakil Presiden menurut UUD. 
 
Wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut, secara khusus diatur lagi dalam 
pasal 10 Undang-undang Mahkamah Konstitusi secara detail. Diantaranya: 
 


































a. Menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945. 
b. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya 
diberikan oleh UUD 1945. 
c. Memutus pembubaran partai poliik. 
d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu. 
 
Sebagai organ dalam lembaga konstitusi, Mahkamah Konstitusi didesain 
untuk menjadi pengawal dan penafsir sebuah undang-undang dasar melalui 
putusan-putusannya. Dalam menjalankan konstitusionalnya atau kewenangannya, 
Mahkamah Konstitusi berupaya mewujudkan tegaknya konstitusi. Dalam rangka 
mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi, demi kehidupan berbangsa dan 
bernegara yang bermartabat. Selain itu, Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan 
kekuasaan kehakiman yang diembannya. Dilakukan secara merdeka dan benar-
benar bertanggung jawab sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 
Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugasnya, membukakan pintu 
yang sangat lebar untuk menerima permohonan atau gugatan dari masyarakat, 
dimana masyarakat yang merasa hak-haknya dan kewenangan konstitusionalnya 
dilanggar akibat berlakunya suatu undang-undang. Kerugian hak dan/atau 
kewenangan konstitusional telah diatur dalam pasal 51 ayat (1) UU MK dan harus 
terpenuhi sesuai dengan syarat-syarat sebagai berikut: 
a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang 
diberikan oleh UUD 1945. 
b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah 
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.  
c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat 
spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang 
menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. 
d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian yang 
dimaksud, yaitu dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan 
pengujian. 
 


































e. Adanya kemungkinan, bahwa dengan dikabulkannya permohonan. Maka 
kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi. 
 
Sebuah konstitusi, telah menjamin sebagai hukum tertinggi yang dapat 
ditegakkan sebagaimana mestinya, dalam menjalankan fungsi dan tugasnya 
sebagai pengawal konstitusi, sebagai penafsir tunggal atas konstitusi. Mahkamah 
Konstitusi dalam perkembangannya, oleh sebagian peneliti hukum dikhawatirkan 
akan menjadi lembaga yang memiliki kewenangan super body atau lembaga 
negara yang tidak diawasi. Khususnya, dalam menyelesaikan perkara terkait 
dengan kewenangan yang melekat pada dirinya. Mahkamah Konstitusi secara 
sepihak bisa menafsirkan Undang-undang Dasar tanpa dapat dipersoalkan lagi. 
Selain itu, putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi bersifat final dan 
mengikat. Sehingga ketika ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dengan 
putusan Mahkamah Konstitusi, tidak bisa melakukan upaya hukum yang lain. 
Kecuali ada bukti-bukti permohonan yang beralasan. 
2. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi 
Hukum Acara dalam Mahkamah Konstitusi ini, memberikan pengertian 
bahwa Hukum Acara Mahkamah Konstitusi sebagai hukum yang mengatur 
prosedur dan tata cara pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah 
Konstitusi itu sendiri.
25
 Dalam hal ini, Mahkamah Konstiti mengemukakan: 
a. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi adalah hukum formil yang 
berfungsi untuk menegakkan hukum materiilnya, yaitu bagian dari 
hukum konstitusi yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi. 
b. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi memiliki karakteristik khusus, 
karena hukum materiil yang hendak ditegakkan tidak merujuk pada 
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 Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan 
Kepaniteraan MKRI, 2010), 13. 
 


































undang-undang atau Kitab undang-undang tertentu, melainkan konstitusi 




Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, 
yaitu hukum acara MK yang bersifat umum dan bersifat khusus. Diantara perkara-
perkara yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai hukum acara 
yang berlaku secara umum, yaitu meliputi tentang hukum acara pengujian 
undang-undang, hukum acara perselisihan hasil pemilihan umum, hukum acara 
sengketa kewenangan lembaga negara, hukum acara pembubaran partai politik, 
dan hukum acara memutus pendapat dpr mengenai dugaan pelanggaran hukum 
presiden dan/atau wakil presiden. 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang berlaku secara umum ini, telah 
dijabarkan dalam Undang-Undang. Yaitu didalam undang-undang tentang 
Mahkamah Konstitusi dan pada sejumlah Peraturan Mahkamah Konstitusi. 
Diantaranya yakni: 
a. Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 04 tahun 2017 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang 
Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan 
Keterangan Pihak Terkait. 
b. Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Persidangan Mahkamah Konstitusi. 
c. Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Tata 
Tertib Persidangan. 
d. Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman 
Pengajuan Permohonan Elektronik  (Electronic Filing) dan Pemeriksaan 
Persidangan Jarak Jauh (Video Conference).  
e. Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 11/PMK/2006 tentang Pedoman 
Administrsi yustisial Mahkamah Konstitusi. 
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 im Penyusun, Hukum Acara ..., 2010,  Ibid.,  14. 
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 Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan pengaturan, sebagaimana ditentukan Pasal 86 UU 
24/2003, “Mahkamah Konstitusi dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi 
kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya menurut  UndangUndang ini.” Di dalam 
 



































Hukum Acara MK yang berlaku secara khusus yang berkenaan dengan 
kompetensi MK, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 
1945. Bahwa kompetensi Mahkamah Konstitusi mencakup hal-hal yang 
berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya 
bersifat final. Yaitu untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 
Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya 
diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan 
memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu, Mahkamah 
Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat 
mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut 
Undang-Undang Dasar. 
Hukum acara Mahkamah konstitusi yang bersifat khusus, yaitu hanya 
berlaku khusus untuk masing-masing kewenangan MK. Maka sesuai Pasal 86 
undang-undang MK dan diterbitkanlah PMK (peraturan mahkamah konstitusi) 
tentang prosedur acara untuk setiap kewenangan MK. Dalam hal ini terjadi diatur 
dalam Bab VI (enam) tentang ketentuan lain-lain yang berbunyi bahwa, MK dapat 
mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas 




                                                                                                                                                               
praktiknya produk kewenangan pengaturan ini disebut Peraturan Mahkamah Konstitusi. Peraturan 
yang dkeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi ini diakui keberadaannya sebagai Peraturan 
Perundang-undangan sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih 
tinggi atau berdasar kewenangannya (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). 
 


































3. Asas-asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi 
Dalam asas-asas hukum beracara di mahkamah konstitusi yaitu nilai-nilai 
yang melandasi norma-norma hukum (kaidah-kaidah hukum), atau nilai-nilai 
yang melandasi aturan-aturan hukum.
28
 Dengan katalain, asas-asas hukum 
beracara di mahkamah konstitusi adalah nilai-nilai yang mendasari tindakan 
pengaturan atau yang mendasari penyelenggaraan kekuasaan legislasi. Kekuasan 
yang dimaksud, yaitu yang terdapat di dalam negara tidak saja legislasi atau 
perundang-undangan, tapi juga penyelenggaraan kekuasaan eksekutif dan 
penyelengaraan kekuasaan kehakiman atau peradilan. Sehingga, dapat difahami 
adanya asas-asas penyelengaraan kekuasaan kehakiman atau peradilan. 
Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi memberikan pengertian 
tentang asas dalam konteks Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, kemudian 
dirinci sebagai berikut: 
a. Asas adalah prinsip-prinsip dasar yang bersifat umum sebagai panduan, 
atau bahkan ruh dalam penyelenggaraan peradilan konstitusi. 
b. Asas diperlukan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan peradilan itu 
sendiri, yaitu tegaknya hukum dan keadilan.Khususnya supremasi 
konstitusi dan perlindungan hak konstitusional warga negara. 
c. Asas-asas tersebut harus dijabarkan dan dimanifestasikan baik di dalam 
peraturan maupun praktik hukum acara. 
d. Dengan sendirinya, asas Hukum Acara MK menjadi pedoman dan 
prinsip yang memandu hakim dalam menyelenggarakan peradilan serta 





Sebagaimana proses peradilan pada umumnya, didalam peradilan 
Mahkamah Konstitusi terdapat asas-asas. Yaitu yang bersifat umum untuk semua 
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 Gede Marhaendra Wija Atmaja, Politik Pluralisme Hukum: Arah Pengakuan Kesatuan 
Masyarakat Hukum Adat dengan Peraturan Daerah, (Denpasar: Penerbit: PT. Percetakan Bali, 
2016),  62. 
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 Tim Penyusun, 2010, Hukum Acara ..., Ibid., 15. 
 


































peradilan maupun yang khusus sesuai dengan karakteristik peradilan Mahkamah 
Konstitusi. Maruarar Siahaan, salah satu hakim konstitusi periode pertama. 
Mengemukakan 6 (enam) asas dalam peradilan Mahkamah Konstitusi, 
diantaranya: pertama, ius curia novit; kedua, Persidangan terbuka untuk umum; 
ketiga, Independen dan imparsial; keempat, Peradilan dilaksanakan secara cepat, 
sederhana, dan biaya ringan; kelima, Hak untuk didengar secara seimbang (audi et 
alteram partem); dan keenam, Hakim aktif dan juga pasif dalam persidangan.
30
 
Dalam hal ini, tim penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi menambahkan 
satu asas lagi. Yaitu asas Praduga Keabsahan (praesumptio iustae causa).
31
  
Asas-asas tersebut, merupakan asas-asas yang bersifat umum untuk semua 
peradilan maupun yang khusus sesuai dengan karakteristik peradilan konstitusi 
yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi, yakni menegkkan hukum dan 
keadilan. Khususnya supremasi konstitusi dan perlindungan hak konstitusional 
warga negara. Intinya, dalam menjalankan tugasnya, mahkamah konstitusi harus  
menegakkan hukum konstitusi sebagai hukum materiil yang berada di ranah 
hukum publik. 
Asas-asas yang bersifat umum untuk semua peradilan, yang berlaku juga 
untuk peradilan konstitusi dan dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi. Dimana 
asas-asas yang khusus, sesuai dengan karakteristik peradilan konstitusi yang 
dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi, yakni menegakkan hukum konstitusi 
sebagai hukum materiil yang berada di ranah hukum publik.  
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 Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, (Jakarta: Konstitusi 






































Demikian juga, dengan asas khusus yang berlaku dalam peradilan 
konstitusi, yakni: Asas praduga rechtmatig (vermoeden van rechtmatigheid atau 
praesumptio iustae causa). Terdapat dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor  48 Tahun  2009  Tentang Kekuasaan Kehakiman, 
selanjutnya disebut UU 48/2009 yaitu pengadilan dilarang menolak untuk 
memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih 
bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan 
mengadilinya. Ada asas pembuktian bebas. 
Asas keaktifan hakim (dominus litis). Dalam asas tersebut, Maruarar 
Siahaan menjelaskan, bahwa seorang hakim harus pasif dan juga aktif dalam 
proses persidangan.
32
 Dimana hakim pasif, yaitu hakim dalam arti tidak mencari-
cari perkara, hakim tidak akan memeriksa, mengadili, dan memutus sesuatu 
sebelum disampaikan oleh pemohon ke pengadilan. Hal ini merupakan prinsip 
universal lembaga peradilan. 
Asas putusan pengadilan, yaitu mempunyai kekuatan mengikat yang erga 
omnes. Asas putusan pengadilan bersifat erga omne ini, bermakna putusan 
pengadilan tersebut berlaku bagi semua orang, tidak hanya bagi pihak yang  
berperkara dalam bidang hukum, hak atau kewajiban saja, tetapi terhadap 
semuanya. Begitu juga, putusan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan 
yang mengadili perkara yang menyangkut kepentingan umum, juga harus berlaku 
erga omnes. Ketentuan-ketentuan yang dimaksud untuk menunjukkan asas yang 
dianutnya, yaitu asas erga omnes terdapat dalam Pasal 10 ayat (1) UU 24/2003 
                                                          
32
 Maruarar Siahaan, Hukum Acara ..., Ibid.,  76. 
 


































yang menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada 
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Penjelasan Pasal 10 
ayat (1) UU 24/2003 juga  menjelaskan, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi 
bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh 
kekuatan hukum tetap. Sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat 
ditempuh. Dan juga ada asas putusan pengadilan ultra petita. 
 
D. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak Di Indonesia 
Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, yakni 
Norma konkret penjabaran Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, legal policy terbuka 
yang didelegasikan oleh Pasal 6A ayat (5) UUD 1945, dan tata cara pilpres 
berdasarkan pasal 22E ayat (6) UUD 1945 sebagai kebijakan legislasi dan 
kebijakan thershold yang didelegasikan dalam pelaksanaan pemilu. Tidak ada 
korelasi logis dengan pemilu yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, 
jujur, dan adil. Karena dengan syarat tersebut berarti proses demokrasi dengan 
mengesampingkan segala perdebatan yang terjadi tentang formalitas maupun 
substansi putusan dikaitkan dengan tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi 
yang telah dieksploitasi dalm tulisan ini, seperti yang sudah diampaikan diawal 
dalam tulisan ini, bahwa kita harus menerima putusan Mahkamah Konstitusi 
sabgai final and binding dan menerima Mahkamah Konstitusi sebagai the sole 
interpreter of the constitution. 
Dalam gugatan uji materi konstitusionalitas dalam Pasal 3 ayat (5)  dan 
Pasal 9 Undang-undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan 
 


































Wakil Presiden terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. Adapun mengenai pemohon. Terdapat tiga pemohon, diantaranya: 
a. Pemohon I (Saurip Kadi). 
b. Pemohon II (Partai Bulan Bintang). 
c. Pemohon III (Partai HANURA, Partai Demokrasi Pembaruan, Partai 
Indonesia Sejahtera, Partai Buruh, Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai 
Republik Nusantara). 
 
Dalam konklusinya, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan Pasal 3 ayat 
(5) dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Peilihan Presiden 
dan Wakil Presiden tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 serta dalil-dalil permohonan para pemohon tidak 
beralasan. 
Dalam amar putusannya menyatakan dengan Mengingat Undang-undang 
Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 dan Pasal 56 ayat (5) Undang-
undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran 43 
Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4316). Amar Putusan tersebut: 
No. Substansi Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 
1. Permohonan Pengjian Pasal  3 ayat (5) dan Pasal 9 UU 
42/2008 dianggap brtentangan dengan Pasal 
22E ayat (2) juncto Pasal 6A ayat (2) UUD 
1945. 
2. Alasan Pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan 
wakil presiden tidak serentak dengan 
pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD 
bertentangan dengan ketentuan Pasal 22E 
ayat (2) juncto Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. 
3. Pertimbangan Hukum Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 merupakan 
cara atau persoalan prosedural melihat 
kebiasaan (Konvensi Ketatanegaran). 
Sedangkan Pasal 9 UU 42/2008 tercantum 
kebijakan thershold mengingat Pasal 22E 
ayat (6) UUD 1945 sebagai kebijakan 
 


































legislasi yang didelegasikan dalam 
pelaksanaan pemilu adalah sah dan 
konstitusional sebagai dasar kebijakan 
thershold yang diamanatkan dalam UUD 
1945.  
4. Posita 1. Bahwa yang menjadi fokus perhatian 
Pemohon adalah salah satu persyaratan 
menjadi Calon Presiden dan Wakil 
Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 
9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 
tentang Pemilihan Umum Presiden dan 
Wakil Presiden, Lembaran Negara 
Nomor 4294; 
2. Bahwa mengenai salah satu persyaratan 
menjadi Calon Presiden dan Wakil 
Presiden, Undang-Undang  Nomor 9 
Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden 
dalam pasal 9. 
3. Bahwa ketentuan tersebut menurut 
Pemohon bertentangan dengan UUD 
1945, terutama pasal-pasal sebagai 
berikut: Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat 
(1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 27 ayat (1), 
Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), 
Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2), 
Pasal 28I ayat (5). 
4. Partisipasi Politik dan Hak Asasi Manusia 
yang Dipersempit 
5. Petitum 1. Mengabulkan permohonan Pemohon 
untuk seluruhnya. 
2. Menyatakan: Pasal 9 berbunyi: bahwa 
pasangan calon diusulkan oleh partai 
politik atau gabungan partai politik 
peserta Pemilu yang memenuhi 
persyaratan perolehan kursi paling 
sedikit 20 % (dua puluh persen) dari 
jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat, 
atau memperoleh 25 % (dua puluh lima 
persen) dari suara sah nasional. Dalam 
Pemilu Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat sebelum pelaksanaan Pemilu 
Presiden dan Wakil Presiden. Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang 
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 
Presiden bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik 
 


































Indonesia Tahun 1945, terutama dalam 
Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 
6A ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C 
ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D 
ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) dan ayat 
(5). 
3. Dalam Pasal 9 berbunyi: Pasangan calon 
diusulkan oleh partai politik, atau 
gabungan partai politik peserta Pemilu 
yang memenuhi persyaratan  perolehan 
kursi paling sedikit 20 % (dua puluh 
persen) dari jumlah kursi   Dewan  
Perwakilan  Rakyat atau memperoleh 25 
% (dua puluh lima persen) dari suara sah 
nasional.Dalam Pemilu anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat sebelum pelaksanaan 
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. 
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 
tentang Pemilihan Presiden dan Wakil 
Presiden, tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat. 
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, 
maka kami mohon keadilan yang seadil-
adilnya (suum cuique tribuere). 
6. Amar Putusan Hakim MK Dalam pasal 3 ayat (5) dan pasal 9 tidak 
bertentangan dengan UUD. Dalil 
permohonan tersebut tidak beralasan. 
7. Mahkamah Mengadilinya Menyatakan, menolak permohonan 
Pemohon I oleh Saurip Kadi, Pemohon II 
dari Partai Bulan Bintang, dan para 
Pemohon III dari Partai Hati Nurani Rakyat, 
Partai Demokrasi Pembaruan, Partai 
Indonesia Sejahtera, Partai Buruh, Partai 
Peduli Rakyat Nasional, dan Partai 
Republika Nusantara, untuk seluruhnya. 
 
Gugatan uji materi dalam putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 terhadap 
Undang-undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan 
Wakil Presiden sebagaimana dimaksud, yakni diajukan oleh Effendi Gazali. 
Adapun muatan pasal yang dilakukan pengujian, adalah Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, 
Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112. 
 


































Dalam hal ini, mahkamah konstitusi sebagai lembaga negara yang 
berwenang untuk melakukan uji materi (contitutional review) suatu Undang-
undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Untuk memutus uji materiil dari pemohon. Mengacu dari dokumen hukum, yakni  
berupa Putusan mahkamah konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menjadi 
salah satu pertimbangan pemohon didasarkan pada kerangka action-research 
pemohon yang akhirnya menyimpulkan, bahwa faktor-faktor yang secara 
signifikan menghambat kemajuan Negara Republik Indonesia. 
Dalam sub-bab konklusi, penilaian Mahkamah Konstitusi diuraikan yang 
berkesimpulan: 
a. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo. 
b. Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk 
mengajukan permohonan a quo. 
c. Dalil pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. 
 
Konklusi tersebut, yakni berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 
tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226 ), dan 
Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 
Amar putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK Nomor 
14/PUU/XI/2013, menyebutkan: 
 


































a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Yakni dalam pasal: 
1.1 Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan 
pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan 
Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4924) bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan dalam 
1.2 Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan 
Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan 
Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4924)  tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat. 
b. Amar putusan dalam angka 1 tersebut di atas, berlaku untuk 
penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum 
seterusnya. 
c. Menolak permohonan Pemohon, untuk selain dan selebihnya. 
d. Memerintahkan pemuatan putusan ini, dalam Berita Negara Republik 
Indonesia sebagaimana mestinya. 
 
No. Substansi Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 
1. Permohonan Pengujian dalam Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, 
Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat 
(2), dan Pasal 112 UU 42/2008 yang  
dianggap bertentangan dengan Pasal 4 ayat 
(1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1) 
dan ayat (2), Pasl 27 ayat (1), Pasal 28D 
ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 
ayat (4) UUD 1945.  
2. Alasan MK Alasan konstitusional baru dan yang 
berbeda, yaitu Hak warga negara untuk 
memilih secara cerdas dan efisien pada 
pemilihan umum serentak. Yang 
diamanatkan pada Pasal 22E ayat (1) dan 
ayat (2).  
3. Pertimbangan Hukum Dalam pengujian putusan Nomor 51-52-
59/PUU-VI/2008, pada pasal 3 merupakan 
kebiasaan atau Konvensi Ketatanegaraan 
yang merupakan penafsiran hakim saat 
putusan dijatuhkan. Praktik ketatanegaraan, 
tidak dapat menjadi norma konstitusional 
untuk menentukan konstitusionalitas norma 
dalam pengujian Undang-undang. Kekuatan 
mengikat, yakni dari praktik ketatanegaraan 
tidak lebih dari keterikatan secara moral. 
 


































Sedangkan pada Pasal 12 ayat (1) dan ayat 
(2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasl 112 UU 
42/2008, menurut Mahkamah karena pasal-
pasal tersebut merupakan prosedur lanjutan. 
Yakni dari pasal 3 ayat (5) UU 42/2008, 
maka seluruh pertimbangan mengenai Pasal 
3 ayat (5) UU 42/2008 adalah mutatis 
mutandis yang menjadi pertimbangan pula 
terhadap pasal-pasal tersebut.  
4. Posita putusan MK Nomor 
14/PUU-XI/2013 
Dalam tahapan Pemilihan Umum 2014 telah 
berjalan dan beberapa bulan lagi akan 
menjelang tahap pengusulan nama-nama 
calon Legislatif, dalam kerangka 
pelaksanaan Pemilihan Umum Tidak 
Serentak yang masih melanjutkan praktek 
yang bertentangan dengan Konstitusi serta 
Original Intent. Penyusun Konstitusi atau 
perubahan Undang-Undang Dasar, maka 
Pemohon memohon agar kiranya 
Mahkamah Konstitusi memberikan prioritas 
berkenan untuk memeriksa, memutus dan 
mengadili perkara ini dalam waktu yang 
tidak terlalu lama. Agar pelaksanaan Pemilu 
yang dimaksud segera mendapat kepastian 
hukum. Bersamaan dengan hal itu, hasil 
riset awal yang dilakukan pemohon, di 
antaranya yaitu wawancara dengan beberapa 
Komisaris Komisi Pemilihan Umum, 
dengan memperlihatkan bahwa KPU siap 
melaksanakan Pemilu lima tahun sekali atau 
Serentak atau Pemilu Lima Kotak sesuai 
dengan Konstitusi, di tahun 2014. 
5. Petitum putusan MK 
Nomor 14/PUU-XI/2013 
1. Mengabulkan permohonan yang 
dimohonkan oleh pemohon untuk 
seluruhnya. 
2. Menyatakan bahwa dalam pasal 3 ayat  
(5), Pasal 9, Pasal 12 ayat  (1) dan  (2), 
Pasal 14 ayat  (2) dan Pasal 112 Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang 
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 
Presiden, (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4924). Bertentangan 
dengan  Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 
 


































3. Menyatakan dalam pasal 3 ayat  (5), 
Pasal 9, Pasal 12 ayat  (1) dan (2), Pasal 
14 ayat (2) dan Pasal 112 Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang 
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 
Presiden, (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4924), tidak 
mempunyai kekuatan hukum yang  
mengikat. 
4. Memerintahkan untuk pemuatan putusan 
ini, dalam Berita Negara Republik 
Indonesia sebagaimana mestinya. 
6. Amar Putusan Bahwa mengabulkan permohonan pemohon 
sebagian. Yakni dalam Pasal 3 ayat (5), 
Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat 
(2), dan Pasal 112 dalam UU 42/2008 yang  
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
7. Mahkamah Mengadili 1. Mengabulkan permohonan pemohon 
untuk sebagian. 
2. Amar putusan, dalam angka 1 tersebut di 
atas. Berlaku untuk penyelenggaraan 
pemilihan umum tahun 2019 dan 
pemilihan umum seterusnya. 
3. Menolak permohonan pemohon untuk 
selain dan selebihnya. 
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini, 








































KONSEP HUKUM ISLAM DAN RELEVENSI I RATIO DECIDENDI 
PUTUSAN PERKARA MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 51-52-
59/PUU-VI/2008 DAN PUTUSAN PERKARA NOMOR 14/PUU-XI/2013 
 
A. Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi 
Dalam BAB VI ini, penulis akan menjawab terkait rumusan masalah yang 
sudah penulis paparkan di BAB I. Yaitu terkait bagaimana inkonsistensi ratio 
decidendi hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK nomor 51-52-59/PUU-
VI/2008 dan putusan MK nomor 14/PUU-XI/2013 dan dikaitkan dengan hukum 
Islam yang terkait tentang metode ijtihad hakim dalam memutus sebuah perkara. 
Pasal 24C ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 telah menjelaskan bahwasannya Mahkamah Konstitusi berwenang 
mengadili perkara konstitusi dalam tingkat pertama dan terakhir yang putusannya 
bersifat final. Dimana ketentuan tersebut diatur lebih lanjut di dalam Pasal 10 ayat 
(1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 
Mahkamah Konstitusi mempertegas, dimana sifat final tersebut dengan 
menyatakan. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum 
tetap, setelah diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. 
Berdasarkan dari ketentuan tersebut, maksud dari sifat final telah menunjukkan 
sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) hal yang perlu digarisbawahi, yaitu: 
a. Dimana putusan Mahkamah Konstitusi yang secara langsung memperoleh 
kekuataan hukum. 
b. Jika sudah memperoleh kekuatan hukum, maka keputusan Mahkamah 
Konstitusi memiliki akibat hukum dari semua pihak yang berkaitan dengan 
putusan.  
c. Bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan pengadilan pertama dan terakhir 
dalam peradilan, jadi tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh. 
 


































Sebuah putusan apabila tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh berarti 
telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan 




Dalam hal Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuataan hukum, itu 
dikarenakan putusan Mahkamah Konstitusi berbeda dengan putusan peradilan 
umum, yaitu yang hanya mengikat para pihak berperkara (interparties). Semua 
pihak wajib mematuhi dan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terkait 
dengan Pengujian Undang-undang (PUU). Misalnya, jika MK memutus suatu UU 
bertentangan dengan UUD dan menyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat, 
maka putusan tersebut tidak hanya mengikat bagi pihak yang mengajukan perkara 
di MK, melainkan mengikat juga semua warga negara. Seperti halnya UU 
mengikat secara umum bagi semua warga negara. Atas dasar itu, maka putusan 
Mahkamah Konstitusi bersifat erga omnes.
2
  
Dalam kaitannya jika suatu permohonan pengujian undang-undang dikabulkan 
oleh Mahkamah Konstuitusi, maka tindak lanjut sebagai konsekuensinya. 
Peraturan berupa undang-undang itu akan diubah sebagian, ataupun 
keseluruhannya oleh pihak yang membuat undang-undang.
3
 
Apabila permohonan tidak dapat diterima, maka masih terbuka kemungkinan 
bagi pihak lain untuk mengajukan permohonan pengujian yang sama. Pihak lain 
yang dimaksud adalah orang, kelompok atau badan hukum (natuurlijke persoon 
dan rechtspersoon) yang dinilai memenuhi persyaratan legal standing sebagai 
                                                          
1
 Aspek Keadilan Dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi, jurnal konstitusi volume 11, 
Nomor 1. Maret 2014., 66 
2
 Erga Omnes sering digunakan dalam hukum untuk menjelaskan terminologi kewajiban dan hak 
terhadap semua. 
3
 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 , lihat PS. 56 ayat (2) dan ayat (3). 
 


































pemohon. Serta mampu menunjukkan kerugian konstitusionalnya yang diatur 
dalam Pasal 51 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi dan yurisprudensi. Pengujian undang-undang yang menjadi 
kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji secara konstitusionalitas suatu 
undang-undang, menguji sampai sejauh mana undang-undang yang bersangkutan 
sesuai atau bertentangan (tegengesteld) dengan UUD. Constitutie is de hoogste 
wet,demikian yang telah disampaikan oleh Laica Marzuki. Apabila Mahkamah 
Konstitusi yang suatu undang-undangnya bertentangan dengan Undang-undang 




Dari untaian uraian tersebut, menandakan bahwasannya MK tidak berwenang 
mengganti atau memasukkan norma baru kedalam materi muatan dalam ayat, 
pasal, dan/atau bagian. UU yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 
sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Suatu ketika telah 
diperjelas oleh Jimly Asshiddiqie, pada saat menjabat sebagai ketua Mahkamah 
Konstitusi. Beliau menyatakan, bahwa posisi Mahkamah Konstitusi adalah 
sebagai negative legislator. Yang mempunyai arti, bahwa Mahkamah Konstitusi 
hanya bisa memutus sebuah norma dalam undang-undang yang bertentangan 




Dengan demikian, kewenangan luas yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi 
yaitu bertujuan untuk memberikan jalan hukum untuk mengatasi perkara yang 
                                                          
4
 M. Laica Marzuki, Berjaan-jalan di Ranah Hukum, (Jakarta: Konstitusi Perss, 2005), 84. 
5
 Hukumonline.com, penambahan isi norma dalam UU, Diakses pada tanggal 2 Februari 2021. 
 


































terkait dengan penyelenggaraan negara. Dalam mengambil kebijakan atas putusan 
penyelenggaraan pemilu, tentu saja perlu mempertimbangkan dampak atas 
putusan yang telah dituangkan, salah satunya yaitu kepastian hukum. Jazim 
Hamidi mengatakan mengenai teori kepastian hukum, dimana keputusan itu harus 
ada kepastian. Jadi, suatu keputusan yang telah dikeluarkan tidak boleh dicabut 
secara semena-mena, karena putusan tersebut telah memenuhi pesyaratan formil 
dan materiil, asal penerbitannya itu bukan karena paksaan ataupun kelalaian.
6
 
 Dalam kepastian hukum harus dituangkan dalam membuat suatu putusan. Ini 
merupakan rangka dalam MK untuk menjaga keputusannya, sehingga tidak 
dianggap bentuk dari meredukasi suatu keputusan dengan pertimbangan yang 
tidak matang atau dibilang menggunakan pertimbangan yang asal-asalan. 
Sehingga dalam hal ini, MK perlu memperhatikan kembali setiap kebijakan. 
Selaku negative legislator demi terwujudnya keberlangsungan sitem Hukum Tata 
Negara yang bermartabat. Dalam hal ini, MK lebih mengedepankan keadilan 
substantif, tetapi perlu diperhatikan juga perjalanan sistem hukum yang akan 
terlakasana, bukan mengedepankan orang yang berperkara di MK saja. Tetapi 
lebih melihat kebutuhan hukum dalam harmonisasi penyelenggaraan sebuah 
pemilu. UUD 1945 menyerahkan kewenangan kepada pembentuk undang-
undang, yaitu DPR dan Presiden untuk mengatur tata cara pelaksanaan Pilpres. 
Maka seharusnya pembentuk undang-undang segera melakukan legislative review 
untuk mengatur lebih lanjut mengenai pemilu serentak. 
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 Jazim Hamidi, 2009, lihat juga Duswara Machmudin Dudu, Pengantar Ilmu HukumSebuah 
Sketsa, (Bandung: PT Refika Aditama, 2001), 24  
 


































Berikut perbedaan penyelenggaraan pemilu dalam Putusan Nomor 51-52-
59/PUU-VI/2008 yang diajukan oleh perorangan dan dari lembaga dengan 
Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 yang diajukan oleh perorangan: 
No. Substansi Putusan MK Nomor 51-
52-59/PUU-VI/2008 








perwakilan, yakni tidak 
dilaksanakan dengan 
waktu yang bersamaan. 
Pemilu Presiden dan 
Wakil Presiden dan 
anggota  perwakilan, 
dilaksanakan secara 
serentak atau bersama-




Kebiasaan atau Konvensi 
Ketatanegaraan dan dalam 
Pasal 6A ayat (2) UUD 
1945. 
Mengacu pada original 
intent dalam Pasal 22E 
ayat (2) UUD 1945. 
3. Berlaku Pada penyelenggaraan 
Pemilu 2009. 
Pada penyelenggaraan 
Pemilu 2019 dan 
seterusnya. 
 
1. Penyelenggaraan Pemilu Dalam Putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-
VI/2008 
Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 
tentang konstitusionalitas, dalam Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 9 Undang-undang 
Nomor 42 tahun 2008 menjelaskan. Pada dasarnya dalam hal pemilihan umum 
yang tidak dilaksanakan dalam waktu bersamaan, dan ambang batas (threshold) 
berupa minimal 20% perolehan kursi DPR atau perolehan minimal 25% dari suara 
sah secara nasional. Dalam penanganan permohonan tersebut, majelis hakim 
Mahkamah Konstitusi dalam pandangannya melihat sifat statis hukum, yakni 
dalam menjaga stabilitas dan kepastian hukum untuk melakukan penafsiran yang 
sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 
 


































Konsekuensi yang nyata atas pemisahan pelaksanaan pemilu legislatif dan 
pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang telah dilaksanakan pada tahun 2004. 
Dalam ketentuan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, dimana pemilihan 
umum dilaksanakan setiap lima tahun sekali, yaitu untuk memilih Presiden dan 
Wakil Presdien dan anggota DPR, DPD, DPRD yang dilaksanakan setiap lima 
tahun sekali. Redaksionalnya bukan secara pemilihan umum sekali secara 
bersamaan, akan tetapi logisnya lebih kearah Pemilihan Umum yang dilakukan 
sekali. Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) UUD 
1945, pemilihan umum Pressiden dan Wakil Presiden sulit untuk dilaksanakan 
bersamaan dengan pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD. Karena untuk 
dapat terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan 
suara lebih dari 50% dari jumlah suara pemilih, yaitu dengan sedikitnya 20% 
suara dari setiap provinsi sulit dipenuhi dengan satu kali putaran, jika terdapat dua 
pasang calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik 
peserta pemilu 2009. 
Berakhirnya pada masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dan anggota 
DPR, DD, DPRD tidak bersamaan. Jika pemilihan yang dilakukan bersamaan, 
tentu saja akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintah dan 
pembangaunan daerah. Jika memperhatikan ketentuan dalam Pasal 6A ayat (5) 
juncto Pasal 22E ayat (6) yang menyatakan, bahwa ketentuan lebih lanjut tentang 
Pemilihan Umum diatur dengan undang-undang, maka DPR selaku pembuat 
undang-undang bersama Presiden diberikan kewenangan untuk mengatur lebih 
lanjut kebijakan (legal policy) tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Yang 
 


































tidak dapat diuji kecuali dalam pembahasannya terdapat muatan yang bersifat 
melampui kewenangan atau semena-mena (detournement de pouvoir). 
Mahkamah Konstitusi memperjelas, bahwa terdapat dalam Pasal 3 ayat (5) 
UU 42/2008 atas perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003. Berpendapat 
bahwa hal tersebut merupakan cara atau persoalan prosedural yang dalam 
pelaksanaan sering kali menitikberatkan pada tata urut yang tidak logis atas dasar 
pengalaman yang lazim dilakukan. Pengalaman dan kebiasaan sudah berjalan, 
bahwa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah Pemilu anggota 
DPR, DPD, dan DPRD. Karena pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dilantik 
oleh Majelis Perwakilan Rakyat.
7
 Sehingga dalam Pemilihan Umum DPR dan 
DPD didahulukan untuk dapat dibentuk MPR. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi 
menilai dalam Pasal 9 UU Nomor 42 tahun 2008 menyatakan bahwa : 
“Pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai 
Politik yang memenuhi pesyaratan, yaitu perolehan kursi paling sedikit 20% 
(dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh 
lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR sebelum 
pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan dalam UU 
42/2008 angka 1 Umum mengatakan: Dalam undang-undang ini 
penyelenggaraan Pemilu Presiden dilaksanakan dengan tujuan untuk 
memilih Presiden dan Wakil Presiden, yang memperoleh dukungan kuat 
dari rakyat. Sehingga mampu menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan 
Negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional, sebagaimana 
diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Selain itu, pengaturan terhadap 
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, undang-undang ini juga dimaksudkan 
untuk menegaskan bahwa sistem presidensiil yang kuat dan efektif, dimana 
Presiden dan Wakil Presiden terpilih tidak hanya memperoleh legitimasi 
yang kuat dari rakyat, namun dalam rangka mewujudkan efektivitas 
pemerintahan juga diperlukan basis dukungan dari DPR”. 
 
Ketentuan pengertian yang telah disampaikan, membuktikan syarat 
dukungan partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh 20% (dua 
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 Undang-undang Dasar 1945, lihat Ps. 3 ayat (2). 
 


































puluh persen) kursi di DPR atau 25% (dua puluh lima persen) suara sah nasional 
sebelum pemilihan umum Presiden, dalam hal ini menurut mahkamah yaitu untuk 
dukungan awal. Sedangkan dukungan yang sesungguhnya akan ditentukan oleh 
hasil pemilu Presiden dan wakil Presiden terhadap calon Presiden dan Wakil 
Presiden, selanjutnya akan menjadi Pemerintah sejak awal pencalonannya telah  
didukung oleh rakyat melalui partai politik, yang telah memperoleh dukungan 
tertentu melalui Pemilu. 
Dalam pengetahuan yang saya ketahui, jika Presiden dan Wakil Presiden 
mendapat dukungan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik mayoritas 
yang memperoleh 20% (dua puluh persen) kursi di DPR atau 25% (dua puluh 
lima persen) dari suara sah nasional, tentu akan membantu pemerintah khususnya 
dalam menjalankan roda pemerintahan. Tentu berbeda, jika sebaliknya tanpa 
dukungan partai politik atau gabungan partai politik mayoritas pemegang suara 
tentu sangat memberatkan, yang nantinya jika berbeda pandangan dalam 
menjalankan pemerintahan dan dapat dipastikan akan menghambat pengambilan 
suatu kebijakan. 
Dalam kebiasaan konvensi ketatanegaraan, telah menggantikan ketentuan 
hukum, yaitu suatu hal yang seringkali terjadi baik praktik di Indonesia maupun di 
Negara lain. Atas dasar pandangan hukum tersebut, sangat jelas bahwa nilai-nilai 
yang hendak diwujudkan adalah nilai-nilai keadilan, persamaan, demokrasi, yang 
pelaksanaanya didasarkan atas dasar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, 
dan adil yang tujuannya untuk meningkatkan perbaikan di bidang politik. 
 


































Khususnya dalam pemilihan Presiden, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam 
UU Nomor 42 Tahun 2008. 
2. Penyelenggaraan Pemilu Dalam Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 
Mahkamah Konstitusi dalam putusannya, yaitu Nomor 14/PUU-XI/2013 
pengujian dalam Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 
ayat (2), dan Pasl 112 UU  bahwa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dianggap 
bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 22E ayat (1) dan 
ayat (2) UUD 1945. 
Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi lebih dulu mengemukakan masalah 
konstitusional yang diajukan oleh pemohon, pengujian konstitusionalitas Pasal 3 
ayat (5) UU 42/2008. Dalam putusan sebelumnya, diputuskan oleh Mahkamah 
Konstitusi dalam putusan nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 pada tanggal 18 
Februari 2009. Bahwa praktik ketatanegaraan tersebut adalah dipersamakan, atau  
merupakan ketentuan konstitusi sebagai dasar putusan untuk menentukan 
konstitusionalitas penyelenggara pilpres setelah pemilu anggota lembaga 
perwakilan. Putusan tersebut dimaknai sebagai penafsiran Mahkamah Konstitusi 
atas ketentuan konstitusi yang sesuai dengan saat putusan dijatuhkan. Dalam hal 
konstitusi, baik secara tegas (expresis verbis) maupun yang secara implisit sangat 
jelas, maka praktik ketatanegaraan tidak dapat menjadi norma konstitusional 
untuk menentukan konstitusionalitas norma dalam pengujian undang-undang. 
Kekuatan mengikat dari praktik ketatanegaraan tidak lebih dari keterikatan secara 
moral. Karena, praktik ketatanegaraan biasa dikenal sebagai ketentuan moralitas 
konstitusi (rules of constitutional morality), yaitu kekuatan moralitas 
 


































konstitusional yang membentuk kekuasan dan membenahi kewajiban yang secara 
legal tidak dapat dipaksakan tetapi dihormati dan dianggap mengikat (rules of 
constitutional morality, create powers and obligations which are not legally 
enforceable, but which are regarded as binding). Dalam hal ini, penyimpangan 
dalam praktik ketatanegaraan secara konstitusional adalah tidak patut, tetapi 
bukan berarti inkonstitusional. Bahkan dalam praktik di berbagai Negara common 
law atau praktik ketatanegaraan cenderung diletakkan dibawah rule of law dan 
common law (hukum yang bersumber dari putusan pengadilan), serta tidak 
mengikat pengadilan karena dianggap bukan hukum. 
Menurut Mahkamah Konstitusi, untuk menentukan konstitusionalitas 
penyelenggaraan Pilpres. Setelah melaksakan pemilu secara bersamaan dengan 
penyelenggaraan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan, paling tidak harus 
memperhatikan tiga pertimbangan pokok, diantaranya ada kaitannya antara sistem 
pemilihan dan pilihan sistem pemerintahan presidensial, original intent dari 
pembentuk UUD 1945, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilihan 
umum, dan hak warga negara untuk memilih secara cerdas. Selanjutnya dalam hal 
ini, Mahkamah Konstitusi menguraikan ketiga dasar pertimbangan tersebut, 
sebagai berikut: 








Menurut Mahkamah, penyelenggaraan 
Pilpres haruslah dikaitkan dengan 
rancang bangun sistem pemerintahan 
menurut UUD 1945, yaitu sistem 
pemerintahan presidensial. Salah satu di 
antara kesepakatan Badan Pekerja 
Majelis Permusyawaratan Rakyat saat 
melakukan pembahasan Perubahan 
UUD 1945 (1999-2002) adalah 
 


































memperkuat sistem presidensial. Dalam 
sistem pemerintahan presidensial 
menurut UUD 1945, Presiden 
memegang kekuasaan pemerintahan 
menurut Undang-Undang Dasar. 
Presiden sebagai kepala negara dan 
lambang pemersatu bangsa. Presiden 
tidak hanya ditentukan oleh mayoritas 
suara pemilih, akan tetapi, juga syarat 
dukungan minimal sekurang-kurangnya 
50% suara di setiap provinsi yang 
tersebar lebih dari setengah jumlah 
provinsi di Indonesia. Juga dapat 










Dilihat dari original intent dan 
penafsiran sistematik. Apabila diteliti 
lebih lanjut, makna asli yang 
dikehendaki oleh para perumus 
perubahan UUD 1945 itu dapat 
disimpulkan, bahwa penyelenggaraan 
Pilpres adalah dilakukan serentak 
dengan Pemilu Anggota Lembaga 
Perwakilan. Secara tegas disampaikan 
oleh Slamet Effendy Yusuf sebagai 
salah satu anggota Panitia Ad Hoc I 
Badan Pekerja MPR RI yang 
mempersiapkan draft perubahan UUD 
1945, mengemukakan bahwa para 
anggota MPR yang bertugas membahas 
perubahan UUD 1945 ketika 
membicarakan mengenai permasalahan 
ini telah mencapai satu kesepakatan 
bahwa “...yang dimaksud pemilu itu 
adalah pemilu untuk DPR, pemilu 
untuk DPD, pemilu untuk presiden dan 
wakil presiden, dan DPRD. Jadi, 
diletakkan dalam satu rezim pemilu.” 
Dijelaskan lebih lanjut tentang 
gambaran pelaksanaan Pemilu nantinya 
akan terdapat 5 (lima) kotak, yaitu “... 
Kotak 1 adalah kotak DPR, kotak 2 
adalah kotak DPD, kotak 3 adalah 
presiden dan wakil presiden, dan kotak 
4 adalah DPRD provinsi, kotak 5 
adalah DPRD kabupaten/kota.” 
 









































 Penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu 
Anggota Lembaga Perwakilan secara 
serentak memang akan lebih efisien. 
Sehingga, pembiayaan 
penyelenggaraan lebih menghemat 
uang negara yang berasal dari 
pembayar pajak dan hasil eksploitasi 
sumber daya alam serta sumber daya 
ekonomi lainnya. Hal itu juga akan 
meningkatkan kemampuan negara 
untuk mencapai tujuan negara. 
Sebagaimana diamanatkan dalam 
Pembukaan UUD 1945 yang antara 
lain untuk memajukan kesejahteraan 
umum dan sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. Selain itu, 
Pilpres yang diselenggarakan secara 
serentak dengan Pemilu Anggota 
Lembaga Perwakilan juga akan 
mengurangi pemborosan waktu, juga 
mengurangi konflik atau gesekan 
horizontal di masyarakat; 
 Hak warga negara untuk memilih 
secara cerdas pada pemilihan umum 
serentak, terkait dengan hak warga 
negara untuk membangun peta checks 
and balances dari pemerintahan 
presidensial dengan keyakinannya 
sendiri. Untuk itu, warga negara dapat 
mempertimbangkan sendiri mengenai 
penggunaan pilihan untuk memilih 
anggota DPR dan DPRD yang berasal 
dari partai yang sama dengan calon 
presiden dan wakil presiden. Hanya 
dengan pemilihan umum serentak 
warga negara dapat menggunakan 
haknya untuk memilih secara cerdas 
dan efisien. Dengan demikian, 
pelaksanaan Pilpres dan Pemilihan 
Anggota Lembaga Perwakilan yang 
tidak serentak tidak sejalan dengan 
prinsip konstitusi yang menghendaki 
adanya efisiensi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan dan 
hak warga negara untuk memilih 
secara cerdas. 
 



































Namun dalam hal ini, perlu penulis sampaikan tentang pendapat berbeda 
atau Dissenting Opinion yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi, yaitu 
disampaikan oleh Maria Farida Indrati yang menyatakan bahwa: 
Tepat hampir lima tahun yang lalu, Mahkamah pernah memutus 
permohonan pengujian konstitusionalitas pada Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008. 
Dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, tertanggal 18 Februari 
2009, Mahkamah telah menyatakan, “...kedudukan Pasal 3 ayat (5) UU 
42/2008 adalah konstitusional”. Hal demikian didasari bahwa Pasal 3 ayat 
(5) UU 42/2008 yang selengkapnya berbunyi, “Pemilu Presiden dan Wakil 
Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, 
DPD, dan DPRD” dianggap merupakan cara atau persoalan prosedural, 
yang dalam pelaksanaannya acapkali menitikberatkan pada tata urut yang 
tidak logis atas dasar pengalaman yang lazim dilakukan. Pengalaman yang 
telah berjalan yaitu Pilpres dilaksanakan setelah Pemilu Anggota Lembaga 
Perwakilan, karena Presiden dan/atau Wakil Presiden dilantik oleh Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, yang telah dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (2) UUD 
1945, sehingga Pemilu DPR dan DPD didahulukan untuk dapat dibentuk 
MPR. Lembaga inilah yang kemudian melantik Presiden dan Wakil 
Presiden, oleh karenanya harus dibentuk lebih dahulu. Putusan demikian 
dihasilkan meski telah diketahui bahwa original intent pada Pasal 22E ayat 
(2) UUD 1945, memang menentukan agar pemilihan umum diselenggarakan 
untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
“bersama-sama atau serentak”. Mahkamah menyadari, metode penafsiran 
original intent bukanlah segala-galanya. Metode tersebut memang berupaya 
mencari tahu makna historis dalam perumusan norma, peraturan perundang-
undangan. Akan tetapi, selain metode tersebut masih banyak lagi metode 
yang dapat digunakan untuk memaknai suatu peraturan perundang-
undangan, terutama dalam hal usaha menemukan hukum (rechtsvinding). 
Menurut Maria farida, original intent merupakan gagasan awal yang 
mengedepankan atau mencerminkan politik hukum para pembentuk 
peraturan (dalam hal ini Perubahan UUD 1945). Akan tetapi, gagasan awal 
tersebut seringkali berubah total setelah dirumuskan dalam normanya. 
Sehingga menurut Maria Farida, original intent tidak selalu tepat digunakan 
dalam penafsiran norma Undang-Undang terhadap UUD 1945. 
Jika metode penafsiran original intent digunakan terhadap Pasal 22E ayat 
(2) UUD 1945 yang berbunyi, “Pemilihan umum diselenggarakan untuk 
memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 
Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. 
Mahkamah harus konsisten untuk tetap mendasarkan rezim pemilihan 
umum pada pemilihan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
 


































Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah. Dengan demikian, pemilihan kepala daerah dan wakil 
kepala daerah. Tidaklah dapat dimasukkan ke dalam rezim pemilihan 
umum, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadilinya. Karena 
original intent-nya tidak demikian. Konsekuensinya, harus dipahami agar 
konsistensi Mahkamah terhadap putusannya tetap terjaga; 
Dalam pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menjelaskan, “Pasangan calon 
Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan 
partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan 
umum.” Kemudian dalam Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 menentukan, “Tata 
cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut 
diatur dalam undang-undang.” Aturan-aturan tersebut dirumuskan pada 
perubahan ketiga di UUD 1945 yang juga menghasilkan norma pada pasal 
22E ayat (2) UUD 1945, “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden 
dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” yang 
selanjutnya, ketentuan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945, “Ketentuan lebih 
lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang”; 
Dari ketentuan tersebut, menurut Maria farida secara delegatif UUD 
1945. Telah menyerahkan kewenangan kepada pembentuk Undang-Undang  
yaitu DPR dan Presiden, untuk mengatur tata cara pelaksanaan Pilpres, serta 
ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan umum. Sehingga menjadi 
kebijakan hukum terbuka (opened legal policy)  untuk membentuk Undang-
Undang dalam merumuskan mekanisme terbaik tata cara pemilihan umum, 
termasuk dalam penentuan waktu antarsatu pemilihan dengan pemilihan 
yang lain. Selain itu, presidential threshold sebagaimana tercantum dalam 
Pasal 9 UU 42/2008 yang berbunyi, “Pasangan Calon diusulkan oleh 
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi 
persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari 
jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari 
suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan 
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”  merupakan kebijakan hukum 
terbuka, yang pada prinsipnya tidak terkait dengan pengaturan serentak atau 
tidaknya pemilihan umum. Baik Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan atau 
Pilpres. Bila pembentuk Undang-Undang menginginkan Pemilu Anggota 
Lembaga Perwakilan atau Pilpres dilaksanakan serentak, maka presidential 
threshold tetap dapat diterapkan. Sebaliknya, threshold juga dapat 
dihilangkan, apabila Presiden dan DPR sebagai lembaga politik representasi 
kedaulatan rakyat menghendakinya. Pelimpahan kewenangan secara 
delegatif (delegatie van wetgevingsbevoegheid) kepada pembentuk Undang-
Undang untuk mengatur tata cara pelaksanaan Pilpres, serta ketentuan lebih 
lanjut mengenai pemilihan umum memang perlu dilaksanakan, karena 
terdapat hal-hal yang tidak dapat dirumuskan secara langsung oleh UUD 
1945. Karena sifatnya yang mudah untuk berubah atau bersifat terlalu 
teknis. Selain itu, merupakan suatu kebiasaan bahwa ketentuan dalam suatu 
UUD adalah sebagai aturan dasar yang masih bersifat umum. Sehingga 
 


































pengaturan yang bersifat prosedural dan teknis dilaksanakan dengan 
pembentukan Undang-Undang; 
Terkait dengan hal tersebut, Maria Farida konsisten dengan pendapat 
Mahkamah dalam Putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, tertanggal 
18 Februari 2009 yang menyatakan, “Mahkamah dalam fungsinya sebagai 
pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang 
atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi 
kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh 
pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu Undang-
Undang dinilai buruk, seperti halnya ketentuan presidential threshold dan 
pemisahan jadwal Pemilu dalam perkara a quo, Mahkamah tetap tidak 
dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti 
inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas 
melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable. 
Pandangan hukum yang demikian sejalan dengan Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 yang 
menyatakan sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang 
melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan 
penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan 
UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh 
Mahkamah.” 
Kemungkinan yang terlepas, dari timbulnya berbagai kesulitan yang akan 
dihadapi dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dan 
Pilpres secara terpisah. Seperti yang dilaksanakan saat ini atau yang 
dilaksanakan secara bersamaan (serentak), seperti yang dimohonkan 
Pemohon. Hal itu bukanlah masalah konstitusionalitas norma, tetapi 
merupakan pilihan kebijakan hukum pembentuk Undang-Undang. 
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas. Maria Farida berpendapat, bahwa 
permohonan Pemohon, haruslah ditolak untuk seluruhnya. 
 
3. Inkonsistensi Ratio Decidendi Hakim Mahkamah Konstitusi 
Inkonsistensi Ratio Decidendi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 
51-52-59/PUU-VI/2008, dimana putusan tersebut hakim Mahkamah Konstitusi 
Menyatakan menolak permohonan. Diantaranya, pemohon I dari peorangan 
(Saurip Kadi), pemohon II dari Partai Bulan Bintang (PBB), dan para pemohon III 
dari Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Indonesia 
Sejahtera, Partai Buruh, Partai Peduli Rakyat Nasional, dan Partai Republika 
Nusantara, untuk seluruhnya. Dan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
 


































14/PUU-XI/2013, bahwa dalam putusan tersebut hakim Mahkamah Konstitusi 
Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian : 
Inkonsistensi Ratio Decidendi Hakim Mahkamah Konstitusi 
Putusan MK Nomor 51-52-
59/PUU-VI/2008 
Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 
1. Menyatakan bahwa dengan 
adanya paradigma yang 
telah berubah setelah 
adanya perubahan UUD 
1945, yaitu dari paradigma 
pemerintahan yang 
sentralistis otoriter menjadi 
pemerintahan yang 
desentralistis, demokratis 




dari pusat ke daerah seperti 
pada otonomi daerah. 
2. Menyatakan bahwa sebuah  
perubahan paradigma yang 
diikuti oleh perubahan 
hukum tersebut, harus 
memperhitungkan tingkat 
kemampuan rakyat untuk 
beradaptasi dengan 
perubahan yang dimaksud. 
Untuk itu, perlu kiranya 
memperhitungkan seberapa 
lama hukum baru itu sudah 
dapat diterima dan 
dijalankan secara maksimal, 
sebagai proses pelembagaan 
hukum serta kendala apa 
saja yang akan dialami oleh 
adanya hukum yang baru. 
3. Bahwa didalam hukumpun 
mengandung sifat statis dan 
sifat dinamis. Sifat statis 
untuk menjaga dan 
menciptakan stabilitas dan 
1. Penyelenggaraan pemilihan Presiden 
haruslah dikaitkan dengan rancang bangun 
sistem pemerintahan menurut UUD 1945, 
yaitu sistem pemerintahan presidensial. 
2. Menyatakan bahwa dari sisi original intent 
dan penafsiran sistematik. Apabila diteliti 
lebih lanjut, makna asli yang dikehendaki 
oleh para perumus perubahan UUD 1945. 
Dapat disimpulkan bahwa 
penyelenggaraan Pilpres adalah dilakukan 
serentak dengan Pemilu Anggota 
Lembaga Perwakilan. 
3. Dalam penyelenggaraan Pilpres dan 
Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan 
secara serentak, dianggap memang akan 
lebih efisien. Sehingga pembiayaan 
penyelenggaraan lebih menghemat uang 
negara, yang berasal dari pembayaran 
pajak dan hasil eksploitasi sumber daya 
alam, serta sumber daya ekonomi lainnya. 
Hal itu juga akan meningkatkan 
kemampuan negara untuk mencapai 
tujuan negara. Sebagaimana diamanatkan 
dalam pembukaan UUD 1945, yang antara 
lain untuk memajukan kesejahteraan 
umum dan untuk kemakmuran rakyat 
Indonesia. Selain itu, Pilpres yang 
diselenggarakan secara serentak dengan 
Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan, 
juga akan mengurangi pemborosan waktu 
serta mengurangi konflik pada gesekan 
horizontal didalam masyarakat. 
4. Menyatakan bahwa, hak seorang warga 
negara untuk memilih secara cerdas. 
Apabila pemilihan umum serentak ini 
terkait dengan hak warga negara untuk 
membangun peta checks and balances dari 
 



































Sedangkan  sifat dinamis 
untuk memberikan 
kelenturan dalam mengikuti 
dinamika masyarakat. 
4. Bahwa dinyatakan, belum 
cukup satu dekade UUD 
1945 dilakukan perubahan. 
Harus ada tuntutan baru 
untuk melakukan 
perubahan. 
5. Para pembentuk Undang-
Undang, demikian juga para 
penafsir konstitusi, harus 
bertanggung jawab untuk 
mendiagnosis dan 
menentukan pilihan 
penafsiran yang paling 
sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat masa kini dan 
akan datang. Bukan saja 
dari lapisan masyarakat 
perkotaan, tetapi juga 
masyarakat pedesaan yang 
penuh dengan 
kesederhanaan cara berfikir 
dan bertindak dalam segala 
aspek kehidupan 
bermasyarakat. 
6. Bahwa dalam sebuah 
hukum, harus memenuhi 
fungsinya. yakni sebagai 
sarana adaptasi atas 
perubahan-perubahan yang 
terjadi yang tidak ditentukan 




addressat ketentuan hukum 
tersebut. 
pemerintahan presidensial dengan 
keyakinannya sendiri. 
 
Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangan dan 
tugasnya, dengan mengeluarkan sebuah putusan yang dianggap merusak 
 


































kebijakannya sendiri. Yakni dalam melakukan judicial review atas putusannya 
yang dianggap gagal dalam mengawal konsistensi sebuah putusan. Menurut 
pengetahuan saya, Mahkamah Konstitusi tidak istiqomah dalam mengambil suatu 
kebijakan yang seharusnya menjadi acuan kedepan. Akan tetapi, menjadi berubah 
dan menimbulkan ketidakpastian dalam hukum. Ini dianggap Mahkamah 
Konstitusi tidak menghormati pembentuk Undang-undang dan tergesa-gesa dalam 
menuangkan kedalam putusan. 
Dengan adanya Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 yang dieliminasi 
dengan putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 tentu menimbulkan benturan hukum 
serta inkonsistensi ketika adanya dua puusan dengan substansi yang sama namun 
dengan hasil atu produk hukum yang bebeda. Mengingat sebelumnya Mahkamah 
Konstitusi mendapatkan wewenang menangani sengketa pemilukada sebagai 
lembaga peradilan yang berwenang tetapi kemudian Mahkamah Konstitusi 
dengan putusannya mengeliminasi kewenangannya tersebut dan mengembalikan 
kembali ke Mahkamah Agung selaku mandat Konstitusi dalam menangani 
sengketa pemilukada. Tentu kedua kerangka putusan ini mensyaratkan Mahkamah 
Konstitusi gagal mengawal konsistensi putusannya dalam menjaga kepastian 
hukum, mengingat kepastian hukum merupakan faktor penting dalam menjaga 
kepercayaan kepada institusi lembaga peradilan tersebut. 
Dengan demikian, menurut penulis bahwa dalam kedua putusan Mahkamah 
Konstitusi tersebut adalah inkonsistensi (tidak konsisten) dalam putusannya. 
Dikarenakan masalah disini yaitu terjadi kejanggalan (Anomali). Kejanggalan 
dalam dinamika hukum di Indonesia, yakni bukan dalam hal undang-undang yang 
 


































bermasalah. Melainkan seperti halnya hakim memutuskan sebuah perkara yang 
berbeda, dimana putusan hakim yang pertama, putusan nomor 51-52-59/PUU-
VI/2008 diputus atau Mahkamah mengadili  menolak putusan tersebut untuk 
pemilihan umum serentak. Sedangkan, dalam putusan MK nomor 14/PUU-
XI/2013 diputus atau diadili oleh Mahkamah Konstitusi dikabulkan. Yakni 
dikabulkan untuk pemilihan umum serentak di periode atau dalam pemilihan 
umum tahun 2019.  
 
B. Metode Penemuan Hukum dan Aplikasinya Dalam Ijtihad Hakim Pada 
Putusan MK Nomor 52-52-59/PUU-VI/2008 Dengan Putusan MK Nomor 
14/PUU-XI/2013 
Dalam hal memutus sebuah perkara atau penemuan hukum, adapaun langkah 
yang ditempuh oleh hakim Mahkamah Konstusi dalam menyelesaikan perkara 
yaitu dengan : 
1. Jika materi ketentuan dari peraturan perundang-undngan, yang mengatur 
perkara telah ada dan sangat jelas. Maka hakim harus menerapkan 
ketentuan tersebut. 
2. Namun, jika materi ketentuan dari aturan perundang-undangan yang 
mengatur perkara ada, namun tidak atau sangat tidak jelas. Maka hakim 
yang bersangkutan harus melakukan interpretasi atas pasal dari peraturan 
perundang-undangan tersebut. 
3. Apanila belum diketemukakan ketentuan dari peraturan perundang-
undangan untuk perkara tertentu, usaha yang ditempuh oleh hakim yang 
bersangkutan adalah harus mengisi kekosongan hukum, dengan 
melakukan ijtihad.  
 
Dalam demikian, bisa melakukan dengan ijtihad tatbiqi. Yakni mengambil 
pendapat Ulama Fiqh yang dianggap relevan untuk menyelaesaikan sebuah 
perkara yang tidak memiliki sumber sama sekali dalam aturan perundang-
undangan. Apabila permasalahan tersebut tidak bisa diatasi dengan ijtihad tatbiqi, 
 


































maka seorang hakim harus melakukan ijtihad istinbathi yang sifatnya kolektif 
(jama’i). 
 Usaha untuk menemukan hukum terhadap suatu perkara yang diperiksa, 
seorang hakim harus menggunakan sumber hukum tertulis. Sebagaimana yang 
sudah disebutkan penulis sebelumnya. Jika tidak ditemukan, maka seorang hakim 
mencarinya dengan menggunakan metode interpretasi dan konstruksi. Dimana 
bentuk-bentuk interpretasi yang telah disampaikan tersebut, diantaranya adalah: 
1. Interpretasi Gramatikal (grammatikale interpretatie). Yaitu merupakan 
interpretasi bahasa dengan menggunakan metode obyektif. Dimana 
metode interpretasi gramatikal ini, merupakan cara penafsiran atau 
penjelasan yang paling sederhana dibandingkan dengan penafsiran yang 
lain. Metode interpretasi ini biasa juga disebut dengan metode obyektif. 
2. Interpretasi sitematis (logis). Yaitu menafsirkan peraturan perundang-
undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan perundang-
undangan yang lain, atau dengan keseluruhan sebagai satu kesatuan dan 
tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan 
(sistem hukum) yang ada. 
3. Interpretasi historis atau penafsiran makna undang-undang menurut 
terjadinya. Yaitu dengan jalan meneliti sejarah terjadinya atau 
terbentuknya, meliputi penasiran menurut sejarah hukumnya 
(rechtshisiorisch), dan penafsiran menurut sejarah terjadinya undang-
undang (wetshistorisch), atau penafsiran subbyektif.  
 
Dalam penerapannya, sudah terlihat pada putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
14/PUU-XI/2013. Dalam menganalisis gugatan tersebut, hakim Mahkamah 
Konstitusi tidak hanya menggunakan data-data yang diajukan oleh pemohon, 
tetapi juga mempertimbangkan fakta dalam persidangan. Dalam hal ini, 
pengertian bahwa hakim Mahkamah Konstitusi tersebut, disamping menganalisis 
sejarah suatu perkara yang diajukan pemohon, juga menganalisis proses terjadinya 
peristiwa atau perkara yang dihadapi. 
 


































Dalam melakukan penafsiran suatu materi gugatan perkara, dalam hal ini  
hakim Mahkamah Konstitusi melakukan penafsiran terhadap perkara yang 
dihadapkan kepadanya. Hakim MK harus memperhatikan 3 (tiga) hal, 
diantaranya: Pertama, perkara materi gugatan yang diajukan oleh pemohon yang 
diterapkan oleh hakim MK. Kedua, suatu tempat dimana perkara gugatan yang 
harus dihadapkan pada hakim MK tersebut. Ketiga, pada zaman apa perkara yang 
dihadapkan pada hakim MK tersebut. Selanjutnya, langkah-langkah dalam 
pengambilan dan penemuan hukum oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam 
menjatuhkan perkara yang berbeda, yaitu sebagai berikut: 
1. Memahami nash dalam konteks maqasid syariah-nya. 
Dalam hal ini, hakim Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan sebuah 
produk hukum yaitu Putusan Perkara nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 yang 
diadili oleh hakim Mahkamah Konstitusi menolak putusan perkara 
tersebut, yang diajukan oleh perorangan dan dari lemabaga dan Putusan 
Perkara Nomor 14/PUU-XI/2013 hakim Mahkamah Konstitusi mengadili 
mengabulkan gugatan perkara yang diajukan oleh Efendi Gazali tentang 
pemilu serentak. 
2. Memahami kalimat atau nash sesuai dengan kemaslahatan umum. 
Dalam kemaslahatan umum ini, kenapa Putusan Perkara nomor 51-52-
59/PUU-VI/2008 yang diadili oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Menolak 
putusan perkara tersebut. Karena hakim mempunyai pendapat, salah 
satunya:belum cukup satu dekade UUD 1945 dilakukakan perubahan, 
harus ada tuntutan baru untuk melakukan sebuah perubahan. Sedangkan 
dalam Putusan Perkara Nomor 14/PUU-XI/2013, hakim Mahkamah 
Konstitusi mengadili. Mengabulkan gugatan perkara tersebut dengan 
alasan: penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan 
dilakukan secara serentak. Diakuinya, memang akan lebih efisien. 
Sehingga pembiayaan penyelenggaraan, lebih menghemat uang negara 
yang berasal dari pembayaran pajak dan hasil eksploitasi sumber daya 
alam serta sumber daya ekonomi lainnya. Selain itu, Pilpres yang 
diselenggarakan secara serentak dengan Pemilu Anggota Lembaga 
Perwakilan, juga akan mengurangi pemborosan waktu dan mengurangi 
konflik atau gesekan horizontal di masyarakat. 
3. Memahami kalimat atau nash sesuai dengan dinamika di masyarakat. 
Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam hal ini, memutus perkara yang 
berbeda tersebut sesuai dengan dinamika didalam masyarakat. Karena 
lebih mengadili untuk dilaksanakan pemilu serentak, pendapat hakim 
 


































Mahkamah Konstitusi disini, yaitu agar hak warga negara Indonesia bisa 
memilih secara cerdas pada pemilihan umum yang dilaksanakan dengan 
serentak. Yaitu pada waktu, jam, dan tanggal saat itu juga. Terkait 
melakukan pemilihan umum yang dilakukan serentak, agar membangaun 
hak warga negara untuk menjadikan peta checks and balances dari 
pemerintahan presidensial dengan keyakinannya sendiri. 
 
Metode ijtihad hakim untuk memutus sebuah perkara, yakni sistem 
pelaksanaan ijtihad yang meliputi prosedur kajian hukum untuk melahirkan 
pemikiran-pemikiran fiqih. Baik berupa analisa kebahasaan, maupun analisa nalar. 
Pendapat yang menerangkan pembagian ijtihad menurut bentuk dan metodenya 
sangat bervariasi. Metode ijtihad menurut Wahbah al-Zuhaily ditinjau dari segi 
pembentukannya terbagi menjadi tiga macam, yaitu: ijtihad Bayaniy, Qiyasiy 
Ta’lily, dan ijtihad Istislahiy. Selain itu, metode ijtihad ditinjau dari segi 
pelaksanaannya. Terbagi menjadi tiga macam juga, diantaranya: ijtihad intiqa’i 
(tarjih), ijtihad insyai, dan metode komparatif atau gabungan dari metode ijtihad 
intiqa’i insya’i. Sedangkan metode ijtihad ditinjau dari segi penerapannya 
terhadap nash atau kalimat, terbagi menjadi dua macam bentuk. Diantaranya 
yaitu: ijtihad istislahiy dan ijtihad tatbiqiy.
8
   
Metode ijtihad yang diterapkan oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam 
memutus sebuah perkara, yaitu dengan ijtihad tatbiqi atau mengambil pendapat 
Ulama Fiqh yang dianggap relevan untuk menyelaesaikan sebuah perkara yang 
tidak memiliki sumber sama sekali dalam aturan perundang-undangan. Jadi, 
dalam hal ini. Sangat boleh, seorang hakim Mahkamah Konstitusi memutus 
sebuah perkara yang berbeda. Karena pada prinsipnya, seorang hakim adalah 
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orang yang dianggap tahu dan sangat mengerti tentang hukum. Dan seorang  
hakim, juga memiliki wewenang yang sangat luas dari pengaruh siapapun 
terhadap putusan yang dijatuhkan, namun meskipun mempunyai kebebasan. 
Bukan berarti hakim dapat sewenang-wenang dalam menjatuhkan sebuah 
perkara, hakim juga harus mempertimbangkan banyak hal. Yaitu yang terkait 
dengan fakta-fakta yang telah disaksikannya, selama hakim tersebut melakukan 
pemeriksaan terhadap terdakwa dipersidangan. Sebab hakim merupakan 
perwujudan yang nyata dan pencerminan nilai-nilai keadilan di dunia.
9
 
Adapun dalam mengambil sebuah keputusan, dimana kedua gugatan perkara 
yang diajukan oleh masing-masing pemohon dalam uji materi (judicial review) 
yang sama, tetapi menghasilkan produk hukum yang berbeda. Hakim Mahkamah 
Konstitusi seantiasa mengambil keputusan secara jama’i (kolektif) dari masing-
masng hakim Mahkamah Konstitusi. 
Selain itu, metode ijtihad dari segi pembentuknya. Yakni meliputi ijtihad 
bayani, ta’lily, dan istislahiy. Dimana metode ijtihad qiyasi, sebagai bentuk 
ijtihad ta’liliy yang berlaku dalam Mahkamah Konstitusi. Yaitu pada putusan 
perkara yang dijatuhkan oleh hakim. Bahwasannya judicial review atau uji materi 
yang diaujakan sama, namun menghasilkan produk hukum yang berbeda. 
Sedangkan ijtihad istislahaiy, yaitu dengan dasar pertimbangan maslahat 
bersama. Yaitu, dengan dilaksanakannya pemilihan umum serentak. Akan lebih 
mengurangi pemborosan uang negara. Selain itu juga, hak seorang warga negara 
                                                          
9
 Abdul Manan, Etika Hakim dalam Menyelenggarakan Peradilan; Suatu kajian dalam sistem 
Peradilan Islam, Ibid., 124. 
 


































dalam pemilihan umum serentak dianggap lebih cerdas, karena melakukan 
pemilihan pada waktu yang bersamaan.  
Adapun ijtihad dari pelaksanaannya, yaitu baik tarjih atau intiqa’i, insya’i dan 
metode penggabungan intiqa’i insya’i, telah dilaksanakan oleh hakim Mahkamah 
Konstitusi. Hal ini terjadi, ketika seorang hakim Mahkamah Konstitusi memilih 
pendapat salah satu ulama fiqih tertentu diantara beberapa pendapat yang ada. 
Karena pertimbangan relevansinya yang kuat dengan adanya maslahat bersama, 
kondisi dan situasi pada masyarakat Indonesia. Maka, dilaksanakanlah ijtihad 
dengan mengambil konklusi atau jawaban yang belum pernah dikeluarkan oleh 
ulama fikih sebelumnya. 
Jadi, pemaparan yang sudah penulis sampaikan terkait seorang Hakim 
memutus perkara yang berbeda dengan substansi yang sama. Didalam Hukum 
Islam diperbolehkan. Karena pada prinsipnya, seorang hakim adalah orang yang 
dianggap tahu dan sangat mengerti tentang hukum. Hakim juga memiliki 
wewenang yang sangat luas dari pengaruh siapapun terhadap putusan yang 
dijatuhkan. Namun meskipun mempunyai kebebasan yang luas, bukan berarti 
hakim dapat sewenang-wenang dalam menjatuhkan sebuah perkara. Hakim juga 
harus mempertimbangkan banyak hal, yaiu terkait dengan fakta-fakta yang telah 
disaksikannya selama hakim melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa 
dipersidangan. Sebab seorang hakim merupakan perwujudan yang nyata dan 
pencerminan nilai-nilai keadilan di dunia.
10
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Dalam menjalankan tugsanya, hakim memikul tanggung jawab yang sangat 
berat ketika  memutus sebuah perkara. Putusan yang dijatuhkan hakim tidak 
hanya dipertanggungjawabkan kepada para pihak yang berperkara, namun juga di 
hadapan Alloh dan dipertanggungjawabkan pada waktu penilaian amal nanti. 
Dalam kalimat, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam 
setiap putusan bukanlah sekadar formalitas bentuk belaka, namun mengandung 
maksud yang begitu dalam. Agar putusan hakim harus benar-benar mengandung 
keadilan yang berdasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan. Hakim dengan 
kedudukannya yang mulia dan kerap kali disebut sebagai wakil Tuhan di muka 
bumi, dalam hal menegakkan keadilan di masyarakat.  
Dengan demikian, menurut penulis bahwa hakim memutus perkara yang 
aturan hukumnya sama, perkaranya sama, acuan hukumnya juga sama. Namun, 
dalam hal memutus perkaranya berbeda (inkonsistensi dalam putusannya). Dalam 
hukum Islam, boleh hakim memutus dua produk hukum yang berbeda dari isu 
yang sama dan peraturan yang sama. Dikarenakan dalam memutuskan sebuah 
perkara. Menurut penulis, hakim memutus berdasarkan undang-undang, dan juga 
mempunyai wewenang penuh untuk berijtihad tentang kebenaran-kebenaran, 
meskipun dalam hal memutus sebuah perkara sampai menghasilkan dua produk 
hukum yang berbeda. Dalam hukum Islam tidak ada masalah dan tidak untuk 
dipermasalahkan. Karena dalam hal ini, yakni dalam pembentukan hukum. 
Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus sebuah perkara, mempunyai 
kekuatan hukum yang mengikat. 
 


































Dalam hal ini ada sebuah haidts, dimana seorang hakim boleh dan tidak 
dibolehkan dalam memutus sebuah perkara. Dalam kitab Al-Arbain An-
Nawawiyah karya Imam Nawawi, disebutkan sebuah hadits sahih yang 
diriwayatkan Imam Bukhari. Dimana seorang hakim dalam memutus sebuah 
perkara tidak boleh dalam keadaan marah, yang berbunyi: 
 فََرد دَ  تَْغَضْب، ال: قَالَ  أَْوِصني،: ملسو هيلع هللا ىلص للن بِي   قَالَ  َرُجًل  أَن   هريرة أَبي عن
 تَْغَضبْ  ال: قَالَ  ِمَراًرا
Dari Abu Hurairah berkata: seorang lelaki berkata kepada Nabi SAW: 
berilah aku wasiat. Beliau pun menjawab: janganlah engkau marah. Lelaki 
itu mengulang permintaannya, tapi Rasulullah SAW kembali menjawab: 
janganlah engkau marah. 
 
Penemuan hukum oleh hakim dalam memutus sebuah perkara yang akhirnya 
menjadi produk hukum harus dilandaskan oleh hukum, bahwa tujuan Alloh dalam 
mensyariatkan suatu hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi 
manusia di dunia dan di akhirat. Maṣlaḥah sebagai tujuan syariah harus menjadi 
kebijakan pemegang kekuasaan, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. 
Kaidah hukum Islam memberikan suatu pedoman bahwa:  
 الرعية منوط بالمصلحةتصرف ألمام  على 
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Berdasarkan pembahasan dan pengkajian tentang Ratio Decidendi hakim 
Mahkamah Konstitusi tentang pemilu serentak di Indonesia, maka penulis 
mempunyai kesimpulan antara lain: 
1. Ratio Decidendi Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK Nomor 
51-52-59/PUU-VI/2008 yang diajukan oleh perorangan dan dari lembaga, 
MK mengadili menolak untuk dilakukan pemilu serentak di Indonesia. 
Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang diajukan oleh Effendi Gazali, 
MK mengadili mengabulkan untuk dilakukannya pemilu serentak di 
Indonesia dalam pemilu tahun 2019. Kedua putusan tersebut telah 
menghasilkan dua produk hukum yang berbeda dari isu dan peraturan yang 
sama. Dimana ratio decidendi Mahkamah Konstitusi dalam memutus 
penyelenggaraan pemilu serentak di Indonesia menitikberatkan pada tiga 
aspek, diantaranya: Presiden dalam sistem presidensil mempunyai posisi 
yang kuat yang diamantkan oleh UUD 1945. Mengembalikan original intent 
maksud pembuat UU. Dan melakukan pemilihan secara serentak akan lebih 
efisien dalam menggunakan haknya untuk memilih secara cerdas dan 
efisien.  
2. Konsep hukum Islam tentang metode ijtihad hakim dalam memutus 
perkara ratio decidendi hakim Mahkamah Konstitusi, yaitu dengan ijtihad 
tatbiqi (dengan mengambil pendapat Ulama Fiqh) yang dianggap relevan 
 


































untuk menyelesaikan perkara yang tidak memiliki sumber sama sekali 
dalam aturan perundang-undangan. Jadi, dalam hukum Islam diperbolehkan 
seorang hakim memutus perkara dari dua produk hukum (dua putusan) yang 
berbeda dari isu dan peraturan yang sama. Karena pada prinsipnya, hakim 
adalah seseorang yang dianggap sangat tahu dan sangat mengerti tentang 
hukum dan juga memiliki wewenang yang sangat luas terhadap putusan 
yang diadilinya. 
B. Saran 
Dengan memperhatikan kesimpulan tersebut. Penulis sampaikan: 
1. Kepada Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi supaya konsisten dalam 
memutuskan sebuah perkara yang akhirnya menjadi produk hukum yang 
akan dipilih dan dimuat dalam sebuah putusan.  
2. Kepada Para Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi supaya memperkuat 
putusan Hakim Ketua MK agar konsisten dalam memutus sebuah perkara 
dalam melindungi hak politik terkait Penyelenggaraan Pemilu. 
3. Kepada masyarakat supaya ikut serta menyuarakan untuk mendorong 
sosialisasi terselenggaranya Pemilu yang bebas dari praktik-praktik yang 
tidak diinginkan.  
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